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Tesis ini membahas mengenai pengertian azas dasar dalam hukum pidana yang 
dianut dalam pasat 27 ayat (I) UUD 1945 yang berbunyi: "Sega/a wa~ga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemeritahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan Uu dengan tithJk aiM kecualinya" atau yang 
lazimnya kita kenal dengan Azas persamaan di hadapan hukum (equality before 
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tidak dapat dilakukan pemeriksaan atau pemanggilan tanpa seijin Presiden , 
Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Pene!itian ini adalah pene!itian normatif
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BABI 

A. LATARBELAKANG 

Negara Republik Indonesia adalab negara yang berdasarkan hukum. 

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Republik Indonesia itu suatu 

Negara Hukum (rechtstaat) dan bukan suatu Negara Kekuasaan (Matchstaat) 

yang dapat dibuktikan dati ketentuan dalarn Pembukaan, Batang Tubub dan 

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.1 Istil± Negara Hukum sendiri baru 

dikenal dalam sistem perundang-undangan Indonesia yang tercantum dalam 

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Definisi dari Negara Hukum 

adalab suatu Negara, dimana pemerintah dan semua pejabat-pejahat hukum, 

mulai dari presiden para menteri, kepala-kepala lembaga pemerintahan lain, 

pegawai, hakim, jaksa, anggota-anggota legislatif, semuanya dalam 

menjalankan tugasnya di dalaru dan di luar jam kantomya wajib taat kepada 

hukum2 Taat kepada hukum berani menjunjung tinggi hukum, mengambil 

keputusan-keputusan jabatan menurut hati-nuraninya, sesuai dengan hukum. 3 

Bukti hahwa Indonesia adalah suatu Negara yang berdasarkan alas 

hukum, maka bisa dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

berbunyi :" ... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia". Dan Ketentuan-ketentuan 

yang tercantum datum Satang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang 

menyatakan bahwa: 

nPresiden Republik Indonesia rnemegang kekuasaan Pemerintahan menurut 

Undang-Undang Dasar (pasal 4) serta sumpah presiden dan wakil presiden 

antara ·lain berbunyi: ",, .memegang teguh Undang-Undang Dasar dan 

menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-

1 Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, (Jakarta: A.ksara Batu, 1980), 
ba1aman 10. 

1 hmly Hutabarat. Persamaan Di hadapan Hukum (Equality Before The low) Di 
Indonesia~ (Jakarta: Ghatia fndonesia, 1985), halaman 12. 

'0. Notobamidjo)'U, Maloul Negara Hokum, (Jakarta: l!PJC. 1970), balaman 36. 
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2 

!Uitlllnya." (pasal 9)4 Menurut Immanuel Kant, maka tujuan Negara ialah untuk 

menjadi suatu Negara hukum. Negara harus menjamin tala tertib dari setiap 

warga negarattya. Ketertiban hukum setiap warga Negara ialah syarat utama 

dari tujuan suatu Negara. Tujuan Negara adalah pemhentukan dan 

pemeliharaan bukum disarnping jam in an daripada kebebasan dan hak -hak 

warganya. Warga Negara hanya harus mentaati Undang-undang yang dibuat 

pctl1etujuannya sendiri. Pctl1eorang dilihat oleh Kant sebagai pihak yang sama 

darajetuya dengan Negara sendiri Baik Negara maupun perseorangan adalah 

snbyek-suhyek hukutn, yang harus memandang satu dangan yang lain sebegai 

pihak-pibak yang memegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban' 

lronisnya, meskipun semua sendi-sendi pemerintahan Negara Republik 

Indonesia didasarkan pada kaidah-kaidah yang disebut dengan hukum dan 

Negara Indonesia yang notabene adalah sebuab Negara Hukum ternyata tindak 

pidana korupsi sangat marak terjadi di Indonesia. Transparency International 

Indonesia (Til), pada tanggal 23 september 2008, telah mengumumkan 

Corruption Perception lndeki (CPI) atau Jndeks Persepsi Korupsi (IPK) tabun 

2008. Menurut keterangan dari Ketua Dewan Pengurus Til, Todung Mulya 

Lubis, tabun ini IPK Indonesia berada di urutan ke-126 dengan skor 2,6 atau 

naik sekitar 0,3 dibandingkan IPK tabun 2007 yang lalu6 Tabun sebelumnya, 

nilai IPK Indonesia adalab 2,3. IPK ini menurun ketimbang tabun 2006 yang 

memperolab nilai 2,4 yang setingkat dengan nilai IPK Rusia, Ghana dan Togo. 

IPK Indonesia tersebut berada di bawab Tirnorleste (IPK: 2,6), Ethiopia (IPK: 

2,4), Nepal (IPK: 2,5) dan Eritrea Di kawasan ASEAN, berada di bawah 

Singapura (IPK: 9,3), Malaysia (IPK: 5, 1), Thailand (IPK: 3,3), Vietnam (IPK: 

2,6), Filipina(IPK: 2,5). Indonesia berada di atas Kamboja (IPK: 2,0), Laos 

(IPK: I ,9), dan Myanmar (IPK: 1 ,4). 

'lsmiillSnnyop.c#. ha!lllllllll 19&. 

" Sudatgo Gautanta. Pengertian Tentani Nega1'Cl Hukum, (Bandung: Alumni. 1973) 
halaman 31. 

'"lndeb Indonesia Naik Signl!lkan", 
<hi!P:l/www.tl.or.!d/p!e!s/?litahun/2008/but9l1/il9/l@ggal/23/ld/3422/h!m>,23Sej)lember 2008. 
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Berdasarkan penilalat!IPii. di alas digambarkan bahwa terjadinya tin<!ak 

pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi meskipun sejak tahun 

!950-all Indonesia Ielah berusaha melakukan. pemberantasan terhadap korupsi. 

NaJnun pada kenyataannya modus operandi tindak pidana korupsi selalu 

berkembang lebih pesat dan signiflkan dihandingkan dengan output penegakan 

hukumnya yang relatif sangat rendah.7 Korupsi juga telah mempengaruhi 

kehidupan ketatanegaraan dan rnerusak sistern perekonomian dan masyarakat 

dalam skala hesar8 Mardjono Reksodiputro menyatakan salah satu alasan 

gagalnya penegakan hukum terhadap "merajalelanya korupsi" adalah tidak 

adanya konsensus tenlang perbuatan apa yang merupakan korupsi yang patut 

dipidana'. Beliau juga menerangkan heherapa pendekatan yang mungkin dapat 

menerangkan mengapa terjadi ketiadaan kousensus tersebut. Pendekatan 

pertama melihat hukum pidana sebagai sumber ketertiban sosial yang 

berfungsl nntuk menyelesaikan dan mencegah konflik. Hukum dilihat sebagai 

basil koll5erurus. Penegakan bertujuan untuk mempertabankan koll5erurus. 

Pendekatan kedua menganggap hukum pidana sebagai "ala!" dalam konflik 

sosial, dan terutama dipakai untuk mempertahankan kekuasaan atau hak-ltak 

istimewanya dari kelompok yang memegang kekuasaan terhadap kelampak

kelompak lainnya. Hukum dilihat sebagai basil konflik antara berbagai 

kelompok yang herheda kepentingan. 

Harkristuti Harkrisnowo menyebut heberapa variabel yang memberikan 

kontribusi terhadap tetjadinya tindak pidana korupsi, yaitu: 10 

L Tidak adanya kebijakan yang jelas (lack of political will); 

1Roml:i Atmasasmit.a. "Strategi Pemheranlasan Kompsi di Indonesia", Media Hukum, 
Vol.2 No.8 (22 November 2003) :10. 

1lndriym.rto Seno Adjie. Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan 
Kommlt!n Hakwn "Pro£ Oemat Seno Adji dan Rl:kan", 2001). Bagian : ~embukaan (sampol 
bulru). 

' MM<!jooo Rcksodipotro,''Kornpsi da/am Sis<em Hu!tum" dikulip darl bnkn : Mmcuri 
Uang Ralcyaf': l6ltajian Kmupsl dllndanesia {Jnknrta: Aksara Fonnda!ion, l Februati 2ll02). 

1<1Jhrbistuli Harkrlsnowo. "Comballlng Com.Jption In Indonesia : Ail Impossible 
Mandate?", Newsletter kHN,lll&i Mei-Junl 2004, bala!nan 32. 
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2. Tidak adanya contoh kepem!tnplnan (lack of exemplary); 

3. Tidak adanya profesionalisme terhadap sistem hukum {lack of 

professionalism within the legal system); 

4. Tidak adanya partsipasi public (lack of public participation). 

Pendapat ini serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moh. 

Yamin dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan sebagai berikut:" 

Pertama, mengenai peraturan pernndang-undangan yang menyangkut upaya 

pemberanta:;;;.n koru;.;i baik yang diatur da!am Undang-Undang maupun 

peraluran di bawahnya mempunyai kelemahan baik dar! aspek substansi 

maupun dari aspek teknis pelaksanaan sebingga memungldnkan letjadi 

kemacetan dalam pemberantasan korupsi babkan bukan !idak mungkin 

seringkali dimanipulasi serta dimanfaatkan oleh koruptor untuk membebaskan 

diri dari hukuman. Kedua, selain karena lemahnya somber daya penegak huknm 

yang ada, penyebab lainya adalab karena aparat penegak hukurn itu sendiri 

merupakan faktor yang ikut menyuburkan korupsi. Ketiga, sudah 

membudayanya praktek korupsi. Dalam prakteknya korupsi sudah dipandang 

sebagai suatu perilaku yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Sikap skeptis 

terhadap pembarantasan korupsi dan budaya sungkan ewuh pakewuh turut serta 

menyebarkan korupsi ke tengab masyarakat. Keempat, tidak adanya political 

will dari para elit politik menjadi faktor penghambat dalarn pemberantasan 

korups~ bahkan sering tetjadi para elit politik ikut melindungi dan atau menjadi 

bagian konspirasi tindak pidana korupsi. Kelima, karena rendahnya 

akuntabilitas publik penyelenggara Negara dan tidak adanya tranparansi. 

Pendapat Moh. Y arnin di alas sangat cocok untuk menggambarkan 

beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia Sebagahnana telab 

dikemukakan diatas, Definisi dari Negara Hukum adalah suatu Negara, dimana 

pemerintab dan semua pejabat-pejabat huknm, mulai dari presiden para menteri, 

kepala-kepala lembaga pemerintaban lain, pegawa~ hakim, jaksa, anggota

anggota legislatif, semuanya datam menjalankan tugasnya wajib taat kepada 

11Moh. Yamin, "Dengtm Dukungan RaAyal Memberarllas Korupsi'', (Makalah untuk 
mcmenuhi Persyaratan Selcksi CaJon Pimpinl!ll komls! l>emb.,.l!lltasan Tindak Pidana korups!, 
Jak.arta, 3 Nopcmbcr 2003), halaJJWl 3. 
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hukum. Olab karenanya hukum merupakan pedoman bagi para pejabat Negam 

dalam menjalank!lll tugas dan kew'1)ibannya. Namun dalam kenyataannya tidak 

sedikit dari para pejabat Negara yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan 

hukum yang berlaku bahkan tidak sedikit pula dari para pejabat Negara tersebut 

melakukan korupsi dengan cara menyalahgunakan wewenang, sarana, 

kesempatan a tau jabatan yang ada padanya. 

Apabila kita cennati perkara-perkara korupsi yang sedang diproses baik 

dalam tahap penyelidikao, peoyidikan maupun tabap penuntutao, haropir 

seluruh perl<ara korupsi tersebut dilakukan oleh tersaogkalterdakwa yang 

notabene adalah pejabat Negara, baik itu Kepala Daerah seperti Gubernur, 

Walikota, Bupati, atau Anggota DPR dan DPRD, misalnya perkara korupsi 

pembelian helikopter atas nama Tersangka Abdullah Puteh yang menjabat 

sebagai Gubemur Daerab Istimewa Nangroe Aceh Darussalam (NAD), perkara 

korupsi pe!pWljangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hillml yang 

melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi sebagai tersangka, ala!! 

perkara korupsi pengaliban hak fungsi bulan di jambi dan perl<ara kornpsi a! iran 

dana Bank Indonesia yang melibatkan bebarapa anggota DPR Rl. Beberapa 

contob diatas merupakan sebagian kecil saja dari banyak perkara kotupai yang 

dilakakar1 oleb tersangka yang notabene merupakan pejabat Negara. 

Dalam rangka melakukan pemberantasan terbadap tindak pidana kornpsi 

tersebut, Pemerintah Indonesia Ielah melakukan beberapa upaya diantaranya 

dengan melakukan penyernpumaan Undang-undang tentang Pemberantasan 

Korupsi dan pembentakan Jembaga pemberantasan korupsi baru guna 

mendukung penegakan haknm. Pemerintah telah membentuk Undang-undang 

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

menggantikan Undang-undang Nomor 31 tabun 1971. Dua tabun kemudian 

unluk menyempumakan Undang-undang Nornor 31 tahun 1999, pemetintah 

mengelnarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 3 I talmo 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 
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1Jikeluarkaru:tya Undang-undang Nornor 20 Tahun 2001 salah satunya 

disebabkan oleh adanya betbagai intetpretasi alau penafuiran yang berkembang 

di 1lll!Syarakat khususuya mengenal tindak pidana korupsi yang dllakukan 

sebalum diundangkannya Undang-undang Notnor 31 tahun 1999, karena 

undang-undang in! tnenyebuikan bahwa sejak berlakunya Undang-undang 

Nornor 31 Tahun 1999 tnaka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku lagi, sehinggatirnbul suatu 

anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi 

yang teljadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 12 

Disamping me1akukan penyempumaan Undang-undang tentang 

Pemberantasan Korupsi, petnerintah juga membentuk suatu kornisl baru, yaitu 

Kornisl Pemberantasan Knrupsi (KPK) tnelalui Undang-undang Nomor 30 

tahun 2002 tentang Kornisi Petnberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu 

latar belakang dibentuknya lembaga ini adalah belum optimal, efektif dan 

efislennya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lenahaga pemerintah 

yang menangani perkara korupsi yaitu Jenahaga Kejaksaan dan Kepo!isian." 

Selain mernbentuk KPK, pada awal bulan Mei tahun 2005 Presiden juga 

telah melantik Tim Koordinasi Penaherantasan Tindak Pldana Korupsi (Timtas 

Tiplkor), yang beranggotakan aparat pllihan darl unsur Kejaksaan, Kepolisian 

dan Badan Pengawas Penahangunan dan Keuangan (BPKP). Tim ini diberl 

wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sesual dengan 

ketentuan hukum yang berlaku serta mencari dan menangkap pelaku yang 

diduga melakukan korupsi. Keberadaan Timtas Tipiknr ini melengkapi 

keberadaan lenahaga-lembaga atau institusi-institusi yang berwenang 

menangani perkara korupsi yang telah ada sebelumnya, yaitu Kejaksaan, 

12 Indonesi~ Undang~undang Tentang Perubahan Atas Undang·undang Nomor 31 Tahun 
1999 tenlalfg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20, LN ND. l34labun 2001, TLN 
No. 4150, P<lljelasan Umwn. 

13 Indonesia, Undnng-undang Terltang Komisi Pemberantasan Tin.dak Pidana Kornpsi, 
utJ No. 30, LN No. \37 tabun 2002, TLN 4250, baglan mmlmbang, hurufa dan b. 
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Kepolisian dan Kotnisl l>emberantasan Korupsi (Kl>K). Masa tugas Tinrtas 

tipikor ini adalab dua tabun dan Ielah berakhir pada awal Mei 2007, dengan 

masih meninggalkan tunggakan perkara yang belum terselesaikan. 

Berdasarkan basil survey Transparancy fntemational pada tabun 2005, 

Indonesia masih berada pada peringkat 6 dari !59 negara terkorup hanya naik I 

peringkat dari tabun sebelnmnya. Pada tabun 2006 peringkat korupsi Indonesia 

juga masih naik satu peringkat dari tabun 2005, yaitu peringkat 7 negara 

terkorup dari 163 negara14
. lni menu~ukkan usaha-usaha yang dilakukan 

pemerintab dalann pemberantasan korupsi belum menunjukkan basil yang 

signifikan, padahal perangkat huknm sudah ada dan lembaga-lembaga 

pemberantasan korupsi baru sudah dibentuk. 

Penyempurnaan yang telah dilakukan pemerintab terhadap Undang

undang Pemberantasan Korupsi, tidak diikuti dengan penyempumaan terhadap 

peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi 

yang juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang 

melekat pada undang-undang itu, tetjadi karena sengaja dibuat maupun hanya 

terjadi karena kurang cermat dalam pembahasannya, dan biasanya 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berlindung dibalik kelemahan

kelemahan itu". 

Hambatan yang timbul dari adanya kelemahan perundang-undang

undangan juga dirasakan oleh aparat penegak hukurn dan upaya untuk 

mengatasi kelemahan tersebut disarnpaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak 

Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI pada akhir tahun 2004, yang menyatakan 

bahwa setelah dilakukan pertemuan antara Jaksa Agung, Menteri Hukum dan 

HAM, Ketua BPK, Gubemur BI, Kepala BPKP, Ketua KPK dan Kapolri, maka 

pemerintah akan menyusun draft Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

yang nantinya dapat menembus aturan-aturan yang selama ini mengharnbat 

proses penanganan kasus-kasus korupsi, dimana salah satu harnbatan itu adatah 

14 htpp/www.antikorupsi.org/mophp?mod=publisher&op=viewurticle &urtid=9427 

1
' Mastra Uba, 14 Kendala Penegr~kan Hukum, (l~ Yayasan Annlsa, 2002), bal. 22 
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diperlukannya ljin untuk tne111erlksa pejabat-pejabat tetlentu yang diduga 

terlihat korupsi1'. Namun sampai saat ini Perpu tersebut belum pernah ada. 

Keluhan dati aparat penyidik tnengenai diperlukannya ijin untuk 

memerikBa pejabat-pejabat negara tettentu, sudab lama ditasakan dan sering 

dijadikan alasau mengapa penyidikan kasus-kasus korupsi yang mellbatkan 

sejumlah pejabat negara berjalan lamban bahkan terkesan "mace!". 17 

Penye!idikaa dan penyidikan terhadap perkara kotupsi seringkali 

mengalarni kendala dengan adanya ketentuan dalam beberapa perundang

undangan yang monsyaratkan adanya ijin sebelnm melakukan pemeriksaan 

terhadap pejabat-pejabet negara tortentu yang diduga terlibat tindak pidana 

korupsi. Misalnya untuk memetikBa kepala daetah (guberuur atau 

bupati/walikota), penyidik sebelum melakukan pemetlksaan terbadap pejabet 

tersebut barus rneminta ijin terlebih dabulu kepada Presiden". 

Sikap pernerintah terbadap prosedur ijin pameriksaan juga dituangkan 

dalam Rencaua Pembangunan Jangka Monongah Nasional Tahun 2004-2009, 

dimana salab kegiatannya adalah pambabaruan konsep penegakan hukum, 

antara lain penyusunan konsep sistem poradilan pidana terpadu dan ponyusunan 

konsep pernberian hantuan hukum serta meninjau kembali peraturan perundang

undangan tentang ijin perneriksaan terbadap penyelenggara negara dan cegah 

tangkal tersangka kasus korupsi19. 

Beberapa tanggapan terbadap diwajibkannya prosedur ijin dalam 

memerikBa pejabat-pejabat tersebut, juga diungkapkan oleh wakil rakyat yang 

1~oelja D, Soerjadi, "lzin Memeriksa KQrnptoY' dalam Kapila Selekla Penegalum 
Hukum di Indonesia, (Jakarta: Prc:stasi J>ns1aka, 2006), hal. 191-192 

17 lbid. 

16 Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerinlahan Daerah. UU No. 32 LN No. 125 
Tahun 2004, TLN No. 4437, pasal 36 ayat (I). 

1 ~ Indonesia, PeroJuran Presfden Republtk Indonesia Tentang Rencana Pemban.gunan 
Jangka Menengah Nasion()] Tahun 2004-2009, Perpres No. 7 TahW12005, Agenda Menciptakan 
Indonesia Yang Adil dan Demokntis, Program J>en!ttgkatan Klnetja Lembaga Petadilan dan 
Lembaga P"'egakan Hlllrum Lainnya. angka 6. 
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duduk di DPR RI, diantaranya oleh Nursyshbani Kaljasungkat!a Mggota 

Komisi m DPR RI, ya~~g menyatakan babwa keteutuan ieuieug !jin 

pemeriksaan Presiden terhadap kepala daerah atau pejahat publik yat1g diduga 

melakukan tindak pidana korupsi sangat tidak sesuai dengan semangat 

pemberantasan korupei yang diganngkan oleh Presiden karena akan 

menghambat proses penyidikan kasus korupsi tersebut, sehingga ketentuan 

tentang ijin petneriksaan tersebut sudah kJ•no dan sebuah tindakan yang 

inskonstitusional"'. Senada dengan pendapat itu adalah pendapst dari Anhar 

yang juga anggota Komisi lil DPR RI, yang menyatakan bahwa ijin Presiden 

sebelum melakukan penreriksaan terhadap pejabat publik sudah kuno, sehingga 

perlu fonnula haru, agar kasusnya cepat ditangani21
. 

Tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Daerah selruna tahun 

2005, berdasarkan data Indonesia Conuption Watch (ICI!J mencapai 103 

kasus. Dari jnmiah tersebut, hingga saat ini Ielah diproses secara hukum 

sebanyak 53 Kepala Daersh sesuai izin yang telsh dikeluarkan oleh Presiden 

Susilo Bamhang Yudboyono, ini berarti masih ada 50 Kepala Daerah ya~~g 

belum diperiksa atau tidak diusut perkara dugaan korupsinya karena belum ada 

izin pemeriksaan.12 

Apabila kita mencoba melilmt kembali tentang sendi-sendi dasar negara 

kita yang merupakan negara hukum, maka dikenal salah salu = persamaan 

kedudukan di hadapan hukum atau asas equality before the law yang tercantum 

dalam pasal27 ayat (I) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

"Sega/a warga negara bersamaan lredudukarmya di dalam hukum dan 

pemeritahan dan wajib mCJ!iunjung hukwn dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada lrecualinya ,J, 

"' Indo Pos, tanggal II April2006, hal30. 

" Indo Po~ tllnggal 27 Junl2006, hal. 5. 

22 JIILIItll Nasional, tangga!IO NoVlllllher 2006. 

"Jndonesill, UrJtiang-undang Dosar 1945, pasal27 ayal (1). 
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Equality, berasal dati bahasa lnggris yang secara harafiah berarti 

persamaan. llerdasarkan International Encyclopedia of the Social Sciences, 

apabila dikatakan mannsia acblah sama, walaupun kenyataannya manusia tidak 

sama dalam banyak karakteristik. Karakteristik itu didasarkan pada perbadaan 

seks, warna kulit, karakter/watak dan sebagainya, juga didasarkan pada 

berbagai institusi ITIJlllUSia yang berbeda seperti perbedawt kewarganegaraan, 

agama, tingkatsosial dan sebagaiuya. 

Manusia tidak akan sarna pula apabila dilihat dari perbedaan usia, tenaga, 

intelegensia, posisi, kekuasaan dan sebagainya. David L. Sill yang mengedit 

Encyclopedia tersebut menulis sebagai berikut:24 

That men are equal means that men share some qualities; these must be 
specified. Men are evidently unequal in many characteristics. There are 
natural differences (sex, color, character. traits, natural endo-wment, 
etc.) and Institutional variations (citizenship, religion, social rank, etc). 
Other properties are common amounts (age~ strength, intelligence, 
power, etc.). 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diarnbil suatu pengertian babwa 

secara hakiki manusia itu adalab sarna, tetapi menurut karaktcristiknya manusia 

itu berbeda. Dalarn deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat disebutkan bahwa 

All men are created equal. Manusia itu diciptakan sarna oleh Sang Maha 

Pencipta yaitu Tuha.n, namun manusia tidak sama secara fisik, harkat manusia 

itu yang sarna Menurut Hafiz Habibur Rahman, ketidaksamaan manusia 

bersumber kepada dua faktor, yaitu:25 

1. Naturej 

2. Nurture. 

Bayi-bayi yang baru labh secara alamiab tidaklab sarna dalarn kedudukan 

bentuk badan, kekuatan dan ukuran. ltu namanya ketidaksarnaan yang 

14 1lavid L. Sills, Editor, lnternatkmal Encyclopedia of the Social Sciences, Voltun.e V. 
(New Yorlc The Preel'n:ss), page102. 

VHafiz Hahibur Rahman, Political Science and Governmoot, (Dacca<Pakistan; !deal 
l'ubUcatlon), pagell7. 
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betsumbet pada Nature. Secru:a hlstotis c!ta-cita persamaan adalah warisan dati 

ketidaksamaan .tnasyru:akat kuno. !tu nruncul sebagai protes melawan semua 

ketidaksamaan dalam status, posis! dan prevelege. Secru:a etis manusia juga 

sama dihadapan tuhan. iika kita tambahkan , maka secru:a konstitusional, maka 

bsgi negara yang melindungi hak asasi manusia, maka manusia adalah sarna. 

Rahman menekankan pengertian "Equality" sebagai the provision of adequate 

opportunities far all. 2•. Di sini equality berarti suatu perlengkapan hidup yang 

mempunyai kesempatan yang cukup untuk memenuhi kebutuban seperti 

kebutubsu pendidikan, perumahan, keadilan dan sebagainya. Rahman 

mengatakan: "Equality, in short, means such organization of opportunity that 

no man 's personality suffer f~Wtation. So. the provision of adequate 

opportunity Is one of the basic conditions of equality". Equality berarti adanya 

kesempatan yang sarna untuk merniliki hak-hak asasi sebagai suatu kebutuhan 

hidup seperti hak untuk diperlakukan sarna dihadapan pernerintah atau hak 

untuk bsbas berpendapat. 

Menurut David L Sills, sebagaitnana dikutip da1am bsku Ramly 

Hutabsrat, SH yang berjudul "Persamaan Di Hadepan Hukum Di Indonesia", 

Equality dapat dibagi ke dalam 4 ( empat) macam yaitu:27 

1. Natural Equality (persarnaan alamiah); 

2. Civil Equality (persarnaan Hak Sipil); 

3. Political Equality (Persamaan Politik); 

4. Economic Equality (Persarnaan Ekonomi). 

Natu2al Equality adalah persamaan yang dibawa dari lahir yang dimiliki oleh 

manusia. Manusia mempunyai tasio, sehingga equality berarti manusia adalah 

sama karena memiliki akal! rasio yang membedakan manusia dati binatang. 

26 !bid 

:n RatniyHutabatat, op.clt, ba1aman 36. 
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Civil Equality adalah hak sipll yang sama bag! semua anggota tnasyarakat. 

l'engakuan akan persamaaa ini berarti babwa setiap watga negata diperlakukan 

sarna dalatn menikmati hak-hak dan perlindungan contohnya petsatnaan 

dihadapan hukum Political Equality adalah hak yang sama bagl semua warga 

negara untuk berpartisipasi dalarn urusan negara. Misalnya memberikan hak 

untuk ikut memilih da1aro Pemilihan Umurn. Economic Equality adalah 

persarnaan hak dalam meningkatkan taraf ekonorni datarn kehidupan. 

Pers•!l'.:J.:1.!! ini dititikberatkan pada persamaan kesempatan dan bukan pada 

petsarnaan pembagian basil. Sebab banyak sedikitnya basil tergantung pada 

usaha setiap orang datarn mengganakan kesernpatan yang digunakan dalarn 

merdagkatkan tarnf ekonorni. 

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka teori "Equality before the law" 

termasuk dalarn eM/ equality, sebab menyangkut kepentingan setiap watga 

untuk diperlukukan sama di hadapan hukum dan pernerintah. Perlakuan hukum 

itu sendiri tidak bisa berat sebelah. David L. Sills menyebutkan sebagai 

"Impartiality" artinya tidak berat sebelah. Equality before the law menurut Sills 

adalah :" ... impartial application of the law (Pelaksanaan Hukum yang tidak 

berat sebelah)." 

Teori "equality before the law" yang dianut oleh UUD 1945 

mengandung 2 ( dua) pengertian yaitu: 29 

I. Di satu pihak semua warga negara sarna dihadapan hukum dan 

pemerintahan; 

2. Di lain pihak semua warga negara wajib mernatuhl hnkum dan 

pemerintahan. 

Berdasarkan koru;!itusi !945, konsep "equality before the law" 

merupakan suatu mala rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi 

rnenurut kedudukanrtya masing-masing. Kesarnaan dihadapan hukum berarti 

"David L. Sills, op.cit., halaman liD. 

"'Ramly Hntabarat, op.c/t. halrunan 56. 
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semua warga negara barns diper!akukan adil olen aparat pe!tegak hukutn dan 

pemerlntah. Kesamaan dihadapan pemerintah berarti semua warga negara sama 

dalarn perlakuan petnerlntah, sama dalam pcraturan petnerlntah dan sama 

baknya untuk tnenduduki posisi pemerlntahan menurut ptosedur yang lazim 

berlaku.'' 

Di sisi lain warga negara wajib pula memattlhi bukum dan peraturan

pcraturan yang berlaku. Meskipun warga negara bebas untuk tnenuntut baknya, 

tetapi kebebasan itu tidaklah seperti kebebasan demokrasi barat yang bersumber 

••men are created free and equal endowed by their Creater with certain 

unalienable Rights".'1 Kebebasan yang dimiliki warga negara di Indonesia 

adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Setiap orang bebas bersuara asalkan 

pendapatnya tersebut dapat dipertaeggungjawabkan32 

Teori dan konsep "Equality Before The Law" seperti yang dianut dalam 

pasal 27 ayat (1) UUD 1945 merupakan dasar perlindungan warga negara agar 

diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan atau Civil Equality. 

Oleh karenanya asas equality before the law haruslah menjadi pedoman bagi 

pemhuat Undang-Undang dalarn merumuskan suatu Undang-Undang, dengan 

kata lain setiap produk Undang-Undang yang telah diundangkan wajib diliputi 

oleh jiwa dari asas asas equality before the law sebagairnana tercantum dalarn 

UUD 1945 karena Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan 

atasHukum. 

Dari uraian diatas tergarnber bagaimana ketentuan peraturan pemndang

undangan memberikan perlakuan "istimewa" kepada pejahat-pejahat negara 

tertentu berupa perrnohonan ijin sebelum melakukan pemeriksaan terbadap 

pejahat-pejabal tersebut, dan ketentuan ini juga menimbulkan kontroversi 

dikalangan masyarakat dan pemerintah serta bertentangan dengan asas equality 

lfllbid. 

11 Ibid 

31R. W'n:lono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indon£Sia, (Jakarta :SUltlUt l:latu, 
1974), llalaman 18. 
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before the law sebagaimana dianut dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Direktur 

Pusat Kajian Anti-!Corupsi Universitas Gajab Mada (UGM), Yogyakarta, Zainal 

Arlfin Muchtar, Sl:l., LLM. Menyatakan babwa "Proses pemberian ijin itu 

sebeaarnya blsa dihilangkan dari kaidab hukum Indonesia, apalagi Indonesia 

menganut kesetaraan da1am hukum (Asas Equality Before The Law) 

sebagaimana dianut dalam pasal27 ayat (I) UUD 194533
. 

B. POKOKPERMASALABAN 

Beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang memberlukukan 

prosedur khusus da1am melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat 

negara tertentu, yaitu adanya perilaku lstimewa berupa permohonan ijin dalarn 

melakukan penyelidikan dan panyidiksn yang melibatkan pejabat-pejabat 

negara tertentu sehingga ketentuan perundang-undangan tersebut Ielah 

bartentaugan dengan pasal27 ayat (1) UUD 1945 yaitu mengenai asas equality 

before the law, sehingga untuk membatasi rnang lingkup penelitian ini maka 

penelitian ini akan dibatasi oleh partanyaan-partanyaan sebagai berikut: 

1. Apa latar belakang pambuat Undang-Undang memasukkan ketentuan ijin 

untuk memen1<sa pajabat negara tertentu da1am peraturan Perundang

undangan yang barkaitan dangan proses penyelidikan dan penyidikan 

perkara pidana terbadap pejabat negara tertentu? 

2. Bagaimana implikasi prosedur ijin untuk rnemeriksa pejabat negara 

tertentu terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi? 

3. Bagaimana Proses Pemeriksaan pejabat negara yang terlibat dalarn tindak 

pidana di Negara Amerika Serikat? 

"O.tra. No.05 tahunXV,I!dlsl!l-17 Dooember 200ll, Hahunan 37-33, 
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c. TUJUAN PENEU11AN 

Berdasarkan latar belakang dan tutnusan pertnasalahan yang diuraikan 

diatas, tnaka tujuan penelitian lni adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisa latar belakang pembuat Undang-Undang 

memasukkan ketentuan ijin untuk memeriksa pejabat negara tertentu 

da1arn peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan proses 

penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi terhadap 

pejabat negara tertentui 

2. Mengetahui dan menganalisa implikasi prosedur ijin untuk memeriksa 

pejabat negara tertentu terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi 

serta bagaimana proses Pemeriksaan pejabat negara yang terlibat dalam 

tindak pidana di Amerika Serikat; 

3. Mengetahui dan menganalisa implikasi proses pemeriksaan pejabat negara 

yang terlibat dalarn tindak pidana di Negara Amerika Serikat. 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitian terhadap adanya pertentangan pasal 27 ayat (\) UUD \945 

mengenai asas equality before the law dalam proses penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana korupsi diharapkan akan memperoleh dua 

kegnnaan yaitu kegunaan praktis dan akademis yaitu: 

I. Kegunaan Praktis; 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran di 

bidang hukum mengenai apa yang dimaksud dengan asas equality before 

the law, pengertian teori asas equality before the law menurut pandangar 

negara-negara Barat, negara Islam dan Indonesia, serta bagaimana 

keberadaan ketentuan ijin untuk memeriksa pejabat negara dilihat dalarn 

perspektif azas equality before the law, Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat tnemberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi para 

legislator dalam proses penyusunan Perundang-undangan sehingga di 
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kemudian hari tidak akan tctjadi lag! adanya prodok hokum yang 

hcrtentangan dengan asas equality before the law sebagai bentok 

per!indungan terhadap Hak asasi terhadap warga negara sebaga!mana 

menjadi ciri-ciri yang hakiki dari suatu negara hokum yang tercantum 

dalarn UUD 1945. 

2. Kegunaan akademis. 

Hasil pcnclitian ini diharapkan dapat hcrrnanfuat bagi para akadcmisi 

sebagaj sarana untuk menarnbah wawasan dan pengetahuan terkait dengan 

asas equality before the law serta proses penyelidikan dan penyidikan 

perkara tindak pidana korupsi yang dllakukan terhadap pejabat negara 

tertentu. 

E. KERANGKA TEORI 

Menurut Lawrence M. Friedman", dalam sebuah sis! em hukum terdapal 

tiga komponen yaag saling mempengaruhi, yaitu struktur (structure), substansi 

(substance} dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum tetdiri dari 

unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus 

yang diperiksa dan bagaimana serta mengapa), serta cara banding dari sualu 

pengadilan kepengadilan lainnya. Substansi adalah aturan, nonna dan pola 

pcrilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu atau substansi juga 

berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalarn sistem hukum 

itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, 

sedangkan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem 

hukum, kepen:ayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Singkatnya Budaya 

hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan 

baga!mana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Cara lain untak 

menggambarkan ketiga unsur hukum tersebut adalah dengan menglbaratkan 

struktur sebsgai mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan atau basil dari 

" l.awrellCe M. Ft:iedman, American Law An I•troducllon, 2"" lldldon (1lakum Ametlka: 
Sebuab Penglllltar, Pener]emab: Wisnullasuk!), Talllllusa, Jakarta, hal. 6-8 
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kerja mesin tersebut sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa yang 

memutuskan untuk mengbidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan 

hagaimana mesin tersebut digunakan"" 

Lebih lanjut, Friedman mengemukakan fungsi dad sistem hukum yaitu:" 

a. Sistem Hukum adalah bagian dari kontrol soslal; 

Dengan kata lain sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang 

mengontrol, semua sistem yang lainnya kurnng lebih menjadi sekunder 

atau berada dibawahnya. Sistem hukum memerintahkan orang apa yang 

horus dan jangan dilakukan dan siBtem hukum itu menjunjung perintab

perintabnya dengan paksa. 

b. Sistem hukum sebagai penyelesaian sengketa (dispute settlement); 

Dengan kala lain siBtem hukum adalah agen pemecahan kon!lik dan juga 

agen pemecahan sengketa, oleh karenanya maka muncullah berbagai 

institusi hukum yang bertujuan untuk memecahkan konflik di masyarakat 

miBalnya lembaga pengadilan" 

c, Sistem hukum .sebagai fungsi redistribusi (redistributive function) atau 

fungsi rekayasa sosial (social engineering junction); 

lni mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubehan sosial 

yang berencana yang ditentukan dari alas yaitu pemerintah. 

d. S.istem hukum sebagai fungsi pemeliharaan sosial (social maintenance), 

Sistem hukum bertujuan untuk menegakkan s!ruktur yang membuat mesin 

terus bekerja seperti yang ada pada masa silam, dengan kata lain alokasi 

bukum bertindak sedemiklan rupa menjaga atau berupaya mempertahankan 

"status quo" agar telap utah. 

"ibid., bal. 8 

36 Ibid Halaman 11. 
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Menurut Mahfud MD37 bahwa konfigurasi politik tertentu akan 

melahltkan produk hokum dengan karakter tertentu. Pada saat konfigurasl 

politik tampil secara detnoktatis, maka karakteristiknya produk hukum yang 

dilahirkannya cenderung responsiflpopulistik, sedangkan konfigurasi politik 

yang otoriter akan melahirkan produk hokum yang konservatiflortodokslelitis. 

Bahwa salah satu jarninan perlindungan hak asasi manusia dalam proses 

penegakan hukum adalah adanya pengakuan atas persarnaan kedudukan 

dihadapan hokum (equality before the law), dimana setiap orang mempunyai 

kedudakan yang sama dihadapan hokum dan pemerintahan serta wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. 

F. KERANGKAKONSEPTUAL 

Kerangka kolllleptual yang berkaitan dengan pembahasan tesis penulis 

untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan 

diteliti dan memudahkan pemaha:man sekaligus menyamakan persepsi dalarn 

penulisan tesis ini dipergunakan beberapa istilah sebagai berikut: 

L Pemeriksaan 

Pengertilln pemerlksaan" adalah: 

a. perbuatan mengusut (perkara), menanyai orang untuk mengetahui 

salah tidaknya, mempertimbangkan dan mengadili (perkara) 

b. basil memeriksa 

c. penyelidikan, pengusutan (perkara dsb) 

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa ijin pemariksaan adetah 

pemyatasn mengabulkan atau persetujuan untuk membolehkan 

tnelaknkan pemeriksaan. 

" Mob. Mahfud MD, Polilik Hukum di lndon.,ia, (Jal<aru!o LP3S, !998), hal 300 

"W.J.S. ~ao<wOOarminto,Kamw Umwn Balw.sa lndonesia,(Jal<aru!, PN llalai Pust>l:a, 
!982),hat 739 
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2. Pejabat Negru:a 

Pejabat adalah pegawal pemerintah yang memegang jabatan penting 

sebagai U!JJlut pimpinan39
• Sedangkan pejabat negara ada1ah pimpinan 

dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud 

dalam Undang Undang Dasar 1945 dan pejabat negata lainnya yang 

ditentukan oleh undang-undang40• 

Pejabat negara terdiri dati41 : 

a. Presiden dan Wakil Presiden; 

b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Pernusyawaratan Rakyat; 

c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 

d Ketna, Wakil Ketna, Ketna Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah 

Agong, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan 

Peraditan; 

e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agong; 

E Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

g. Menteri, dan jabatan setingkat menteri; 

b Kepala Perwakilan Rl di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta 

Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 

i Gubernur dan Wakil Gubemur; 

J Bupati !Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; 

k. Pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 

3. Penyelidikan 

" Smlarsoao,Ktlmus Hukwn, (Jabrla, l!ineka Cipl>, 2002) hal. !90. 

40 tndones:ia. Undong~undang Tentang Perobaha.n Atas Undang~undt.mg Nomor 8 tahun 
1974 tentang Pokok Polrok Kepeg'(l'lmlan, UU No. 431 LN No. 169 tahun 1999, Tt.N No. 3893, 
pasaltllllgka 5 

" Ibid, pasalll 
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Penyelidikan adalah serangkala11 tiudakaJl penyeHdik: Ul!tuk mencatl daJ1 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sehagai tindak pldalla guna 

menentukaJI dapat atau tidaknya dilakukan penyidikaJI menurut cata yaJig 

diatur daiam undang-undallg." 

4. Penyidikan 

Dalam mengungkap suatu tindak pidalla tidak terlepas dari upaya 

penyidikan daJ1 penyelidikan yang dilaknkan oleh penyidlk dan penyelidik. 

Penyidikan adalah serangkaian lindakan penyidik dalam hal daJ1 menurul 

cara ya11g diatur menurut undng-undang untuk mencari serta 

mengurnpulkan borang bukti yang dengan bukti itu membuallerang tindak 

pidana yang teljadi daJ1 guna mencmukan tersangkanya43
• 

5. Korupsi 

Arti barfiah dari kala korupsi ialah: 

a kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat dlsuap, tidak 

berrnoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata alau ucapan yang 

menghina a tau memfitnah 44
. 

b. Pencurian melalui penipuan dalarn siluasi yang mengkbianati 

kepercayaan 45 

c. Menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi" 

42 Indonesia. Undang-undang Tentang Hukum Acara Pi dana, UU No. 81"abun !98 1, LN 
No. 76 Tahunl98t, TLN NO. 3209, pasall anglm 5. 

" Ibid- pasall ;mgka 2 

" Andi Hamzah, &"'Jl.'li di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta: Clram<dia 
Pustaka Ulmla. 1999), hal. 7 

45 Ali Alatas, KDrnpsi. Slfat. S.bab dan Fung3l, (Jakarta: Ll'3llS, 1987), hal vlJ 

"Robert K.litgaard,Abaroa, Ronald Mach•illl & Parri~ II. Lindsey, Penunrun 
Pemberantasan Korupsi dalam Pemerlntahan Daerah, (Jakarta: YayasiW Ohor bidonesla, 2005), 
ha1.2 
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Sedangkan menurut Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang 

l'e!llberantasan Tindak Pidana Korups~ tindak pidana korupsi adalah: 

Secara melawan hukum melakukan perbualan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain alan suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 Undang

undang No. 3!taltun 1999) 

perbuatan yang dengan tujuan mengunlungkan diri sendiri atau 

orang lain alan suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan alau sarana yang ada psdanya karena jabatan alau 

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara (pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 

1999). 

G METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berfungsi untuk mendapatkan data-data yang akan 

dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis untuk menjawab pokok 

permasa!ahan yang telah ditentukan, sehingga dapat dipercaya dan 

dipertanggungjawabkan (akuntable). Untuk tujuan tersebut, maka metodologi 

penelitian yang digunakan terdiri dari sisternatika sebagai berikut: 

1. Bentuk dan Jenls Penelltlan 

Penulis menggunakan bentuk penelitian normatif-yuridis. Sebagai 

penelitian normatif-yurdis, maka penelitian ini berbasis pada analisis 

terhsdap norma hukum dalam arti law as it written in the books. Dengan 

demikian obyek yang akan diteliti adalah sejauh mana taraf siukronisasi 

secara vertikal perundang-undangan yang berluku di Indonesia. 

Berdasarkan pasal 7 ayat (I) Undang-Undang Rl No .. to 'fahun 2004 
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Tentang J>embentukan Peraturan Perundang-undangllll jenls dllll hierarki 

peraturan perundang-undanglll1 adalah sebagai berllcut47 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang•Undang; 

c. Peraturan Pemerintah; 

d. Peraturan Presiden; 

e. Peraturan Daerah. 

dengan knta lain penelitian akan mengan•lisa sejauh mana asas persamaan 

kedudukan dalam hukum (eq~~<~llty before the law) yang tercantum dalarn 

pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dianut oleh peraturan yang lebih rendah 

derajatnya khususnya yang mengatur tentang ptoses penyelidikan dan 

penyidikan lindak pidana korupsi oleh pejabat negara tertentu. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

historis. Pendekatan historis diperlukan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai Jatar belakang pembuat undang-undang merumuskan ketentuan 

yang bertentangan dangan asas equality before the law) khususnya yang 

mengatur tentang proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

korupsi oleh pejabat negara tertentu. 

2. Metode Pengumpntan Data 

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data yang digunakan dalarn penelitian ini 

adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang 

dikumpulkan dari sumber primer dan sumber sekunder berupa peraturan 

perundang-undangan, karangan ilmiah, literaturibahan kepustakaan 

maupun bacaan dari media masa seperti karya ihrdah, majalah hukum, 

artikel sura! kaber, kamus hukurn dan kamus bahasa Indonesia, hasil-hasil 

penelitian, hasil seminar, naskah seminar, maupun buku-bulcu yang dapat 

digunakan sebagai informasi tarnbahan dalarn penelitian ini. 

Namun untuk melengkapi atau mendukung analisis data sekunder, tetap 

diperlukan wawancara dengan beberapa akademisi. Wawancara dilskukllll 

47 Indonesia, Undang-undang TeJttang Pembentukan Perotumn Perundang-UndangM. 
UUNo. !OTahun 2004,LNNo. 53 TahWl2004, pasal7aya!(l). 

Universitas Indonesia 
Pertentangan Pasal..., Ronald Ferdinand Worotikan, FH UI, 2009



23 

secara tetsttuktut dengan mellggUllllkan pedoman wawancara dan 

pengembang!lll perlanyaan sesuai dengan jaw a ban dari infurman. 

3. Penyaj)an dllll Anallsa Data 

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari 

lapangan, dianalisis secara kualitatif kemudian dipeparkan. Analisis 

dilaknkan secara knalitatif karena data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan tidak dihitung secara statistik, tetapi dikaitkan dengan teori-teori 

dan pendapat para pakar yang diperoleh dari penelitian pustaka agar dapat 

menjelaskan atau m0njawah permasalahan yang dikemukakan. 

H SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penelltian ini akan diuraikan lebih lanjut dalam beberapa Bab dengan 

pembagian yang lebih terperinci Jagi dalarn sub-sub bab yang disusun secara 

sistematis yaitu: 

BAB l PENDAHULUAN 

Bah ini menyajikan Jatar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka 

konseptual, met£>de penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB TI TINJAUAN UMUM AZAS PERSAMAAN DI HADAPAN 

HUKUM DAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 

KORUPSI DI INDONESIA 

Bab ini menguraikan mengenai pengertian asas equality before the 

law, teori-teori tentang asas equality bifore the law, penyidikan dan 

penyelidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, teori asas equality 

bifore the law menurut pandangan negara-negara Barat, negara 

Islam dan Indonesia. 
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.BAll ill l'ROSl:I>VR lJtN l'l:MERIKSAAN l'EJAJIAT NEGARA 

TERTENTU 

Bah lni merupakan bah yang memuat tentang Penyidikan Tindak 

Pidana Korupsi Terhadap Pejabat Negara Tertentu, yang meliputi, 

ijin pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu, pejabat-pejabat 

negara yang memerlukan ijin sebelum dilakukan pemeriksaan, dan 

dasar pertimbangan diberlakukannya prosedur ijin sebelum 

melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu. 

BAB IV IMPLIKASI AD ANY A PROSEDUR IJtN MEMERIKSA 

PEJABAT NEGARA TERTENTU TERIIADAl' JALANNYA 

PROSES l'ENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI 

INDONESIA SERTA PROSES PEMERIKSAAN PEJABAT 

NEGARA Dl AMERIKA SERIKAT. 

Memuat tentang Pengaruh Ijin Pemeriksaan Pejabat Negara Tertentu 

Terhadap Jalannya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,yang meliputi: 

mekanisme pengajuan permohonan ijin untuk memeriksa pejabat-pejabat 

negara tertentu yang diduga melakukan tindak pidana korups~ kendala-

kendala yang dihadapi penyidik dalarn proses pengajuan ijin, dan 

pengaruh prosedur ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat tersebut 

terbadap jalannya penyidikan tindak pidana korupsi. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan Bab akhir dan berisi kesimpulan yang diperoleh dari 

analisis penelitian berdasarkan permasalahan dan pembahasan 

dalam bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang mungkin dapat 

digunakan dalam pembaharuan hukum khususnya hukum pidana di 

Indonesia. 
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TINJAUAN t1MtJM AZAS PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM 

(EQUALITY BEFORE THE LAW) DAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI D1 INDONESIA 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara 

yang berdasarkan atas hukum. Ciri-ciri pokok Negara Hukum adalah Negara 

menjamin perlindungan Halt azasi set!up warga negaranya. Setiap warga negara 

berhak alas perlindungan yang sama di muka hukum tanpa adanya diskriminas~ 

dan negara harus menjamin hak-hak tersebut tanpa kecuali. Persarnaan Di 

Hadapan Hukum merupakan azas negara bukum modern, pada bagian ini penulis 

akan mengulas apa makna sebenarnya dan bagaimana azas Persamaan di Hadapan 

Hukum tersehut rnuncul 

A. Azas Persamaan D1 Hadapan Hukum. 

1) PerUndnngan Hukum oleh Negara. 

L1) Indonesia sebagai N egara Hukum 

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara kesatuan 

yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat). Konsep negara hukum 

tersebut tercanturn dalarn konstitusi Negara Republik Indonesia yang 

dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan 

Penjeiasan UUD 1945. Istilah Negara Hukum telah menjadi buah 

pikiran secara mendalam para filsafat sejak berabad-abad. Di 

Indonesia.sendiri, istilah Negara Hukum baru ditemukan dalarn pasal 

I UUDS. Dalam dunia barat ide nogara bukum ini tolah mendupat 

dornngan kuat dari Renaissance dan Refunnasi. Cita-cita akan negara 

hukurn pada rnulanya merupakan suatu bentuk dari ketidakpuasan 

rakyat terbadup kekuasaan yang tidak terbetas dari raja-taja, bahkan 

karena begitu besar dan tidak terbetasnya kekuasaan raja pada saat itu 

maka banyak raja-raja yang menggunakan kekuasaannya untuk 

menindas rakyat secara sewenang-wenang menjatuhkan hukuman 
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tnati kepada rakyat tanpa adanya proses pengadilan yang layak (due 

process of law), terkenal sebagai zarnan absolutlsme. " 

Negata Hukum ialah negara, dimana pemerintah dan semua 

pejabat-pejabat hukutn, rnulai dati presiden para menteri, kepala

kepala lembaga pemerintahan lain, pegawai, bakim, jaksa, anggota· 

anggota legislatif, semuanya daiam menja13Ilkan tugasnya wajib taat 

kepada hukurn Taat kepada hukum berarti menjunjung tinggi hukum, 

rnengambil keputusan-keputusan jabatan rnennrut bati-nuraninya. 

sesuai peraturan bukum yang ada. Ketaatan kepuda hukum oleh 

semua warga Negara bukan saja merupakan ajaran moral tetepi juga 

dianjurkan oleb ajaran agama. Pendekatan penerimaan hukurn yang 

didasari oleh aspek spiritual akan lebih mudah dan elisien untuk 

menciptakan stabilitas daiam Negara bukum ketimbang pendekatan 

Ul1tuk mendepatkan kearnanan ( security approach) semata. Hal ini 

terbukti pada zaman Nabi Mubammad yang berbasil membentuk 

masyarakat Madinah menjadi satu yang tidak bisa dipecah-pecah 

dengan adanya blok-blok atau lainnya. Nabi Muhammad juga telah 

berjaya mernbawa masyarakat Islam di Madinah ke dunia 

intemasional sebagain pelopor utama yang memegang obor 11tauhid" 

daiam keagarnaan dan "hukum dan ketertiben" dalam 

pernerintahan." Hal ini sejalan dengan pernyataan Arnold J. 

Toynbee sebagai berikut: 

There -were two feature in the social life of Roman Empire in 
Muhammad's day, that l!<luld make a particularly deep 
impression on the mind of an Arabian obsel1'er . because in 
Arabia , they were bath conspicuous by the absence. The first of 
these feature was monotheism in religion. The second was law 
and order in government. 50 

u Sudargn Gautama, op.cft .• baJaman 7. 

" It z.insl Abldin Almllld, Konsepsl Pa/ltlk dan ldeclagi Islam, (Jabrtao Bulan Bintong, 
1977), ha!amntl !90. 

"Jll:ttold J. 'l'oynbee, A Study of History, (London, 1947),halaml!l1 227. 
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Ada dua cirl kehlduj:>atl social kerajaan Romawi pada zatnan 

Muhammad yang memberikan kesan yang mendalatn di dalam 

pilciran seotang peninjau Arabia, karena di Arabia menonjol sekali 

kedua cara itu yang tidak ditemukan pada kerajaan Romawi , Kedua 

ciri itu adalab, pertama yaltu Tauhid dalam keimauan dan kedua yaitu 

hukum dan ketertiban di dalarn pemerintahan, Ada dua hal yang 

dapat digarisbawahi dati ucapau Arnold l Toynbee yaitu; Tauhid 

dalarn keimauan dan ketertiban, Kedua hal ini saugat menentukan 

bagi pemerintahan yang stabil terutama dalarn Negara yang 

berdasarkan hnkum yang mengbargai bak-bak individu dibadapan 

hnkum dan pemerintahan. 

Negara hukum ada1ab suatu negara yang bersendi hnkum, 

pengertian negara hukum (reclltstaal) sangat berbeda dengan negara 

yang dikenal sebagai "Negara Kekuasaan" (machstaa()." Negara 

hukum yang mempunyai banyak konstitusi masih ada yang 

merupakan produk kolonial Belanda dimana paharn Barat masih 

melekat didalamnya, Abli-ahli hukum sisa-sisa pendudukan Belanda 

masih sangat menentukan dalam percaturan hnkum Indonesia, Sifat 

dan pola berpikir secara Barat sering pula diwarnai setiap konsep 

pemikiran hnkum, sehingga nilai-nilai tradisonal rakyat Indonesia 

dan nilai-nilai agarna menjadi luntur. 

Cita-cita hukum adalab keadiian dan kebahagiaan untuk semua 

rakyat atau warga negara yang pada bakekatnya membentuk 

kesepakatan bersarna, Dalarn negara hukum, lazimnya kesepakatan 

bersarna itu dibuat melalui mekanisme badan legislatif dan eksekutif, 

sahingga liarla perundang-undangan yang berluku secara nasional. 

Negara dibentuk alas kemauan dari rnanusia yang sama 

kepentingantrya dan sarna tujuannya, Kemauan rakyat ltulah yang 

" S.M. Amin, Indonesia rii Bamm Reztm Det!J<)krasi Te~pimpl», (Jakarta: Bulan BinUmg, 
1967), halaman 89. 
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menjadi pokok pangka! berdirinya negara. 52 l<etnaU!It! betsatna lt!!!ah 

yang se!anjutnya dinamakan o!eh J.J. Roesseau dengan "vo/ente 

generale" (general will). Oleh karena suatu negara dibeniuk dan 

didirilam alas dasar kemauan bersama dari takyatnya, maka hukunt 

yang berlakupun haruslah diperlakukan secara adil dan bukan 

semata-mata untuk kcpentingan kekuasaan (using law for the sake of 

power). Fungsi perundang-undangan bagi Negara Hukum adalah 

untu.k menciptakan keamanan dan ketertiban betdasarlam keadilan 

menyeluruh. Fungsl hukum adalah untuk mengatut hubungan anlata 

negara atau masyarakat deagan warganya dan hubungan antar 

tnanusia , agar kebidupan dalant masyarakat berjalan dangan tertib 

dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukunt adalah untuk 

mencapai kepastian hukum ( demi adanya ketertiban) dan keadilan di 

dalarn masyarakat." 

Oleh karena Negara Republik indonesia bukan merupakan 

Negara kekuasaan (machtstaat) melainkan Negara Hukum 

(rechtstaat), maka otientasi Pemetintah dan Penegak Hukum adalah 

hagaimana menegskkan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. 

Berdasarkan pendapat Machiavelli, kekuasaan harus dipertahankun 

dengan segala cara , walaupun harus menindas warga nagara tanpa 

hukum ataupun memperalat hukum untuk menindas warga negara. 

Machiavelli mengatakan, hanya dengan jalan mengumpulkan 

kekuasaan sebanyak-banyakuya, maka dapat diperoleh tujuan sang 

penguasa. Negara hanya dilihat dati organisasi kekuasaan 

belaka. "Negara dalam pengertian sebagai organisasi kekuasaan, 

penguasa mempunyai orlentasi untuk mempertahankun kukuasaan 

sebagai satu-satunya altematif untuk mencapai tujuan penguasa, 

"AI Farabi, Negara Utama (Madl11atu'l FAdilah), diterjemahkan oleh H. Zalnal Abidin 
Ahmad, (Jakarta: PT. Kinta,l968), halamantoo. 

53Soerjono Soekanio, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Jj 
lnd011e.sia, (Jakar!a: UJ, 1976), balam.an 41. 

54Sudargo Gautama, op.cil., halamanlO. 
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akibatnya penguasa tidak akan ltlellghiraukan keadi.lan sebagal hak 
warga negara yang harus dimasyarakatkan dnn diwujudkan secara 

menyeluruh. Tujuan untuk mencapai suatu keadilan tersebut 

melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (as a result) atau sebagai 

keputusan (as a decision) yang diperoleh dari penerapan atau 

pelaksanaan sepatutnya azas-azas dan perlengkapan 

hukum''Pengertian keadilan in! dapat dlsebut keadilan prosedural 

(prosedura/ jw;tice) dan kunsep inilab yang dilambangkan dengan 

dewi keadilan, pedang, timbangan dan penutup mala untuk menjarnin 

pertimbangan yang tidak memihak dnn tidak memandnng orang. 

Sejalan dengao inilab pengertian keadilan sebagai suatu azas 

(principal)- Azas adalab suatu dalil umum yang dinyatakan dalam 

istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khwms mcngenai 

pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk 

menjadi petunjuk yang tepa! bagi perbuatan itu.''Baik lronsep keadilan 

sebagai hasH (as a result) atau sehagai keputusan (as a decision) 

maupun sebagai suatu azas (as a principal) dalam negara hukum tidak 

akan bisa mengabaikannya. Dalam hal mencapai keadilan dalam 

negara hukum, maka setiap warga negara barus d1perlakukan secara 

sarna sehagaimana warga negara warga negara mempunyai hak hidup 

lanilla yang harus dilindungi oleh hukum dan Pemerintaban. Ide 

persarnaan dihadapan hukum da!am negara hukum seperti Indonesia 

bukan berarti babwa hanya di Indonesia hal itu patut dilakukan. 

Babkan di Negara komunis Uni Soviet yang sekarang Ielah menjadi 

negara Rusia, prinsip persanman yang menghargai hak-hak bidup 

dijamin dan dilindungi _ Dalarn buku What exactly Is The Soviet Of 
Life disebutkan behwa; 

"Soviet people are equal in that they are not divided into haves 

and lwve-nots, b1to tose who awn factories, banks and shops and 

5srhe Liang Gie. Teori-teori Keadilan, {Yogyakarta' SuP<r. 1979) hatamatt 9. 

55Jbid 
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tose who don 't. That is the main thing. There is no private 

ownership of the means of production for these have been 

socializad. No exploitation exist. This means that everybody 

enjoys complete social and economic equality. It is this that 

determines the way of life. "'51 

Rakyat Soviet adalah sama tanpa membedakan orang yang 

punya dan yang tidak punya, tidak membedakan antara orang-orong 

yang mempunyai pabrik, baak dan toko dengan orang-orang yang 

tidak mempunysi ltulab sesuatu yang paling penting. Tak ada rnilik 

sendiri dari kekayaan produksi yang telah disosiaHsasikan. Tidak ada 

penindasan yang terjadi. lni berarti babwa setiap orang merdkmati 

kehidupan sosial yang lengkap dan persamaan ekonomi Walaupun 

Uni Soviet menganut asas persamaan yang mengbargai hak-hak 

individu dan meniadakan dominasi individu, Namur tidaklah sama 

dengan prinsip perlindungan individu yang dianut oleh negara hukum 

Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. 

Dahun Negara Hukum Republik Indonesia, hak-hak individu 

dilindungi dan diberi penghargaan untuk menyelenggarakan hak dan 

kewajiban disarnping mementingkan hak-bak masyarakat. Jika dabulu 

negara komunis Uni Soviet menerapkan persamaan ekonomi1 mengana 

kita tidak dapat menerapkan persamaan dihadapan hukurn. 

Negara Republik Indonesia adalab berdasarkan hukum dan 

bukan negara yang menjunjung tinggi aliran materi saja seperti 

masyarakat komunis. Ajaran kornunis terutama aliran Marxisme tidak 

terlalu mengbargai nilai-nilai hukum, tetapi lebib menghargai nilai

nilai materi atau kebendaan. Bagi negara hukum Republik Indonesia 

nilai hukum dan materi tidak perlu dipertentangkan, tetapi sesuatu 

hams dapat diletakkan pada tempat yang sewajarnya dalarn mencapai 

kesejahteraan warga negara. Karl Marx (1818-!883) mengatakan 

51Lihat: Whar Exactly Ia The Soviet Union Way Of Live.(Moscow: Novosti Press Agency 
Publishing !louse, 1980),page 11. 
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bahwa hukum adalah sistem paksaan ( coersive system) untuk 

memPertahankan privelege of Jhe property-owning class. Ia berhasrat 

untuk mendirikan suatu masyarakat atau dunia tanpa kelas dimana 

hukum dan negara tidak ada lagi. 58 Indonesia jelas menganut paham 

bahwa negara didasarkan pada hukum dan pemerintahan berdiri di atas 

sendi-sendi hukum Di Indonesia negara hukum itu merupakan cita

cita, kritetium bagi bangsa kita dalarn menggalang negara yang baru 

kita perjuangkan kemerdekaannya. 59Bangsa Indonesia, yang telah 

memproklatnirkan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, 

telah menyusun kemerdekaannya dalarn suatu piagarn negara yang 

berbentuk Republik Kesatuan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan social, 

yaitu yang kita kenai sebagai Pancasila untuk mewujudkan 

kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam 

masyarakat dan Negara Hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat 

sempwna.60 

lstilah "negara hukum" ini adalah suatu istilah yang terbilang baru 

umurnya, jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya 

seperti demokrasi, kedaulatan (sovereignity) dan lain-lain. Soediman 

Kartodiprojo mengatakan bahwa istilah negara hukum dipergunakan 

pertarna kali oleh Gneist (1816-1895) seorang guru besar di Berlin 

(Jerman) yang memberi perhatian khusus kepada hukum tata negara 

Inggris, dan yang mencobanya dijalaukan di Prusia (sekarang bemama 

Jerman). Hasil karyanya itu diantaranya diterangkan dalarn sebuah 

kitab "das eng/ische verwa/tungsrechtstaat" (1957) dimana ia 

mempergunakan istilah "rechtstaat" ini untuk pemerintahan negara 

Inggris61 

58H.M. kasjidi, Keutamaan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), balaman 14. 

590. Notoha.IDldjoyo, op.cit., ha1aman 1. 

6oa_ Subekti, Indonesia Negara Hukwn, Seminar Ketatanegaraan Undang-undang Dasar 
1945, (Jakarta: Pt. S11111ing Masa, 1966) IWaman 13. 

"Ramlyllutabara~ Opdl, halaruau 19. 
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lslilah "rechtstaa!" ini diantb!l a1ih oleh Indonesia untak 

menyalakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan alas 

hukum dan bukan alas kekuasaan semala-mata (macthstaat). Dalant 

penjelasan UUD 1945 disebulkan bahwa Sistem Pemerintahan negara 

yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar ia1ah: " .. .Indonesia, 

ialah negara yang berdasarkan alas hukum (rechtstaat) tidak 

berdasarkan alas kekuasaan belaka (macthstaat)" 

Bukti bahwa Indonesia adalah suatu Negara yang berdasarkan alas 

hukum, maka bisa dilihal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 yang berbunyi :" ... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia". 

Dan Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Batang Tubuh 

Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: 

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 4) serta sumpah 

presiden dan wakil presiden antara lain berbunyi: " ... memegang teguh 

Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan 

peraturannya dengan selurus-lurusnya." (pasal9). 

Timbulnya Negara hukum disebabkan oleh 4 hal yaitu: 

I. Merupakan reaksi terhadap pikiran : negara kekuasaan, untuk 

melindungi kepribadian individu dan hak-hak asasi manusia; 

2. Bahwa negara kekuasaan ini menitikberatk.an pada kekuasaan 

negara kesatuan; 

3. Tetapi baik negara kekuasaan, maupun negara hukum lahir dan 

hidup dalam alarn pikiran Barat yang sejak Renaissance hingga 

kini merupakan pikiran individualistis (perseorangan), yaitu suatu 

pemikiran yang bertolak pangkal pada individu bebas lerpisah satu 

sarna lain dan masing-masing dengan kekuasaan penuh; 

4. Suatu pemikiran yang dalarn ketatanegaraan membawa diantaranya 

pada pandangan, bahwa negata itu adalah organisasi kekuasaan; 

jadi "kekuasaan" yang menjadi pokok (dasat) pikiran62 

62 Ramly Hutabarat, Ibid 
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kekhawatiran terhadap merajalelanya kekuasaan telah dapal 

dibendung dengan konsep negara hukum. Konsep negara hukum yang 

berdasarkan falsafah Pancasila secara !mitis akan membentengi setiap 

usaha dari penguasa yang menggunakan kekuasaan dan menghalalkan 

segala cara demi mencapai tujuannya Pancasila sebagai ideologi 

bangsa Indonesia dalam sila l<oduanya disebutkan, kemanusiaan yang 

adil dan beradab men~;a.•dung pengertian dan pengakuan akan 

penghargaan terhadap sesarna manusia Manusia terlepas dari asal

usulnya, warna kulitnya, keyakinannya, bahasanya, jenis kelarninnya, 

jutnlah harta tnllik maupun pandangan politiknya, kedudukannya, 

ada1ah sarna. Persaamaan manusia terdapat dahun sega!a aspak 

kehidupan dengan memiliki hak-hak hidup seperti hak untuk mendapat 

bantuan hukum, hak untuk rnengemukakan pendepat, hak untuk 

beragama, hak untuk memperoleh pendidikan dan sebsgainya 

Pemerintahan yang mengendalikan kekuasaan tidaklah bisa lari atau 

menyirnpang dari orbit hukum yang telah disepakati bersama dan 

diheri wewenang oleh rakyat bagi pemerintah untuk menegskkan 

keadilan dan melaksanakan hukum secara konsekuen. Antara negara 

dan hukum ada korelasi dan demikian juga ada hubungan yang erat 

antara hukum dan kekuasaan. Kenyataan menunjukkan hahwa 

seringkali kekuasaan disalahgunakan untuk memperalat hukum demi 

kepentingan pribadi atau golongan. lnilah sebabnya mengapa sering 

terjadi ketimpangan keadilan yang sangat bertentangan secara 

diarnetral dengan azas persarnaan dihadapan hukum (equality befure 

the law). Oleh karena itu pula masalah kekuasaan sangatlah 

menentukan dalarn penegakkan bukum. Dengan 

1.2) Hubungan Hukum dan Negara 

Ketertiban hukum perseorangan ialah syarat utama dari tujuan 

suatu negara Tujuan negara ialah pembentukkan dan pemeliharaan 

hukum disarnping jarninan daripada kebebasan dan hak-hak warganya. 
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Rakyat in! hanya horus mentaati Undang-undang yang dibuat 

pe!lletujuannya sendiri. Lain daripada itu, petseorangan dilihat oleh 

!{ant sebagai pibak yang sama derajatnya dengan negara sendiri. Baik 

negara maupun perseorangan adalah subyek hukum yang horus 

memandang satu sama lain sebagai pihak-pihak yang memegang hak 

dan kewajiban. " Socrales heipendapat hahwa negara negara tidak 

boleh dipandang sebagai ciptaan manusia , tetapi sebagai keharusan 

yang objektif, yang asal tnulanya herpangkal pada budi pekerti 

manusia. Tugas negara ialah menciptakan hukum, yang barns 

dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang dipilih denga.n seksama. 

Ahli pikir terhesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi 

latah Cicero herpendapat bahwa hukum itu adalah satu-satunya ikatan 

dalarn negara, keadilan dapat dicari melulu untuk keperluan keadilan 

sendiri. Sebab menearinya dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan, bertentangan sama sekali dengan hakikatuya, 

sebagsimana juga halnya persahabatan adanya untuk kepentingan 

persahahatan saja." 

Apabila kita melihat hukum dalarn rangka mencari keadilan, maka 

keknasaan di sini sangat menentuken. Pada masa sebelum revolusi 

Peraneis, terdapat kekuasaaan raja-raja absolut yang tidak adil 

terhadap rakyat. Rousseau menciptakan pemikiran tentang "kadaulatan 

rakyat'1 sebagai reaksi atas kekuasaan absolut dari raja-raja Perancis; 

golongan hangsawan dan agama. Kedaulatan rakyat hersandarkan apa 

yang disebut dengan "volente generale". Rakyat yang merupakan 

sumber dari kekuasaan. Penguasa semata-mata memperoleh hak-bak 

mereka dari rakyat. Apa yang dikehendald oleh rakyat, itulah baru 

yang dinamaksn huknm. Jadi disatu pihak k.ita lihat bahwa kekuasaan 

yang biasanya dipegang oleh Pernarintah dapat menentukan garis 

huknm untuk berbuat adil terhadap rakya~ di lain pihak mkyat 

63Sudargo oautmna, op,clt., halaman 31. 

64JJ. Von. Schmid. Ahli...mdi Pikir Besar tentang Negara dun HJJ.k;um, dit~emahbn o1eb 
R. Wirnlno, S.H., et al., (Jabtta' PT. Pemhangunan, 1980), balaman 47. 
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tnenentukan apa yang tnenjadi hak-hak penguasa. Di sinilah terdapat 

kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara yang sepanjang sejatah selalu 

bertentangan. 

Di Jerman, pada permulaan abad ke-19 timbul ajaran yang 

rnengemukakan bahwa centrum dati segala kekuasaan sesungguhnya 

ialah negara. Menurut para penganut aliran ini yaitu George Jellinek, 

mengemakakan bahwa negara harus dipandang sebagai yang pada 

asalnya dilirnpabl dengan kekuasaan memerintah secara tidak 

terbatas'' Jadi disini hubungan hukum dan negara adalah bahwa 

hukum tidal< lain datipada kemauan belaka Kemauan negara adalah 

hukum Hukum herasal dati kemauan negara yang berdaulat. Sehingga 

tarnpaklah pembenturan antara: kedaulatan rakyat dan kedaulatan 

negara. 

Dalarn sejatah ketatanegaraan, kita jumpai hermacarn-macam 

teorl kedanlatan sebagai herlkut: Kedaulatan Tuhan, Kedanlatan Raja, 

Kedaulatan Ralcyat, Kedaulatan Negara dan Kedaulatan Hukum.66Pada 

hakikatanya, Negara Republik Indonesia menganut 3 macam 

kedaulatan yaitu: 

a Kedaulatan Tuban; 

b. Kedaulatan Rakyat; 

c. Kedanlatan Hukurn 

Indonesia menganut kedaulatan Tuhan, hal ini tercermin dalarn 

Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan: "Atas berkat rahmat Allah 

yang Maha Kuasa .. maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini 

kernerdekaannya ". Dalarn Pembukaan UUD 1945 disebutkan pula: 

"Repuhlik Indonesia yang berkedaulatan rakyat". lni menunjukan 

dla:nutnya ajaran Kedaulatan Rakyat di Indonesia. Ajaran kedaulatan 

rakyat bagi negara Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Bsa 

adalah merupukan penyelenggaran dari kedaulatan Tuban dimana 

65Sudargo Gautatna, op.cit.~ halamart 33. 

6<iJstnai1 Suny, MekanfsmeDemokrast Pancaslla, op.cit., halaman 7. 
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dalam hubungan antar watga negata pelintah-petlntah Tuhan 

dimusyawarahkan bersama oleh walcil-wakil takyat merupakan 

kesadaran hukum rukyat. Oemildan juga perundang-undangan yang 

dibuat oleh badan legislatif dan eksekutif adalah merupakan keputusan 

hukum dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku bagi semua 

warga negara Indonesia. Hal ini menunjukkan dianutnya suatu ajaran 

kedaulatan hukum oleh Indonesia Sebingga dengan demikian semua 

kedaulatan Tuhan, Rakyat dan Hukum dalam negara saling berkaitan 

dan tidak bertentangan. Oleh karena itu pula hubungan hukum dan 

negara sangat erat. Demikian juga hukum dan kekuasaan saling kait

meegkait. 

Hubungan bukum dan negara adalah bahwa peraturan-peraturan 

hukum berlaku bugi semua lernbaga-lemhaga negara ini. Dan 

kekuasaan negara dimuksud menyelenggarakan pemerintahan 

berdasarkan atas hukum. Pemerintahan yang berdasarkan atas hukum 

sarna halnya dengan pemerintahan yang herdasarkan azas demokrasi 

dan kedaulatan rakyat sebagai manifestasi dari petlntah Tuhan untuk 

mengurus masalab-masalah keduniaan. 

Menurut pengertian demokrasi yang dipimpin oleh Hukum 

(Democracy guided by law), negara dapal mencarnpuri melalui hukum 

segala bidang kehidupan masyaraku~ sekalipun itu hanya terbatas pada 

tujuan menjamin kelangsungan bangsa dan menegakan keadilan, 

ketertihan dan kearnanan di kalangan masyarakat disarnping hukum 

kebiasaan tidak tertulis yang dibuat oloh rakyat itu sendiri atau yang 

menghapuskan kebiasaan yang tidak adil di dalarn masyarakat. Dengan 

demikian, maka "Democracy guided by law" bukanlah berarti negara 

sebugai "peronda malam", sebagai penjaga hak-hak orang seorang 

yang abaolut itu saja, akan tetapi negara sebugai penjaga Keadilan, 

Ketertiban dan Kearnanan.67 

"Basarodin Nasulion, Penye/...,~~gt~n Terhadap UUD 1945, (Jabrta: Yayasan llmu 
PoUtlk dan P"'gelshuan Masyarab~ [967), hlll""an 20. 
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Keterlibatan warga negara pada hukum telah ada sejak ldta 

dilahirkan ke alas dunia inL Babkan sebe!um lahirpun, kita sudah 

lerlibat dalarn hukum. ProfMr.Dr.U. Van Apeldoom mengatakan: 

"Setiap saat hidup kita dtkuasai oleh hukum. Hukum mencampuri 
urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya 
sesudah ia meninggal. Hulrurn melindungi benih di kandungan dan 
masih menjaga jenazah orang yang telah mati. Ia memberikan 
seseorang /angsung setelah Ia dilahirkan, hak-hak terhadap arang 
tua dan meletakan ke'Wlljiban atas orang tua terhadap anak
analmya. 8ejak lahir, manusia merupakan pendukung hak Segal a 
benda yang mengelilingi kita merupakan objek hak Ikatan hukum 
yangjumlahnya tak terhingga, mengkubungkan manus !a satu sama 
lain dan dengan tujuan duniajasrnani yang mengeltUnginya ".68 

Keterlibatan warga 11egara pada negara telab ada sejak kita 

menjadi anggota keluarga masyarskat suatu bangsa yang mempunyai 

pemerintaban yang sab. Setiap warga negara yang hidup dalam suatu 

negara mempunyai hak-hak berupa kemerdekaan hidup yang 

dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan. Kemerdekaan hidup 

itu bukanlah hemrti setiap warga negara bisa berbuat segala-galanya. 

Tidak ada manusia yang bebas secara mutlak Perlindungan terhadap 

hak-hak hebas itu adalah apa yang merupakan hak yang digariskan 

oleh negara dalarn ketentuan konstitusi Disitulah letaknya hubungan 

hukum dan negara yang melindungi warga negara dalam 

menyelenggarakan hak dan kewajibannya dihadapan hukum dan 

pemerintaban. Oleh karena itulab antara hukum dan hak-hak azasi 

warga negara menjadi penting dalarn negara hukum 

1.3) Perbuallln Melanggar Hskam Negara 

Perbuatan melanggar hukum negara seringkali teJjadi dalam 

masyarakat . bukum 11egara adatah hukum yang dibuat oleh badan 

legislatif dan Pemerintab dalarn bentuk perundang-undangan tettulis 

atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. Perbuatan tnelanggar 

hukum !le~Pfa itu bukan saja dilakukan oleh warga negara, tetapi juga 

"LJ. Van Apeldoorn, Pengantar Omu Hukum, (Jakarut Pradny.o hrarnita. 1973), 
halaman LB. 
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seting dilakukan oleh pejabat negata atau oknum pemerintah. 

Terjadinya perbuatan melanggar hukum adalah masalah yang serius 

da1am suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena 

keadaan hukum sendiri sedang dalam penataan, sementara rakyat 

Belum terbiasa menangkap dan memaharni setiap ketentuan hukum 

yang berlaku. Selain itu tingkat kesadaran hukum masih rendah. 

Masalah perbnatan melanggar hukum telah ada sejak perundang

undangan helum lengkap. Artinya masalah-masalan pelor.ggaran 

hukum helum diatur dalam Undang-undang. Persoalan melanggar 

hukum adalah persoalan yang saling kait-mengkait antara kesadaran 

hukum, moral penegak hukum, penegakkan hukum dan peraturan 

huknrn Bahkan sering pula menyangkut sosial ekonomi yang 

memaksa seseorang untuk melanggar hukurn Apabila olrnum 

pemeriotah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka 

parsoalannya bukan saja menyangkut sosial ekonomi, tetapi sudah 

menyangkut moral dan mentalitas korup yang dimilikinya. Perbuatan 

melanggar hukum oleh pemerintah disebut sebagai "onrechtmatige 

overheirlslhmd". Ini sering dikenal dalam lapangan hukum perdata. 

Dalam bahasa Perancis disebut "detournement de pouvoir". 

Dalarn bukum lata negara, perbuatan melanggar hukum oleh 

Pemerintah merupakan panyalahgunaan kekuasaan. Sebab di tangan 

pemerintah terdapat kekuasaan dan kekuasaan itu seringkali digunakan 

secara ahsolut untuk mempertahankannya meskipun melalui cara-cara 

yang bervarinsi misaluya menclptalam peratnran perundangan 

yang mengnntnngkan kelrnasaaan. Para pemimpin pemerintahan 

merupunyai kedaulatan dan kewibawaan yang digunakan untuk 

melaksanakan pernbangunan berdasarkan hukum negara. Akan tetapi, 

kelrnasaan yang absolut adalah selalu korup (corrupt). 

Pemerintahan yang korup cendarung melaksanakan 

penyelewengan baik secara individu maupun secara berkelompok 

dalatn suatu mala rantai politik. Kehendak pemimpin belum tentu 

menjadi kehendak rakyat. Sebab pemimpin negara ada1ah pelaksana 
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saja dar! ketentuan hukum negara yang menggariskan kebijaksanaan 

pembangunan. Apabila ada pejahat pada suatu ketika mengira hahwa 

ia adalah takyat atau kemauannya adalah sama dengan kemauan 

rakyat, maka itu adalah sesuatu yang tidak benar. Petnikiran ini adalah 

corrupt, sebab mental yang detnikian adalah absolut, seolah-olah 

kernauan rakyat tidak beruhah, seaksn-akan rakyat itu tidak 

berkembang, seolah-otah orang dapat mengetahui semua, seakan-akan 

pejabat itu menjadi nabi ... Penyalahgunaan kekuasaan olen pemerintah 

acapkali harus mengorbankan kepentingan rakyat, bahkan sama sekali 

melanggar Undang-undang yang merugikan hak azasi warga negara 

hal ini tentu saja bertentangan dengan U1JD 1945. 

Masa dimana timbal tradisi, behwa melanggar hukum adalah 

melanggar undang-undang (onrecthmatig is onwetmatig) sebenarnya 

tak lebih dari pemerkosaan hak azasL Di sini hokan saja undang

undang yang dinodai, tapi rakyat juga disukiti dan citra negara dikotori 

dimata negara-negara asing. Perbuatan melanggar hukum sebenarnya 

bukan saja melanggar undang-undang tetapi juga ketertiban, 

kepatutan, hukum adat dan huknm agama. Ada dua pendapat 

mengenai perbuatan melanggar hukum ini yaitu: 

Pertama: 

Perbuatan melanggar bukum dalam arti sempit. Dalam hokum tata 

negara ini didasarkan pada petnikiran bahwa perbuatau melanggar 

hukum hanyalah perbuatau yang melanggar undang-undang saja. lni 

ditemuknu pula dalam hukum pertarna yang sering digarnbarkan dalam 

kasus-kasus klasik di Belanda Petnikiran ini disebut sebagai 

pandangan "legalistis"; 

Krona: 

Perbuatan melanggar hukum dalarn arti luas. Disini perbuatan 

melanggar hukum bukan saja melanggar hukum negara yaitu undag

undang produk badan legislatif dan pemerintah ( eksekutil) tetapi 

69Basarudin Nasutiott, op.cit, halatn!Dt 4. 
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disamping itu juga melanggar hukwn adat, hukwn agama dan 

kepatutan serta kesusilaan dalam masyarakat. 

Setiap perbuatan me!anggar hukum negara sudah tentu harus 
diadili untuk mendapatkan sanksi alas perbuataa melanggar hukum 

yang dilakukan itu. Perbuatan melanggar hukum dalarn arti luas seperti 

melanggar adat atau melanggar hukum agama, maka yang memberi 

sanksi adalah masyarakat sendiri dan dalam agama, sanksi itu bisa 

dataag dati Tuhan. Perbuatan zina suatu pelanggaran hukum adat dan 

agarna. Perbuataa melanggar hukwn yang dilakukan oleh pejaba! 

seringkali tidak mendapat penyelesaian oleh karena alasan menjaga 

martabat dan kehormatan pejabat negara Kasus-kasus korupsi yang 

dilakukan oleh pejabat negara seringkali tidak mendapatksn 

penyelesaian atau dipetieskan. Tindakan tersebut bertentangan dengan 

prinsip persarnaan dihadapan hukum (equality before the law) atau 

perlindungan yang sarna dihadapan hukum (equal protection of th< 

/aWE). Alasa1111ya adalalt bahwa dalam negara hulwm, slapa saja 

yang melJlkulwu kesalahan dan pelanggaran hnlmm barns 

dlbulwm s.....-a adiL Pemlklran lnl lablr darl pasal 27 ayat (1) 

UUD 1945. In! merupalwn perlindungan bak azasl warga negara. 

Perlindungan tldak berarti membebaslwu seseorang darl · 

kesala!tan tidak juga berarti tidak boleh diperlksa sesual 

ketentuan !tulwm yang berlaku, melainkan membenl<an sanksi 

bukum terhadap pelanggar hukum dan membela seseorang yang tidak 

bernalah serta menyehunatkan hak-bak azasi perorangan. 

2) Pengertian dan Beberapa Teorl Azas Persamaan Dlhadapan Hukum. 

a. Artl persamaan (equality) 

Equality, betasal dari bahasa lnggris yang secara hara!iah 

berarti persamaan. Berdasarkan International Encyclopedia of the 

Social Sciences, apabila dlkatakan manusia adalah sama, walaupun 

kenyataannya trnlllusla !ldak sama dalam banyak karakteristik. 

Karakteristik itu didasarkan pada perbedaan seks, warna kullt, 
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karakter/watak dan sebagainya, juga didasatkalt pada betbagal 

irutitusi manusia yang berbeda seperti perbedaan 

kewarganegaraan, agama, tingkat sosial dan sebagainya. 

Manusia tidak akan sama pula apabila dilihat dati perbedaan 

usia, tenaga, intelegeosia, posisi, kekuasaan dan sebagainya. David 

L Sill yang menyunting Encyclopedia tersebut menulis sebagai 

berikut711 

"That me11 are equal means that men share some qualities; these 
mwt be specified. Men are evidently unequal in many 
characteristics. There are natural differences (sex, color, 
character, traits, natural endo-wment, etc.) and institutional 
van'ations (citizenship, religion, social rank, etc). Other 
properties are common amounts (age, .strength, intelligence, 
power, etc.)." 

Berdasarkalt pendapat diatas, maka dapat diambil suatu 

pengertian babwa secara hakiki manusia itu adalah sama, tetapi 

menurut karakteristiknya manusia itu berbeda. Dalam deklarasi 

kemerdekaan Amerika Serikat disebutkan babwa All men are 

created equal. Manusia itu diciptakan sama oleh Sang Maha 

Pencipta yaitu Tuban, namun manusia tidak sama secara fisik, 

harkat manusla itu yang sama. Menumt HafiZ Habibur Rahman, 

ketidaksamaan manusia bersumber kepada dua faktor, yaitu:11 

a. Nature;, 

b. Nurture. 

Bayi-bayi yang baru lallir secara alaroiah tidaklah sama dalam 

kedudukan hentuk badan, kekuatan dan ukuran. ltu namanya 

ketidakaamaan yang bersumber pada Nature. Secara historis cita-cita 

10 David L. Sills, Bditor, fntemational Encyclopedia of the Social Sciences, Volume V, 
(New York: The Free Press), page 102. 

71Hafiz Habibur Rahman, Political Science and Govertlment, op.cit., hal. 117. 
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persamaan adalah warisan dari ketidaksatnaan masyarakat kuno. ltu 

muncul sebagai protes melawan semua ketidaksamaan dalam status, 

posisi dan prevelege. Secara etis manusia juga satna dihadapan 

Tuban. Jika kita tambahkan , maka secara konstitusional, maka bagi 

negara yang melindungi hak asasi manusia, maka manusia adalah 

sama. Rahman menekankan pengertian "Equality" sebagai the 

provision of adequate opportunities for all. 72
. Di sini equality b~arti 

suatu perlengkapan hidup yang mempunyai kesemp•.tar. yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan pendidikan, 

perumahan, keadilan dan sebagainya. Rahman mengatakan: 

"Equality, in short, means such organization of opportunity that no 

man's personality suffer frustation. So, the provision of adequate 

opportunity is one of the basic conditions of equality". Equality 

berarti adanya kesempatan yang sama untuk merniliki hak-hak asasi 

sebagai suatu kebutuban hidup seperti hak untuk diperlakukan sarna 

dihadapan pemerintah atau hak untuk bebas berpendapat. 

b. Macam-macam Equality 

12 /bid 

Menurut David L. Sills, sebagaimana dikutip dalam buku 

Ramly Hutabarat, SH yang berjudul "Persamaan Di Hadapan 

Hukurn Di Indonesia", Equality dapat dibagi ke dalam 4 (empat) 
. 73 macam yattu: 

a. Natural Equality (persarnaan alarniah); 

b. Civil Equality (persamaan Hak Sipil); 

c. Political Equality (Persamaan Politik); 

d. Economic Equality (Persamaan Ekonomi). 

73 kamly Hutabarat. op.cit, ~aman 36. 
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Natural Equality adalah persamaan yang dibawa dari lahir yang 

dimiliki oleb manusia. Manusia mempunyai raslo, sehingga 

equtJlfty herarti manusia adalah sama karena memiliki akal! rasio 

yang mernbedakan manusia dari binatang. Civil Equality adalah 

hak sipil yang sama bagi semua anggota masyarakat. Pengakuan 

akan persamaan ini berarti bahwa setiap warga negara diperlakukan 

sarna dalarn menikmati bak-bak dan perlindungan contohnya 

persntillUll1 dihadapan hukum Political Equality adalah bak yang 

sama hegi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan 

negara. Misalnya merilberikan hak unluk ikut memilih dalam 

Pemiliban Umum. Economic Equality adalah persamaan hak dalam 

men.ingkatkan taraf ekonomi dalam kehidupan. Persamaan ini 

dititikberatkan pada persamaan kesempatan dan bukan pada 

persamaan pembagian basil Sebab banyak sedikitnya basil 

tergantung pada usaha setiap orang dalam menggunakan 

kesempatan yang digunakan dalam meningkatkan taraf ekonomi. 

Berdasarkan klasiftkasi diatas, maka teori "Equality before the 

law" termasuk dalam civil equality, sebab menyangkut 

kepentingan setiap warga untuk diperlakukan sama di hadapan 

hukum dan pemerintah. Perlakuan hukum itu sendiri tidak bisa 

berat sebelah. David L. Sills menyebutkan sebagai "Impartiality" 

artinya tidak berat sebelah. Equality before the law menurut Sills 

adalah :" .. . irnparlial application of the law (Pelaksanaan Hukum 

yang tidak berat sebelah). "Equality sangat era! hubungannnya 

dengan political equtJiity. Hak untuk memilih dalam pemilihan 

umum adalah hak rakyat dan dilindungi oleh hukum Tidak ada hak 

yang berat sebelah yang diberikan kepada warga negara untuk ikut 

mernilih dan dipilih asalkan memenuhi persyaratan yang 

ditentukan undang-undang. Sehubungan dangan ini Sills berkata 

dengan lagas: 

''!>avid L Sllls, op.clt., balam"' 103. 
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"Most rules of alocation gra11t equal shares of some kind, nat 

to all who are equal with respect to some property; for 

e:xample, all adult citizens have the right votrl' 

Hak seperti ini disebut oleh Sills "equal shares to equaf' mengikuti 

pendapat Aristotle yang mengatakan "when either equals are 

awarded unequal shares or unequalshares!175. 

Pengertian "equality" dijelllskan oleb Oxford English 

Dictitmary sebagai berikut: 

a. Suatu keadaan tentang pemllikan kemuliaatt yang sama, derajat, 

atau hak-hak istitnewa dengan orang lain; 

b. Suatu keadaan dimana terdapat persamaan di dalam kekuasaan, 

kemampuan, kepandaian, atau keuuggulan; 

c. Jujur, tidak memihak, adil, seimbang, atau berkeseimbangan. 

Pengertian equality dalam konteks persamaan dihadapan hukum 

dan pemerintaban lebih tepa pada pengertian jujur, tidak memihak, 

adil, seimbang atau berkeseimbangan. Sebab hal itu merupakan hak 

hakiki dari setiap warga negara dibawah konstitusi negara yang 

demokratis. 

c. Falsafah "Equality" 

"Ibid. 

Jika ditinjau secara filosofis, maka semua manusia adalah sama 

(All human-being are equal). Dalarn falsafah negara hukum, hak

hak warga negara ada1ah sama Kenyataan adat istiadat yang 

mernperhatikun adanya kasta atau kellls masyarakat bertentangan 

daugan falsafah persamaan hukum negara. Banyak agama Ielah 

menolong memberikun ptinsip persamaan kedudukan manusia 

seperti agama Islam dan Kristen. Te!api sulit disangkal babwa 

agama Hindhu masih mempertabankan adanya kasta masyarakat. 
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Keadaan ini petnah torjadi dalarn masyarakat negro di Amer!ka 

Serikat. Meskipun Amerika terkenal dengan ckmokrasinya, tetapi 

disinilah letak perbedaan teori dan praktek persamaan manusia itu. 

John DoUard mengadakan suatu penelitian yang cermat tentang 

diskriminasi terhadap negro dalam status sosial, ekonomi dan 

politik. Dollard mengatakan: 76 

"The Negro is still discriminated against in the race for 

economif..· }.lOwer and status, but his gins over the slave role are 

by no means inconsequential. " 

Negro yang berkulit hitarn dibedakan dari ras kulit putih dalarn 

status ekonomi dan politik, meskipun sekarang akan selalu 

diusahakan persarnaan dihadapan hukum dan pemerintahan. Tetapi 

opini diskriminasi itu belumlah sima. 

Masalah equality menyangkut masalah kebutuhan manusia pada 

suatu bangsa yang merupakan masalah hak warga negara secara 

keseluruhan. Landasan minimal dari prinsip persamaan ini setidak

tidaknya ada dua hal yang menjadi dasarnya menurut "The 

Encyclopedia Americana yaitu: 11 

a Manusia membutuhkan bakat manusiawi untuk keuntungan dan 

kebsikaa; 

b. Kita membutahkan perlindungan bsrsarna (for mutual 

protectiou) 

J>erlindungan bersama disini adalah perlindungan warga negara 

oleh kekuasaan Pemerintahan, hukum dan keadilan. Dengan 

demikian pada hakikatnya sernua manusia mencita-citakan agar 

1&1ohn Dollard, Caste and Qass in Southem Town, (New York USA:AnchGt Books. 
1957), page 57. 

71The Encyclopedia Americana International Edition, Volume 10, (New York: USA). page 
439. 
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mendapat perlinduogan dari sesuatu yang lebih berkuasa baik itu 

kekuasaan Tuhan, penguasa negara, hukum dan ala! negara 

lainnya. 

d. Equality Before The Law 

Jstilab "Equality Before The Law' ini merupakan istilah yang 

lazim diguoakan dalarn huku tala negara, sebab harnpir setiap 

negara mencanturnkan azas ini di dalam konstitusinya. P~ntingnya 

untuk mencantumkan Azas Equality Before The Law dalarn suatu 

konstitusi adalah karena hal ini merupakan suatu norma hukum 

yang melindungi hak.-hak azasi warga negara. Bahwa semua warga 

negara sama "equal" di hadapan hukum dan pemeriotaban. 

Equality Before The Law mempunyai arti persarnaan di hadapan 

hukum Jika dalam konstitusi suatu negara mencantumkan Azas 

Equality Before The Law, maka konsekuensi logisnya penguasa 

dan penegak hukum haruslab melaksanakan dan merealisasikan 

azas ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab jika azas 

ini tidak dilaksanakan berarti akan terjadi penyelewengan dari 

konstitusi meskipun tampaknya bukan merupakan pelanggaran 

yang terang-terangan, namun sangat dirasakan oleh rakyat betapa 

ketimpangan hukum merupakan siksa batin yang berkepanjangan. 

B. Pengertlan azas Equality Before The Law dari berbagai sudut pandang 

dan yang dlanut oleh Indonesia. 

1. Teorl "Equality Before The Law" menurut Demokrasi Barat 

Kala "Democracy" berasal dari dua kata-kata bahasa yunani yaitu 
4'demos" yang artinya rakyat dan "cracy" artinya pemerintahan, kedaulatan 

alau kekuasaan. Sehingga secara keseluruhan demokrasi adalab kedaulatan 

atau kekuasaan rakyat. Dan tujuan hidup demokrasi adalab supaya 

terlaksananya kebebasan persamaan dan persaudaraan, bagi semua dan 

antara semua, karena itulab pokok-pokok kebabagiaan hidup, terularna 
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da1ant hidup betmasyarakat dan bernegara78Negara demokrasi berarti 

negara yang mempunyai kedaulatan rakyat dan kekuasaan rakyat. Narnun 

banyak sekali penguasa-penguasa diktator yang beriindung dibalik 

demokrasi dan kepentingan rakyat. Salah satu impllkasi dari demokrasi 

yang hampir tidak dapat dielnkkan timbul dari sistem ini adalah bahwa 

pemerintahan oleh rakyat besar kemungkinannnya juga mengarah ke 

pemerintahan untuk rakyat. Henry B. Mayo mengatakan sehubungan 

dengan pemerintahan untuk rakyat ini sebagai berikut:70 

"Demikian dalamnya tertanam gagasan mengenai pemerintahan 
untuk rakyat dalam pemikiran modem, sehingga sekarang para 
diktator pun mengaku memerintah untuk lrepentingan rakyatnya, 
.suatu cara untuk memenarkan sistem despotisme yang jarang 
ditemui di masa /ampuu. Definis demokrasi yang dikemukakun 
oleh jaru bicara Uni Soviet (sekarang bemama Rusia) biasanya 
mengikuti garis ini, kulau kebijaksaan suatu pemerintah adalah 
untuk kepentingan musuh-musuh mereka yang paling keras, make 
pemerintah itu ada/ah pemerintahan demokrasi. Teiapi deftnisllnl 
tidak ada gananya. Deftnisl ini menghapus soma sekali perbedaan 
despotisme yang baik hati dengan demokrasi, sedangkun dengan 
tl'dak adanya kebebasan politik dan pilihan yang bebas yang 
meropakan ciri-ciri pokok demokrasi, maka ya,tg dapat kita 
pegang hanyalah kata-hata si diktator yang mengatakun bah wa 
kebijaksanaan-kebijaksanaanrtya benar un.tuk rakyat. " 

Meskipun para diktator mendengungkan dernokrasi dan kepentingan 

rakyat, maka yang dapat dipegang dari ucapan-ucapan itu rnenurut Mayo 

adalah essensinya, yaitu kebijaksanaan untuk rakyat atau demokrasi untuk 

kepentingan rakyat 

Salah satu negara yang menghargai hak-bak demokrasi rakyat adalah 

Amerika Serikat. Ini bukan saja tercermin dalam konstitusi Amerika 

Serikat, tetapi juga dalam praktek ketatanegaraan sehari-hari, rakyat be bas 

menuntut hak, bebas berpendapat, berkumpul, melakukan kegiatan politik 

dan sebagainya. J>anitia l>residen Truman dalam merumuskan bak-bak 

1'H. IC4ilitudin Yunus. Pedaman Ber-Negara menurut lslamisme, (Jabtta: l'ikiran Barn 
1968), hs!aman 90. 

"lleory.l!. Ma_,, Nilai.,ilai Demokrasi,llditot Prof Miriam Budiar<!jo da!am buku 
Masalah Kmegman, (lilkat1a: PT. tlrall!t:dia, 1975), balill1lllll 162. 
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rakyat menya".akan ada empat hak-hak dasar yang sangat peuting di 

Amerika Serikat yaitu:"' 

a Hak untuk keamanan dan keselamatan sesearang (The right to safety 

and security of the person.); 

b. Hak kewarganegaraan dan hak-hak istimewanya (The right citizenship 

and its privileges); 

c. Hak bersuara dan berpendapat (The right to freedom of science and 

expression); 

d. Hak untuk mendapatkan persamaan kesempatan (The right to equality 

of opportunity). 

Demokrasi di Amerika Serikat menganut azas persamaan di hadapan 

hukum sebagai bentuk dar! the right to equality of opportunity. lnl berlaku 

sejak Presiden Truman berknasa di Arnerika Serikat hingga sakarang ini, 

bahkan pada masa pernerintahan Jimmy Carter masalah hak-hak azasi ini 

menjadi titik sentral dar! kampanye dan mewamai model 

kepemimpinannya. Selain itu Tocquenville menekankan perlunya 

kebebasan (liberty) dalam demakrasi di Amerika Serikat dan bukan 

kesamarataan. Kebebasan menurut Tocquenville adalah esenst 

kemerdekaan manusia (the essence of human freedom).' 1 

Tocquenville tidak sependapat dengan prinsip kesamarataan, tetapi 

Iebih menekankan pada kebebasan. Masalabnya T ocquenville tidak melihat 

bahwa rli Amerika Serikat sendiri prinsip kesarnarataan itu Ielah berakar, 

misalnya kesamara!aan di hadapan hukum Meskipun demikian pemikiran 

Tocquenville sangat membantu tegaknya demokrasi di Amerika Serikat 

1~am D.Irish and James W. Prothro, The Politics of American Democracy, (New 
Jersey. 1968~ page 584. 

"AleJ<is de Toc;qu.,.vllle, Democracy In America, !rnnslated by Henry Reeve, (New 
York: Oxfbrd Univttslty Press, 1947). 
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Kebebasan individu menjadi kepribadian individu di Ametlka Serlkat. 

Akibatnya setiap orang bebas melakukan kegialan politik. ltulab suatu 

gambaran detnokrasi di Amerlka Serikat. Setiap orang berhak menuntut 

dan dituntut dibadnpan pengadUan. Mercer mengatakan: " ... individual 

freedom and the development of personality ought to be primary goals of 

political action in any democratic American Cornmunity.'.s2 

Kebebasan individu dan perkembangan kepribadian masyarakat 

Amerika Serikat haruslah merupakan target utarna dnlam tindnkan politik 

dalam setiap masyarakat demokrasi di Amerika Serikat. Demokrasi di 

Amerika Serikat bermuara padn suatu keyakinan babwa hukum harus 

ditegakkan, keadilan harus diberikan kepada orang yang berhak 

menerimanya, persarriaan dihadnpan hukum hams diwujudkan dan jaminan 

perlindungan merupakan suatu yang esensial dnlam demokrasi di Amerika 

Serikat. Dalam hal ini Mercer mengatakan: 

"And the reaching of these ends surely requires equality under law 

and conslitusional rights unchallenged by special previlege or 

power springing from high economic and social position". 83 

Persarnaan di hadapan bukum digariskan dalam konstitusi dimana 

setiap orang juga sama di hadapan kekuasaan dan sarna pula hak masing

masing untuk meningkatkan taraf ekonomi, meskipun status seseorang 

berbeda menurut tingkat kemampuan masing-masing. Ini sesuai dengan 

apa yang dikatakan oleh Sills. Sills mengatakan bahwa: "For equality was 

defined in terms of justice -of giving each man his due. So that equal man 

received equall110rds".84 

11Blaine E. Mercer, The American Community, (New YQrk: Random House. H/56), r>ag.e 

"Ibid. 

"David L. Sills, op.cit., page 109. 
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Persamaan diartikan dalam tenn keadilan memberikan sesuatu sesua! 

dengan hak yang dimilikinya Jadi, persamaan manusia itu diterima sebagai 

ganjaran yang sama meskipun manusta tidak selalu harus sama. 

Perkembangan dan keberhasilan demokrasi pada bangsa Amerika dan 

Skandinavia, mempunyai kedudukan yang tinggi. Di sini demokrasi 

merupakan perlengkapan politik, hal itu juga menunjukkan tuntunan 

kehidupan demokrasi sosial (social democracy). Khususnya, demoktasi ini 

teiah herlallgsung lama menuju persamaan yang maksimal-persamaan 

status, kesempatan, dan kesamaan sehagai titik awal kehidupan. Dalam 

demoktasi Barat terutama di Amerika Serikat prinsip-prinsip persamaan di 

hadapan hnkum itu bukun saja merupakan konsepsi teoritis, tetapi 

diwujudkan secara nyata meskipun kebebasan di Amerika Serikat tidak 

seperti kebebasan yang dianut oleh konsepsi Islam. Kebebasan yang dianut 

oleh konsepsi Islam adalah kebebasan yang berakhlak sesuai dengan Al

Quran dan Sunnah Nahi Muhammad S.A.W., sedangkan kebehasan di 

Barat tidakiah dinkur dari sudut akhlak yang dihuhung-huhungkan dengan 

akhlak keagamaan. Dalam The Jnternatiana/ Bill of Human Rights, 

Universal Declaration of Human Rights disebutkan pada pasal 7 (article 1) 

sehagai berikut: 

''All are equal before the law and are entitled without any 
discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal 
protection against any discn"mination in violation of this Declaration 
and against any incitement to such discrimination!' 

Setiap warga negara sama dihadapan hukum dan haknya diberikan 

tanpa diskriminasi untuk mendapatkan perlindungan hukumyang sama. 

Semuanya diberikan hak perlindungan yang sama. Pasal ini merupskan 

dasar juridis hagi perlindungan hukum dan persamaan di hadapan hukum 

menurut demokrasi Barat. Persamaan dihadapan hukum ini selain dianut 

se<:ara tegas oleh Islam dan dianut dalam konstitusi negara-negara Barat 

terutama Amerika Serikat, juga dianut oleh konstitusi UUD 1945 dan 

demokrasi Pancasila Dengan demikian sebagai perbandingan azas 
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"equality betote the law" ini akao ditinjau pula dari sudut Islam, kemudiau 

akao dilihat bagaitnaua konsep konstitusi UUO 1945 tnengauutnya 

2. Teorl "Equality llefore The Law" menurut Islam. 

Di dalam Islam dianut suatu prinsip yang sangat tegas dan jelas tentang 

persamaan man usia atau persamaan warga negara di hadapan Tuhan. Yang 

membedakan manusia atau warga negara satu sama lainnya adalah takwa. 

Kadar takwa setiap orang berbeda-beda . adapun perbedaan kaya dan 

miskin, cantik dan jelek, penguasa dan rakyat hauyalah merupakan 

perbedaau lahiriah dan perbedaau prestasi alas usaha masing-masing. 

Konsep persamaan dalam Islam sudah barang tentu didasarkau pada Al

Qurau dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. apabila garis hukum tidak 

ditemukau kejelasannya dalam AI-Quran dan Sunnah Nabi, maka muncul 

hukum ketiga dan keempatnya yaitu ljma' (konsensus) dan Qiyas (analogi). 

Seluruh surnber hukum Islam secara fundamental didasarkan pada Al-Quran 

dan dijelaskau secara operasional oleh Hadist. Ijma' dan Qiyas adalah suatu 

Ijtihad dari kalangan hukum dan ahli ketatanegaraan. Ijtihad adalah suatu 

usaha yang sungguh-sungguh dari ahli hukum untuk menemukan sesuatu 

garis hukum tertentu. 

Dalarn The Encyclopedia of Islam," ijtihad diartikan secara letterlek 

exerting onse/f, yaitu suatu teknik. dalam hukum Islam untuk menggunakan 

penalaran individual secara umum kemudian, dalam pengertian tertentu, 

berarti untuk menngunakan merode penalaran berdasarkan analogi. Ahli 

hukurn yang menggunakan Ijtihad itu disebut Mujtahid (the lawyer who is 

qualified to use it is called Mujtahid). Secara esensial setiap warga negara 

adalah sarna dan ini dianut oleh ajaran Islam. Para ahli banyak 

mengemukakan konsepsi persamaan "dignity" manusia baik dihadapan 

Tuhan maupun dihadapau hukurn buatan manusia yang tidak bertentangan 

dengau Al-qurau sebagai surnber utama dati segala norma-norma 

ssg_ lewis, V.L. Menege, d.Pellal and J. Schacht, The Encyclopedia of Islam, (London: 
1971), page 1026. 
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kehidupan. Sudah barang tentu ttorma-norma Al-Qiit1!l! 1et11ebut betlakn 

bagi suatu ttegara Islam dan bagi urnat Islam baik yang hidup di bawah 

negara komunis maupun di negata kapitalis. Islam itn metupakan ajaran 

yang komprehensif, universal, dan totalitas. Oleh karena itu, ditnanapnn 

seomag Muslim berada maka kedudnkannya sebagai warga negara terikat 

pada kepatuban pada hokum Islam Islam memproklamasikan konsepsi 

persamaan yang dijamin oleh hukum Islam. Dengan demikian warga negara 

mempunyai bak menuntut persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. 

Abul-Fazl Ezza-ti dalam bukunya An Introduction to the History of the 

Spread of Islam, mengatakan:" 

"Islam proclaimed a sound equality among human beings. Each 
perso11 is distinguished from other persons not by factors beyond his 
control, such as race or colour, but only by factors in his powers 
such as piety, knowledge, hard mrk and good deeds." 

Bzzati mengungkapkan bahwa Islam telah memproldamirkan suatu 

persamaan manusia. Setiap orang dibedakan dari yang lainnya bukan 

berdasarkan ras dan wama kulitnya, tetapi hanya karena faktor ketakwaan, 

ilmu pengetahuan, kerja kerasnya, dan perbuatan balk yang dilakukan. Apa 

yang dikemukakan Ezzat! ini sangatlah masuk aka!, karena jika kita 

melihat konstitusi beberapa negara, mengakui dan menghargai martabat 

warga negara, tetapi karena kewajiban negara untuk memperlakukan setiep 

warga negara sarna dibadapan hukum dan pemerintahan. Disinilah Jetak 

kelebihan dan keistitnewaan konsep Islam yang tidak melihat dari sudut 

kewajiban negara saja, tetapi merupakan hukum alarn dan ajaran 

keagarnaan yang meletakkan dasar-dasar pernarnaan. Agama Islam melihat 

perbedaan dari sudut ketakwaan dan ilmu pengetahuan mempunyai korelasi 

antara aktivitas manusia dalam hidup bernegara dan keyakinan vertikal 

pada Tuhan Yang Maha l<uasa. Allah dalarn Islam adalah Tuban umat 

manusia secara keselutuhan. Dia bukanlah Tuhan dati 111anusia pilihan, 

"'Abut-Paz! E=!i, An Introduction the HisJory of the Spread of Islam, (London' 1'he 
Ludo hess Ltd., 1978), pagel7S. 
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warga pUiban, kelas masyatakat pil!han, bangsa pllihan, atau warna yang 

paling diistimewakan atau warna kulit terpUih. 

Dalam Islam Tuhan sangatlah adil menciptakan mahluk di jagat raya 

ini Keadilan Tuhan adalah keadilan mutlak dan kebenarllll yang Ia miliki 

adalah kebenafran mutlak. lui menurui kepercayaan umat Islam yang 

dianut dalam hidup bemegara dan bermasyarakut Ezzati mengatakan 

sehubungan dengan kcsgungan dan keadilan Tuhan ini, sebagai berikut: 

"Islam was the creed ill wln'ch God was only unique and supreme but just. 

It 1l<lS the religion based on equality men"87lsbun adalah suatu 

kepereayaan dimana Tuhan merupakuu suatu yang unik dan agung hahkan 

adil. Islam itu didasarkan pada persamaan manusia. Seiring dangan doktrin 

keadilan, maka terdapat pula doktrin persarnaan an tara warga negara. 

Syariat Islam semenjak ada, mengajarkan suatu teori persamaan 

(equality) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori persamaan 

ini didasarkan pada Firn:Jan Allab, ayat 13 sural AI-Hujarat yang artinya 

sebagai berikut: 

"Hai manusia, sesungguhnya Kami Ielah jadikan ko.mu dari laki
/aki dan perempuan, dan Kami telah jadikan kama beberapa 
bangsa dan puak, supaya kamu berkenal-kana/an. Sesungguhnya 
semulia-mulia kamu d/sisi Allah, ialah sebakti-baktinya dari 
a12tara kamu. Sesungguhnya Allah itu yang mengetahui, yang 
sadat." 

Dasar hukum persamaan warga negara/manusia ini diperkuat Jagi oleh 

Sunnab Rasulullab sebagai sumber hukum kedua dalam Islam sebagai 

berikut: "Manusia itu sama rata, seperti gigi sebuah sisir, tidak ada 

keutamaan bagi orang Arab alas orang Ajam, melainkan dengan tak:wa. 

"Persoalan", "Digniry"dan "Human Righfli" demikian jelas dianut dalam 

Islam sebagaimana disebutkan dalam contoh dasar hukum dl alas. Syariat 

Islam menerapkan prinsip persamaan ini sedemikian luasnya, sehingga 

tidak metnbedakan antara orang atasan dangan orang bawahan, lllllara taja 

"Abul-Fazlllzzali, Ibid, page 178. 
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dengan rakyat, antara duta-duta(diplomat) deugan rakyat biasa, 

sebagaimana tidak ada perbedaan antara pemimpin rakyat dengan takyat 

biasa, antara orang kaya dengan orang miskin. Di da!am perundang

undangan tidak ada perbedaan antara pernerintah dengan rakyat. Tak ada 

keistimewaan di hadapan hukum, semuanya sama dihadapan hukum. Yang 

salah tetap salah dan yang hanar tetap dibenarkan. Memanipulasi 

kebenaran adalah suatu hal yang di!arang o!eh Islam. Larangan itu bukan 

saja merupakan pelanggaran terhadap hukum dan moral ma'Yafaka:, tetapi 

merupakan pula pelanggaran terhadap perintah Allah, Tuhan Yang Maha 

Kllasa. Rasulullah S.AW sebagai Nabi, kepala negara tidak pernah 

mengatakan dirinya mempunyai keistimewaan di badapan bukum negara. 

Dia berkata: "Dan tiadalab aku, melainkan seorang manusia yang menjadi 

pesuruh Tuhan." Contoh yang diberikan Rasulullah pada masa 

kepemirupinannya dan pada masa kepemirupinan sahabat Rasulullah 

membuktikan prinsip "equality before the law' ditegakkan dengan haik. 

Ali Ibnu Abu Thalib di waktu menjadi khalifilh kehilangan sebuah baju 

besi dan beliau menemukannya pada seornng Yahudi yang mengaku 

miliknya Maka Ali meogadukan hal itu kepada bakim, lalu hakim 

memenangkan Y ahudi itu." 

Al-Mughirah, Gubernur kufuh, dituduh berzinah Maka dia dihadapkan 

ke hadapan hakim lantarnn jarimah yang ditudubkan itu, di pengadilan 

biasa dan cara yang biasa. 89Dua contoh ini merupakan gambaran bahwa 

prinslp "equality before the law' dalarn sejarah kehldupan hukum 

dilaksanakan dalarn masyarakat Islam se<:ara konsisten. Dalarn bidang 

politik rakyat mempunyai bak dan kedudukan insani yang sama pula. Islam 

menetapkan bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak penuh dalam 

persoalan pnlitik, ia berhak mengkontrol atau memberi nasehat kepada 

nRamty Hutabaral, op.cit., balaman 47. 

89T.M Hasbi Ash~Shiddieqy, Jlukttm Antar Golougan dalam Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan 
llintang, 1971), halaman 54. 
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pemimpin-petnimpln negata dan penguasa-penguasa pemerintah, sebab ia 

akan diminta pertanggungjawaban mengenai hati depan bangs a. 90 

Pandangan hidup bermasyarakat dan bemegara dimana hak-hak warga 

negara sama dihadapan hukum dan pemerintahan didasarkan pada syariat 

Islam Undang-undang negara tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. 

Undang-undang adalah ciptaan manusia, sewaktu-waktu bisa salah. Oleh 

karena itu, peraturan ciptaan manusia harus dibuat sinkron dengan Al

Quran agar nilainya tetap bertahan secara lestari. Di dalam konsep 

ketatanegaraan yang dianut dalam Islam, setiap peraturan yang 

bertentangan dengan syariat Islam tidak patut dipatuhi oleh warga negara 

yang beragama Islam Dr. Abdul Kadir Audah dalam hal ini mengatakan:91 

"Undang-undang Dasar yang azasi bagi seorang Muslim adalah 
syariat Islam. Maka segala Undang-undang ciptaan manusia yang 
datang sesuai dengan nas atau sejalan dengan pokok-pokok syariat 
itu, atau sejalan dengan peraturannya, maka seorang Muslim 
boleh dengan seizin Allah. Dan sebizliknya segala Undang-undang 
yang datang bertentangan dengan syariat itu , maka ia harus 
dilawan dan diinjak, karena tidak ada kemuliaan sama sekali bagi 
apa yang menyalahi Islam dan sekali-sekali tidak boleh taat pada 
mahluk dalam hal-hal yang maksiat kepada Allah". 

Dengan dernikian prinsip persamaan di hadapan hukum menurut Islam 

adalah prinsip yang didasarkan kepada syarial Islam. Ini diakui oleh 

Abdurahman Saleh S.H, mantan Jaksa Agung Rl, dia mengatakan:92 

"Bahwa persamaan dihadapan hukum banyak diatur dalam Al-Quran, 

tetapi belurn ada suatu negara Islam pun yang beml-betul melaksanakan 

priusip itu". Abdurahman mempersoalkan tentang aplikasi prinsip 

persamaan dihadapan hukum itu, meskipun diakui bahwa dasar-dasarnya 

9~usthafa Husni Assiba'l, Sosialisme Islam, (Bandung: CV.Diponegoro, 1969), balaman 

91 Abdul Kadir Audah, Islam dan Perundang-undangan, (Jakarta: CV. Mulja, 1965), 
halaman 13. 

92Ram1y Hutabarat, op.cit., ha1aman 48. 
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dalllln Al-Quran bat1yak dltemul. Mungkln hal 1111 sudah metupakan 

problema setiap negata dimana att!ara leoti dan prak:tek seting t!dak sesuai, 

at!lara perbuatan dan perkataan sating bertentangatt. 

Teori persamaan tnenurut Islam merupakan salah satu konsep yang 

menjamin bak-hak warga negara. Menjanain dalam arti melindnngi dan 

memper!akukan warga negara dan setiap individu sama tanpa diskriminasi. 

Bahkan orang Kristen yang ada dalam suatu negara Jslam pun wajib 

mendapat perlindungan hnkum ltulah azas keadilan yang dianut Islam 

Undang-undang hams dilerapkan tanpa membedakan bangsa, warna 

kulit, pangkat, kekayaan, kerabat atau kawan. Negara hams mengambil 

tindakan pada warga negara yang berbuat salah dan membeia kebenaran 

berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam Jika pejabat atau okuum 

pemerintah melakukan pelanggaran haruslah dihukum. Hukutnan bukan 

saja untnk rakyat dan orang-orang miskin. Sehubungan dangan prinsip 

persamaan dihadapan bukum ini, Rasulullah memperingatkan dalam satu 

Haditsnya yang artinya sebagai burikut:" 

«Sesungguhnya bencana telah menirnpa orang~orattg terdahulu 
dari kamu ialah apabila orang-orang bangsawan mencuri mereka 
membiarkan saja (tanpa dihukum). Tapi apabi/a orang yang /emah 
mencuri mereka mengenakan had ke atasnya. Aka bersumpah, 
demi Allah bahwa sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, 
niscaya aku potong tangannya ". 

Perkataan Rasulullah ini menegaskan bahwa Islam menganut prinslp 

"Equality Before The Law". Sehubungan dengan ini A. Karim Zaidan 

menyebutkan konsep persamaan berdasarkan syaria! Islam mempunyai dua 

hal yang dianggap penting yaltu: 

a. Persamaan dalam Undang-undang; 

b. Persamaan di dalam petadilan. 

"A. Kllrim Zaidan. Umat dan Negara da/am 8yariat Islam, (Kelan!all-Malaysia: 1971l~ 
baJaman 54. 
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Pada bagian pertama menekankan petlunya konstitusi dan petundang

undangan menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara di hadapan 

hukum Pada bagian kedua menghendaki perlakuan yang adil dalam 

peradilan. Para pihak yang bersengketa hatus diperlakukan sarna di dalam 

sidang peradilan. Para pihak yang hersengketa harus diperlakukan sarna di 

dalam sidang peradilan. Zaidan menegaskan: 94"Malah musuhpun mestilah 

menikmati keadilan penghakiman serta menikmati konsep persamaan 

dalam pengadilur.". Di dalam Al-Quran terhadap satu ayat yang 

menyebutkan kewajiban berbuat adil sebagai berikut:95 

"Wahai orang-orang yang beriman, jadi/ah kamu orang-orang 
yang berjuang untuk Allah sebagai saksi yang adi/. Janganlah 
kesa/ahan sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adi/. 
Bersifat adillah kamu. Yang demikian adalah lebih hampir kepada 
takwa." 

Sebagai penegak hukum dan Pemerintab yang beriman kepada Tuhan, 

wajib menegakkan keadilan dan memegang tegub persamaan di hadapan 

hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Al-Quran di alas. Islam melengkapi 

suatu jaminan perlindungan hukum sebagaimana demokrasi Barat 

menganut prinsip"Equality Before The LaW'. Jaminan perlindungan dalam 

Islam menyeluruh terhadap hidup, anggota badan, harta benda, martabat 

(dignity), kebudayaan dan agama. Ini bisa diwujudkan melalui hukum yang 

berlak:u pada suatu negara tertentu. Mengenai hal ini Abut A'la Maududi 

mengatakan bahwa: 96 

"Islam furnishes a guarantee of protection of life and limb, 
propercy and culture, faithand honour it enforces only its law of 
the land on them and it gives them equal rights with Muslims in all 
civil matters." 

94Ibid., halaman 56. 

95Surat An-Nisa' ayat: 135. 

96Abdu1 A'la Maududi, First Principle of The Islamic State, ttlttl.stated & edited by 
Kurshid Ahmad, (Lahore-Dacca-Karachi: Islamic Publication Ltd., 1967), page 66. 
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Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mandudi in! adalah cermlnan atau 

talSiran konsep "Equality Before The lAw' yang dianut oleh Islam sebagai 

manifestasi dari asas perlindungan hidup (protection of lifo). Oleh karen 

itulah, dalam masyarakat dimana penganut Islam terdapat, terikat dengan 

ajaran Islam Dengan demikian seorang penegak hukum Muslim, 

Pemerintah yang Muslim, Pejabat Negara yang Muslim dan anggota 

Parlemen yang Muslim adalah wajib memperhatikan tentang prinsip 

persamaan dihadapan huku:m. Dengan menghayati ajaran ini, ciharapkan 

huknm negara dapat ditegakkan secara adil pada semua warga negara tanpa 

diskriminasi. Kewajiban menegakkan bukum tanpa diskriminasi bukanlah 

suatu amanah yang diemban oleh setiap yang berwenang dalam 

hubungannya dengan kepatuhan terbadap Tuban. ltulah esensi teori 

persamaan di hadapan bukum atau kesamaratasn di badapan hukum 

menurut Islam. 

3. Teorl "Equallty Before The Law" menurut Undong-Undang Dasar 

1945 

Pada tanggal!O Desember 1948 General Assembly dari United Nations 

(PBB) menelorkan suatu "Universal Declaration of Human Rights" yang 

tidak kurang dari 29 bak-hak azasi yang hampir semua dimuat pula dalam 

konstitusi Republik Indnnesia Serikat (RIS) dan UUD Sementara 1950. 

Konstitusi Persekutuan Tanab Melayu (ColiSiitution of The Federaticn of 

Malaya) pun mencantumkan hak azasi manusia didalamnya terutama 

perlindungan dan persamaan di hadepan hukum."Dalam bagian II 

konstitusi itu disebutkan pada pesa\8 sebagai berikut: 

1) Semua orang adalah sama terhadep undang-undang dan berhak alas 

perlindungan yang sama dari undang-undang; 

2) Kecuali yang dengan tegas diperbolehkan oleh knnstitusi ini, maka 

tldak akan ada diskrirninasi antara warga negara yang hanya 

nKonstitusi Persekttttron Tanah .Melayu (Constitution of The Federation of Malaya), 
dita:jemahlomo!eh Mr. J.C.t. Siluotll!lg!dr, (Jakarta: Gunung Agung. 1959), halaman\2-13. 
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betdasatkan agatt!ll, suku bangsa, keturunan, atau tempat kelahiran 

dalam sesuatu undang-undang atau dalam pengangkatan suatu jabetan 

alau pekerjaan di bawah kekuasaan umum atau dalam administrasi 

sesuatu undang-undang bethubungan demhan pendapatan, 

pemeliharaan atau pembagian milik atau yang bethubungan dengan 

mendirikan atau meianjutkan sesuatu dagang, usaha, pekerjaan 

keahlian, pekerjaan panggilan atau pekerjaan biasa; 

3) Tidak akan ada diskriminasi yang menguntungkan bagi seseorang 

betdasarkan bahwa ia adalah seorang subyek daripada raja sesuatu 

negara bagian; 

4) Tidak ada kekuasaan umum yang akan mengadakan diskriminasi bagi 

seseorang berdasarkan, bahwa ill adalah penduduk atau mempunyai 

sesuatu perusahaan dalam suatu bagian dari federasi di luar kekuasaan 

huk:um dari kekuasaan umum itu. 

Dicantumkannya persamaan hak di hadapan hukum daiam kunstitusi 

Persekutuan Tanah Melaya adalah untuk melindungi warba negara dari 

tindakaa sewerumg-wenang. Perlindungan hak-hak warga negara di 

hadapan bukum adalah persoalan yang sangat penting dalarn negara hukum 

yang mencita-citakan terwujudnya keadilan. Agar orang tidak dlpaksakan 

untuk pada akhimya momberontak terhadap tirani dan penindasan, maka 

hak-hak azasi manusia harus dllindungi dengan kekuasaan hukum 

(protected by the rule of law) 

Dalarn beberapa konstitusi Negara Republik Indonesia, perlindungan ini 

dicantumkan baik dalarn Kontitusi Republik Indonesia Serikat (RlS), UUD 

1950 dan UUD 1945, Dalarn UUD RlS, hak-hak azasi manusia mendapat 

tempat penting, yaitu dalarn Bab V pasal 7-33, sedang dalarn Bah VI pasal 

34-41 dimuat pula bebetapa kewajiban azasi pernerintah terhadap rakyat 

Ko..,p , Universal Declaration of Human Rights PBB tertanggal I o 
Desemher 1948 telah dijadikan pedoman oleh Panitia Perancang UUD

RlS. lsi Sab V dan VI UUD RlS disusun sesuai dangan pasal 3 ayat (2) 
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Statui Unl Indonesia nelanda itU, dan lsi b:lua bab ltu hlll11pir tidak 

mengalarnl perubahan pindal:t ke !lab I naglan V (pasa.17-34) dan llagian 

Vl(pasal 35-43) UUlJS 17 AgustUR 1950. Untuk melihat secara jelas 

perlindungan huknm dan petsamaan dihadapan hukum d!anut oleh 

koURtitusi 1950, maka disini akan dikemakakan heberapa pasal dan 

penjelasan sebagai berikut: 

Memuat azas bahwa setiap manusia harus diakui sebagai pribadi 

terhadap Undang-undang, yang herhak menuntut perlakukan dan 

perlindungan yang sama oleh Undang-undang (ayat (1-3)). Khususnya 

setiap manusia berhak memperoleh bantuan hukum ("Rechts hulp") dari 

hakim-hakim yang diperkenankan kepadanya memuat Undang-undang 

(ayat (4)). 

Menanggapi pasal ini, Prof Drs. G.J. Wolhojfmengatakan:98 

"Prmgakuan tiap-tiap manusia sebagai pribadi terhadap undang
undang berm-ti pengakaannya sebngai oknum pribadi huknm , 
subyek hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berdasarkan 
peraturan-peraturan hukum yang berlaku ". 

Berdasatkan pendapat Wolhoff ini, maka setlap warga negara wajib 

melaksanakan peraturan perundang-undangan, tetapi setiap warga negara 

berhak pula menuntut persarnaan dihadapan hukurn dan perlindungan 

hukum serta bantuan hukum. Hal ini dianut oleh pasal71JUDS 1950. pasal 

7 ini memuat azas "Equality Before The Law' atau "Ge/ijkheid vcor de 

wet". Maksud azas itu adalah supaya dalam sistem peraturan hukum yang 

berlaku tidak terdapat peraturan hukurn yang bersifat diskrirninatif dan 

supaya teljaminlah perlindungan hukum yang sarna kepada sernua oknum 

pribadi manusia haik oleh undang-undang rnaupun oleh hakim-hakim yang 

wajib mengadili sengketa mengenai isi dari peralu!an hukum itu. Wolhoff 

mengatakan sehubnngan dengan hal ini bahwa, ": 

!J
8G.l WoihDft Pengantar DmuHukum Tata Negara Republiklndonesfa, (Jakarta: thnun 

Mas),halaman 147. 

"Ibid. 
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"Persamaan ftu tidak berarli tuntunan supaya tiap-tfap oknum 
pribadl dilalasai peraturan huknm yang soma dan bahwa tida/c 
boleh diadakan diferensiasi hukum sesuai dengan /cehutuhan 
hukum go/ongon-ga/ongan tertentu dan masyarakat". 

Adanya jaminan perlindungan hukum oleh Konstitusi dan pertll!dang

undangan tidak berarti setiap orang hebas berbuat sesuatu. Tidak berarti 

para bakim, jaksa dan polisi bisa berbua! semaunya. Tidak berarti oknum 

pemerintab bisa berbuat tanpa batas. Sebab kehebasan tanpa batas adalah 

kesewena.J:1g~wenangan. 

Masih banyak pasal-pasal UUDS 1950 yang mengandung azas 

persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum seperti pasal 32 

yang menyebutkan: "Bahwa setinp tnanusia dalam wilayah Negara harus 

patub kepada Undang-undang, tidak lupa memperhatikan aturan-aturan 

hukum yang tidak tertulis". Kemud:hul dalam pasal 11 disebutkan hahwa 

adanya larangan siknaan dan bukuman ganas atau menghina. Dalllll! pasal 

12 dianut pula larangan kesewenang-wenangan penangkapan. Dikatakan 

daillll! pasal 12 yaitu: "Melarang tangkapan atau tahanan yang tidak 

berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang sah sesual 

dengan Undang-undang yang mengatur dalarn hal mana tindakan itu boleh 

diambil dan menurut cara npa tindakan itu harus dijahmkan". Larangan ini 

juga ditujukan kepada lembaga penegak hukum, khususnya kejaksaan dan 

kepolisian untuk menghindarkan tindakan pengurangan kebebasan pribadi 

(Vrijheidsberoving) sewenang-wenang. 

Penangkapan sewenang-wenang bukan saja merupakan pelanggaran 

hak azasi warga negara, tetapi dnpat merusak citra lembaga penegak 

bukum. Suatu hal yang menjol dari UUDS 1950 ini, adalah dianutnya 

secara tegas azas "Nu//um Poena Sine Culpa" dan "Nul/um Poena Sine 

Lege". Ditinjau dari sudut tala negara, ini merupakan prospek terbinanya 

perlindungan warga negara dengan memperlakukan kesllll!aan di hndapan 

hukum Tentu saja sebagai kutlllekuensi logisnya maka setinp oknum 

penguasa atau penegak hukum wajib melindungl warga negara dan 

memperlakukannya sarna di hadapan hukum. Azas lnl disebutkan daillll! 
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pasal 14 ayal (I) dan (2) UUDS 1950. Azas"Nullum Poena Sine 

Cupa"pada ayal (1) dan "Nullum Poena Sine Lege" pada ayal (2) dan (3). 

"Nullum Poena Sine Lege" berarti babwa orang hanya dapat unluk 

dihukum dan dijatuhi hukuman berdasarkan alasan babwa ia melanggar 

aturan hukum yang Ielah berlaku pada saat ketika ia melanggarnya. 100 Ayat 

(3) menenlukan babwa hila aturan hukum itu diubah setelah 

pelanggarannya, maka yang dipakai adalab aturan hukum yang paling 

tingan. Azas ini bertalian erat dengan azas Negaru Hukun1 dan dalam 

ketentuan-ketentuan dalarn Kilab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), babwa baik tuntutan maupun keputusan hakim harus didasarkan 

alas pasal-pasal aturan hukum yang harus disebul dengan tegas. 

Konsep "Equality Before The Law" yang dianut Konstitusi RIS dan 

UUDS 1950 sebenarnya lebih lengkap daripada UUD 1945 terutarna sekali 

yang mengatur masalab hak-hak warga negara Berbeda dengan UUD 1945 

dalarn UUDS 1950, ketentuan lenlang hak-hak azasi manusia diatur secara 

lengkap khususnya terdapat dalam pasal 7 sampai pasal 38. Ketentuan 

lermaksud dakarn UUDS 1950 tidak her1aku lagi sejak Dekrit Presiden 

1959101 

Teori "equality before the law" yang dianut oleh UUD 1945 

mengandung 2 pengertian yaitu: 102 

a Di satu pihak. semua warga negara sama dihadapan hukum dan 

pemerintahan; 

b. Di lain pihak semua warga negara wajib mematuhi hukum dan 

pemerintahan. 

100G.J. Wolhoff, Ibid., halaman 14. 

101Soenawar Soekowati, Pancasi/a dan Hale-hale Amsi Manusia, (Jakarta: 
CV."Akadoma", 1977), balaman 47-48. 

102 1Wnly Hutabarat. op.cit. halaman 56. 
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Berdasarkan konstitusi 1945, konsep "equality before the law" 

merupakan suatu mala rantai antara hak dan kewajiban yang harus 

berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. kesarnaan dihadapan 

hukum berarti semua warga negara harus diper1akukan adil oleh aparat 

penegak hukum dan pemerintah. Kesamaan dihadapan pemerintah berarti 

semua warga negara sama dalam perlakuan pemerintah, sama dalam 

peraturan pemerintah dan sarna haknya untuk menduduki posisi 

pemerintahan menurut prosedur yang lazim berlaku103Demikian juga 

setiap warga negara berhak untuk menjadi pegawai negeri. Dan setiap 

pegawai negeri adalah milik rakyat, bangsa dan negara dan bukan milik 

segolongan pihak yang berkuasa atau partai politik yang berkuasa saja. 

Di sisi lain warga negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan

peraturan yang berlaku. Meskipun warga negara bebas untuk rnenuntut 

haknya, tetapi kebebasan itu tidaklah seperti kebebasan demokrasi barat 

yang bersumber "men are created free and equal endowed by their Creater 

with certain unalienable Rights". 104 Kebebasan yang dimiliki warga negara 

di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Setiap orang bebas 

bersuara asalkan pendapatnya tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. 105demikian pula pemerintah, berhak mengadakan 

penangkapan warga negara, asalkan penangkapan itu bisa 

dipertanggungjawabkan secara hukum 

Teori dan konsep "Equality Before The Law' seperti yang dianut 

dalam pasal 27 ayat (I) UUD 1945 merupakan dasar perlindungan warga 

negara agar diperlakukan sama di hadapan hukurn dan pemerintahan atau Civil 

Equality. Oleh karenanya asas equality before the law haruslah menjadi 

pedoman bagi pembuat Undang-Undang dalam merumuskan suatu Undang

Undang, dengan kala laln setiap produk Undang-Undang yang telah 

103Jbid 

104 Ibid 

105R. Witjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, op. cit., Halaman 18. 
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diundangkan wajib diliputi oleh jiwa dari asas "Equality Before The Law" 

sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 karena Negara kepublik Indonesia 

adalah negara yang berdasarkan alas Hokum. 

C. Penyldikan tindak pidana korupsi di Indonesia 

1. Pengertlan korupsl 

Korupsi berasal dari bahasa latin: corruption = penyuapan; corruptore 

= merusak, sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia disebut ''korupsi" 

yaitu gejala dimaoa para pejabat, badan·hadan negara menyalabgunakan 

wewenang dengan tetjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan 

lainnya106
. Ada beberapa pengertian harfiab kala korupsi, diantaranya 

adalab: 

a. Kebusukan, keburukan, kehejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak 

bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang 

menghina atau memfitnah 107
. 

b. Pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati 

kepercayaan 108 

c. Menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi109 

Pelaku korupsi pada umumnya menyalahgunakan kekuasaan atau 

jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Korupsi dikategorikan sebagai 

kejabatan kerab putih (white collar crime) mengingat pelaku korupsi yang 

mempunyai status sosial dan kedudukan yang terhorrnat. Istilah tersebut 

pertama kali diciptakan oleh Edwin H. Sutherland dalam suatu presidential 

addres didepan American Sociological Society pada tahun 1939, yang 

menyatakan bahwa white collar crime adalab kejabatan yang dilakukan 

106Evi Hartanti, nndak Pi dana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 8 

107 Andi Ham.zah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Opcit., hal. 7 

10s Ali Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal vii 

109 Robert tditgaard,Abaroa, Ronald Maclean & Parris, H. LindSey, PenuniWI 
Pemberantasan Koropsi dalam Pemerintahan Daerah, op.cit. Ha1.2. 
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olen orang-orang yang terhonnat dan status soslal yang tinggl dalam kaitatt 

dengan okupasinya (jabatannya) 110 

Dari uraian diatas, maka jika membicarakan tentang korupsi memang 

akan menemukan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, karena korupsi 

menyangkut segi-segi moral, sifat dan jabatan yang busuk, jahatan dalam 

instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan 

karena pemberian, fuktor ekonotni dan politik, serta penempatan keluarga 

atau goiongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatennya111
. Oengan 

demikian secara harfiah dapat ditarik kesimpulan babwa sesungguhnya 

istilab korupsi memiliki arti: 

penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusabaan dan 

sebagainya) untuk pribadi atau orang lain, 

busuk, rusak, suka memakei barang atau uang yang dipercayakan 

kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan 

pribedi) 1!1" 

Sedangkan menurut Undang-undang No. 31 tabun 1999 tentang 

Pernbarantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi antara lain 

adalah: 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu k01porasi 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonotnian negara 

(pasal2 Undang-undang No. 31 tabun 1999) 

perbuatan yang dengan tujua.n menguntungkan diri sendlri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalabgunakan kewenangan, kesempatan 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 

dapat merugikan keuangan negara (pasal 3 Undang-undang Nomor 31 

tahun 1999). 

I Ill Muladi, Flak Asasi ManiJ.'Jia, Politik dan Sislem Peradilan Pi dana. (Scrnaraog: 13adan 
Penerbit Universitas Diponegoro, 2002}, hal. 159 

'" Evi Hartantl, op. cit., hal 9 

Ill fbfd 
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Selain kedua pengertian korupsi diatas, pengertian korupsl yang lain juga 

diatur dalam pasal-pasallain dalam undang-undang tersebut. 

2. Penyldlk Ttndak Pidana Kornpsl 

Menurut pasal I angka I KUHAP, penyidik adalab pejabat polisi 

negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

Sedangkan pada pasal I angka 4 menyebutkan babwa penyelidik adalab 

pejabat polisi negara Republik Indonesia yar.g diberi wewenang oleh 

undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. 

Jadi perbedaannya ialab penyidik terdiri dari dari polisi negara dan 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang

undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari polisi negara saja. Dalam 

pasal 6 KUHAP ditentukan dua badan yang dibebani wewenang 

penyidikan, yaitu: 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang. 

Khusus untuk tindak pidana korupsi, institusi yang diberi wewenang untuk 

melakukan penyidikan adalab: 

a. Kejaksaan (Jaksa); 

Sejak diundangkannya KUHAP, kewenangan jaksa dalam 

melakukan penyidikan tindak pidana korupsi menjadi kontroversi di 

kalangan masyarakat dan dunia peradilan. Ada yang berpendapat babwa 

jaksa tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, namun ada yang 

berpendapat jaksa masih berwenang melakukan penyidikan. Sesuai 

dengan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP disebutkan babwa dalam 

waktu dua tabun sejak KUHAP diundangkan, maka terhadap semua 

perkara diberlakukan ketentuan KUHAP, kecuali mengenai ketentuan 

khusus acara pidana sebagairnana yang diatur dalam undang-undang 
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tertentu untuk sementara tetap berlaku sampai ada perubahan daniatau 

dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan ketentuan kbusus tentang acara pidana 

sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu adalah ketentuan 

kbusus acara pidana sebagaimana tersebnt pada: 

Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan 

Tindak Pi dana Bkonomi (UU No 7 Darurat tahun 195 1) 

Undang-undang tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 

No.3 Tahun 1971) 

Tindak lanjut dari ketentuan pasal diatas, dapat dilihat pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dimana 

dalam pasal17 menyebutkan bahwa: 

"Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana 
lersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan o/eh Penyidik, 
Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan ". 

Pada penjelasan pasal ini disebutkan bahwa wewenang penyidikan 

tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang 

tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang 

berwenang 1ainnya berdaaarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlakn. 

Kewenangan jaksa untnk rnelakukan penyidikan tindak pidana 

korupsi dipertegas dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalarn pasa1 30 

disebutkan bahwa dibidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan 

wewenang diantaranya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Sehingga dari uraian diatas 

Jaksa lllllSih berwenang untuk melaknkan penyidikan terhadap tindak 

pidana korupsl. 
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b. Kepollslan Negara RepubUk litdollesb; 

lletdasarkan Unclang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, da1am pasal14 huruf g disebutkan bahwa: 

"Kepolisian Negara Repub/ik Indonesia bertugas melakukan 
penye/idika11 dan penyidikan ter/uldap semua tlndak pidana sesuai 
dengan hukum acara ptdana dan perafuran pen.tndang-tmdangan 
lainnya". 

Dari ketentuan ini, Kepolisian berwenang melakukan penyidikan tindak 

pidana korupsi, karena Kepolisian Negara R1 berwenang melakukan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk 

tindak pidana korupsi. 

c. Kornlsl Pernberantasan Tindak Kornps! (KPK); 

Ketentuan pasa143 ayat (I) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan untuk 

mernbentuk Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi paling \arnbat 2 

tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Amana! tersebut ditindak 

lanjuti dengan dikeluarkannya Undang-undang Nornor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pernberatasan Tindak Korupsi. Badan ini mempunyai 

kewenangan antara lain melakukan koordinasi dan supervisi terbadap 

instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana 

korupsi; rnelakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap 

tindak pidana korupsi. 

3. Penyolldlkan dan Penyidlkan 

Jstilah penyelidikan dan penyidikan dipisabkan artinya oleh 

KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kala itu berasal dari 

kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, rnenelitim. Dalarn 

mengungkap suatu tindak pidana tidak terlepas dari upaya penyelidikan 

dan penyidikan, dimana penyelidikan adalah setangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 
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sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tldaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dengan undang-undang1u 

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik daiam hal 

dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang untuk mencari 

serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tindak pi dana yang !etjadi dan guna menemukan tersangkanya1 
". 

Penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisabkan satu sama lain. 

PeLyelidikan adalab sub sistem dari penyidikan, yang lujuannya adalab 

untuk mengumpulkan baban-bahan yang nantinya akan dipergunakan 

pada tabap penyidikan, apabila suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana yang diselidiki itu lernyala benar-benar suatu tindak pidana 

dan dapat dilakukan penyidikan 116
. 

Penyelidikan merupakan tindakan-tindakan yang mengawali 

penyidikan untuk menentukan suatu peristiwa itu termasuk tindak 

pidana. Apabila sudab ditentukan babwa peristiwa tersebut adaiab tindak 

pidana, maka sasaran penyidikan adaiab mengumpulkan bukti-bukti 

guna mernbuat terang tindak pidana tersebul dan rnenemukan 

tersangkanya. 

Menurut pasal 7 KUHAP, kewenangan yang yang dimiliki penyidik, 

antara lain: 

l. menerima 1aporan atau pengaduan dari seseorang tentong adanya 

tindak pidana 

2. melakukan tindakan pertama pada saat ditempet kejadian 

3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa Ianda pengenal 

diri tersangka, 

tl.t Indonesia. Undang-undang Ten lang Hukum Acora Pidona, UU No. 8 Tahun 1981, LN 
No. 76 Tahun 1981, TLN NO. 3209, pasall angb 2. 

"'Ibid, pasall angka 5 

116 Harm. M. Husein,Penyidikon dan Penunltt!an dalam Proses Pidana. (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1991 ), bal. 80 
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4. melakukan perumgkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan, 

5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan sural, 

6. mengambil sidik jari dan memotret sese orang, 

7. memanggil orang WJtuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 

8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara, 

9. mengadakan penghentian penyidikan, 

10. mengadakan tindaksn lain menurut hukum yang bertanggung 

jawah 

Begian-bagian hulrum acara pidana yang menyangkut penyidikan adatah 

sebagai berikutm: 

1. Ketentuan tentang aint-alat penyidik, 

2. Ketentuan tentang diketahuinya teljadinya delik, 

3. Pemeriksaan di ternpat ~adian, 

4. Pernanggilan tersangka atau terdakwa, 

5. Penahanan sementara. 

6. Penggeledaban, 

7. Pemeriksaan atau interogasi. 

8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di 

ternpat), 

9. Penyilaan, 

10. Penyampingan perkara, 

II. Pelimpahan perkara kepeda penWJtut umum dan pengembaliannya 

kepada penyidik untuk disempnrnakan. 

Dari uraian diatas maka tindakan pemeriksaan atau interogasi 

merupakan bagian dari tindakan penyidikan dan WJtuk kepentingan 

pemeriksaan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan 

pemanggilan terhadap: 

111 Andi Hatnzah, op. cit, hal. 118 
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I. tersangka, yang karena perbuatmmya atau keadaannya berdasarkan 

lrukti pennulaan yang cukup palut diduga sebagai pelaku tindak 

pidana, 

2. saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa berkaitan dengan 

penge!ahuan yang dimiliki saksi rnengenai suatu tindak pidana, 

3. ahl~ orang yang memiliki keahlian khusus tentaag hal yang diperlukan 

untuk rnembuat terang suatu tindak pidana 

Mernenuhi panggilan penyidik adalah kew'\iiban hukum (Lega! 

Obligation). tersangka, saksi ataupun ahli wajib datang memenubi 

paaggilan untuk diperiksa, kecuali mereka yang karena pekerjaan, harkat 

tnarlaba! atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta 

dibebaskan dari kewajibannya untuk memben"kan keterangan sebagai 

saksi"'- Bahkan orang yaag tidak menuruti panggilan penyidik diancarn 

dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 216 KUHP, yaitu: 

"Barang siapa yang tidak menurnti perintah atau permintaan yang 
dilakukun menurul undang·undang o/eh p4abat yang berdasarkun 
tugas mengusut atau memeriksa tindak pi'dana, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu a/au pidana 
denda paling banyak sembi/an ribu rupiah" 

Dalam hukum pidaua, tidak ada satu ketentuan hukum yang 

memperbolehkan pemenuhan panggilan dengan jalan diwakilkan kepada 

orang lain, kecuali dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Apabila 

yang dipanggil tidak mentaati panggilan terscbut, maka yang bersangkutan 

te!ah melanggar kewajiban yaag dibebankan hukum kepadanya dan apabila 

panggilan pertama tidak dipenuhi, maka penyidik dapa! memanggil sekali 

lagi dengan mengeluarkan perin!ah kepada petugas untuk membawanya 

kehadapan pejabat yang memanggilnya119.Namun khusus pemanggilan 

terhadap pejaha!-pejabat negara tertentu yang berkaitan dengan keperluan 

us Indonesia. Undang-wuJang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 19&1, LN 
No. 76Tahun 1981, TLNNO. 3209,pasali70ayat(l) 

"'Ibid., pasal112 ayat (l) dan (2) 
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pemeriksaan suatu tindak pidana, harus mendapat ijin dari Presiden atau 

pejabat yang berwenang lainnya berdasarkan ketentuan perundang

undangan yang berlaku. 
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PROSEDUll JJJN PEMERIKSAAN PEJABAT NEGARA TERTENTU. 

A. Pemerlksaan Terhadap Pejabat Negara Tertentu 

1. Pejabat Negara dan Penyelenggara Negara 

Pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting 

sebagai unsur pimpinan"•. Sedangkan pengert.ian pejabat negara sendiri 

adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggiftinggi negara sebagaimana 

dimaksud dalarn Undang Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya 

yang ditentukan oleh undang-undang121
• Pejabat negara berkaitan dengan 

penyelenggara negara. Menurut pasal 21 Undang-undang Nomor 28 tahun 

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme, penyelenggara negara adalah: 

1. Pejabat Negara pada lembaga Tertinggi Negara, 

2. Pejabat Negara pada Lcmbaga Tinggi Negara, 

3. Menteri, 

4. Gubernur selaku Wakil Pernerintah Pusat di daerah, 

5. Hakim di semua tingkat Pengadilan, 

6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, 

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategjs dalam kaitannya dengan 

penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan yang berluku. 

Dari kriteria penyelenggara negara diatas, muku sebagian besar 

penyelenggara adalah pejabat negara. 

Pejabat negara tetdiri dari '" : 

120 Sudarso!lO, op. eft., hal 190 

121 Indonesia, Undang~undang fimtang Petubahtm Atas Undang~undaug Namor 8 tahun 
/974 t<ntang Po/lQk Pokok K<pegowaian, UU No. 43, LN No. 169 Tahun 1999, 1'LN No. 3893, 
pasall illlgU 5 

"' Ibid., pasall! 
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a. Preside!! dan Wakll Preslden; 

b. Ketua, Waldl ketua dan Anggota Majelis l>emusyawaratan Rakyat; 

c. Ketua, Waldl Ketua dan Anggota Dewan Porwaldllln Rakyat; 

d. ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah 

Agung, serta ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan 

Peradilan; 

e. Ketua, Waldl ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 

f Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

g. Menter;, dan jabatan setingkat menteri; 

h. Kepala Perwakilan R1 di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta 

Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 

i. · Gubernur dan Wakil Gubernur; 

j. Bupati /Walikota dan Wakil Bupati/Wakil WaUkota; 

k. Pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Meskipun ketentuan tentang pejabat negara diatur dalam Undang

undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian, namun pejabat negara tidak 

termasuk pegawai negeri, kecuali pejabat negara tersebut adalah memang 

peguwai negeri yang diangkat sebagai pejabat negara. Pegawai negeri yang 

diangkat menjadi pejabat negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari 

jabatau organiknya selama menjadi pejabat negara taupa kebilangan 

statusnya sebagai pegawai negeri '"' 

2. Ijln Sebelum Melakukan Pemerlksaan Terhadap Pejabat Negara 

Tertentu 

Sebagaimaua telab diuraikan pada bah pendabuluan, babwa Wltuk 

rnelakukan pemetiksaaan terhadap pejabat negara tertentu diperlukan 

adanya ijin dati pejabat yang barwenang member! ijin sebelum melakukan 

pemetiksaan. Pengerttan ijln menurut beberapa kamus babasa Indonesia 

adalah sebagai betikut: 

'"'Ibid. pasal! t. 
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- Perkenan, pernyalaall mengabulkall, tiada melarang124 

- l'emyalaall mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya), persetujuan 

metnbolebkall12
' 

- Suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan 

oleh undang-undang'" 

Sedangkan pengertian pemertksaan117 adalah 

- perhuatan mengusut (perkara), menanyai orang untuk mengetahui salah 

tidaknya, mempertimbangkall dan mengadili (perkara) 

- hasU memeriksa 

- penyelidikan, pengusutan (perkara dsb) 

DaTi uraian diatas, pengertian ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat negara 

tertentu adalah pemyataan mengabulkan atau persetujuan dari pejabat yang 

berwenang memberi ijin, untuk membolehkan melakukan pemeriksaan 

terbadap pejabat yang bersangkutan atau yang dimintakan ijin. 

Ketentuan tentang adanya ijin sebelurn melakukan pemeriksaan 

terbadap pejabat negara tertentu tidak merupakan bagian dari ketentuan 

tentang Tala Cara Tindakan Tindakan Kepotisian terhadap pejabat negara 

tertentu yang diatur dalam: 

- Undang-undang Nomor 13 tahun I 970 tentang Tala Cam Tindakan 

Kepolisian terhadap Anggotal Pimpinan MPR dan DPR, 

Ketetapan MPR Nomar YMPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Instruksi Presiden Rl Nomor 9 Tahun 1974 tanggal 15 Juni 1975 

tentang Tata Cara tindakan Kepolisian Terhadap Pimpinan!Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I dan Tingkat U 

'" W.J.S. Po~to,op.cll., lu!l. 390 

"' Sud'""""o, op. ell., lu!l. 189 

'" c.s.t.!Umslt, dan lUmslt Chrlsttnc s:t.,op. cit .. lu!l54 

1
"' W.l.S.J>oerwudlll1!llnto,op. cit., hat. 739 
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Dati ketentuan perundang-undangan diatas, yang dimaksud dengan 

Tindakan Kepolisian ialah: 

1. pernanggilan sehubungan dengan tindak pidana, 

2. meminta keterangan tentang tindak pidana, 

3. penangkapan, 

4. penahanan, 

5. penggeledahan 

6. penyitaan. "' 

Sehingga sehe!um melaknkan tindnkan kepolisian terhadap pejahat-pejahat 

negara tertentu, harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur tentang perlunya prosedur ijin dari pejahat yang herwenang . 

memharikan ijin. 

3. Pejabat-pejabat Negara yang Memerlukan ljln Pemerlkaaan 

Tidak semua pemeriksaan terhadap pejahat negara memerlukan ijin 

dari pejabat yang herwenang memberi ijin. Pejabat-pejahat negara yang 

memerlukan ijin sebelum dilakakan pemeriksaan terhadap pejahat tersebut, 

antara lain adalah: 

1. Anggota Leglslatlf (DPRIDPRD Provlnsi/DPRD Kabupaten!Kota) 

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 

dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur tenlang 

mengenai lata cara melakukan penyidikan terhadap anggota legis Iatif. 

Pasall06 undang-undang ini menyebutkan hahwa: 

a. Anggota MPR, DPR dan DPD yang diduga melakukan tindak 

pidana maka pemanggilan (leiTilaSuk pemanggilan sehagai sakei), 

128 Pengertian tindak.an Kepolisian ini sesuai dengan Ketelapan Ml'R Nom or l!MPRIJ 973 
pasal 14; Undang-urulang Nowor 13 oiliun 1970 tmtang Tala Car.! Tindakm Kepofisian Terhadap 
Anggota l!'impinan Majelis PmnuS)'llwat- Rakyal Sementara dl!ll llewan P«wllldlan Rakyat 
Gotong Royong, UU NO. 13 oiliun l970,pasa1 I ayat (I); dan lnslroksi l'residdl IU Nnmot 9 
Tahun 1974 tanggal 15 Jwd 1975 t<ntang Tala Cara tlndakan Kepolisian tethadap 
Pimpioanl Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah tillgkst 1 dan Tiogbt tt, pada bagian 
lempiran, 

UnlvetsHas Indonesia Pertentangan Pasal..., Ronald Ferdinand Worotikan, FH UI, 2009



77 

permintaan keterangan (pemeriksaan) dan penyidikan hatus 

mendapat persetujuan tertulis secata langsung dari Presiden (tanpa 

hak substi!UBl), 

b. Anggota DPRD Provinsi yang diduga melakukan tindak pidana 

maka pemanggilan (termasuk pemanggilan sebsgai saksi), 

permiataan keternngan (pemeriksaan) dan penyidikan harus 

mendapat persetujuan tertulls secara langsung dari Menteti Dalam 

Negeri alas nama Presiden (tanpa hak substitusi), 

c. Anggola DPRD K.abupaten!Kota yang diduga melakukan tindak 

pidaua maka pemanggilan (termasuk pemanggilan sebagai saksi), 

permintaan keterangan (pemeriksaan) dan penyidikan harus 

mendapat persetujuan tertulls secara langsung dari Gubemur alas 

nama Menteri Dalam Negeri (tanpa bak substitusi), 

Ketentuan diatas tidak berlaku bagi anggota MPR, DPD, DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD K.abupaten/Kcta, apabi!a tindak pidana ynng diduga 

dilakakan tergolong sebagai tindak pidana korupsi atau tindak pidana 

terorisme atau tindak pidana lain dalarn keadaan tertangkap Iangan. 

Namun bagi penyidik masih ada kebarusan untuk melaporkan dalam 

waktu 2 x 24 jam kepada pejabat yang berwenang sebagaimana 

disebutkan pada angka I ,2, dan 3 diatas untuk memperoleh ijln a tau 

persetujuan. 

2. Plmplnan dan Hakim Mahkantah Agung 

Dalam Undang-undang Nomor 14 tabtu1 1985 tentang Mahkamah 

Agung pasal 17 sebagaimana telab dirubab dengan Undang-undang 

Nomor 5 tabun 1985 lentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 

tahun 1985 tentang Mabkamah Agung, diatur bahwa penangkapan atau 

penahanan terhadap Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim 

Anggo!a Mahkamah Agung dilakukan alas perintab Jaksa Agung setelah 

mendapat persetujuan Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal 

teriangkap Iangan melakukan tindak pidana kejabatan atau betdasatkan 

bukti pettnulaan yang cukup, disangka melakukan tindak pidana 
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kejahatan yang diancam dengan pldana mali atau tindak pidana kejahatan 

terhadap keamanan tleglll'll, namun pelaksanaan penangkapan atau 

penahanan lni batus dilapotkan kepada Jaksa Agung. 

3. Pimpln.on dan Hakim Pengadllan 

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum sebagaimana Ielah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 

tahun 2004 tentang Perubahan ai:a.'l Undang-undang Nomor 2 Tahun 

1986 tentang Peradilan Umum diatur tentang penangkapan dan 

penabanan terhadap Hakim dan Pimpinan Pengadilan. Dalam pasal 26 

undang-undang ini disebutkan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Hakim 

Pengaditan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah laksa Agung 

setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketentuan ini 

juga berlaku untuk Hakim pada Pengadilan Tala Usaha Negara. climana 

cla1am pasal 26 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 !~tang Peradilan 

Tata Usaha Negara sebagaimana Ielah dirubah dengan Undang-undang 

Nomor 9 tabun 2004 tentang Perubahan Alas Nomor 5 tahun 1986 

tentang Perndilan Tala Usaha Negara menyebutkan bahwa Ketua, Wakil 

Ketua dan Hakim Pengadilan Tala Usaha Negara dapat ditangkap atau 

ditahan banya alas perintab Jaksa Agung juga setelah mendapat 

pen;etujuan dari Ketua Mahkarnah Agung. Sedangkan untuk Ketua, 

Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Agama. menurut pasal 25 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat 

dilangkap atau dilahan alas perintah Jaksa Agung setelah mendapat 

persetujuan Ketua Mahkamah Agung clan Menteri Agama 

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan 

diperlukannya ijin hanya untuk tindakan penangkapan dan penahanan 

terbadap Ketua. Wakil Ketua. Ketua Muda dan Hakim Agung Anggota 

Mahkarnah Agung serta Ketua, Wakil Ketua clan Hakim pengadilan 

(sebagaimana disebutkan clalarn angka 2 dan angka 3 diatas), namun 
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fatwa Mahkamah Agung 1U 120 tnenyalakan bahwa tnesklpun ketenluan 

perundang-undangan hanya mensyaratkan penangkapan dan penahanan 

lerhadap hakirn alas perintah Jaksa Agung selelah tnendapat persetujuan 

Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakirnan!Menteri Agatna, 

natnun untuk memanggU alau memlnta keterangan-pun harus ada 

perinlah Jaksa Agung selelah mendapal persetujuan Menleri 

Kehakiman!Menleri Agatna, sepanjang hal ilu dilakukan dalam 

hubungan adanya dugaan bahwa seorang hakim Ielah melakukan tindak 

pidana alau menjadi saksi dalam perkara pidana (pemanggilan pro 

yuslisia) 

Namun kelenluan ijin tersebut lidak berlaku dalam hal Ketua, Wakil 

Kelua dan Hakim Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama alau 

Pengadilan Tala Usaha Negara lertangkap Iangan melakukan tindak 

pidana kejahatan, disangka Ielah melakukan tindak pidana kejahalan 

yang dian cam dengan pi dana mali, atau disangka Ielah melakukan tindak 

pidana kejahatan lerhadap kearnanan negara. 

4. Anggota Badan Pemerlksa Keuangan 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksaan 

Keuangan mengalur lentang Tindakan Kepolisian Terhadap Anggola 

Badan Pemeriksa Keuangan, yailu dalam pasal IS ayal (1) menyalakan 

bahwa terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat 

dikenakan tindakan Kepolisian guna pemeriksaan suatu perkara kecuali 

alas perinlah Jaksa Agung selelah terlebih dahulu menadapal persetujuan 

Presiden. 

Dikecualikan dari kelentuan dialas adalah apabila anggota Badan 

Pemeriksa Keuangan tertangkap Iangan melakukan suatu tindak pidana 

yang diancam dengan hukuman lebih dari satu tahun penjara, maka ia 

"' Patwa Mahkamah Agung Rl Nomoro KMAII125!lUISNllU1991 tsnggalll Agustus 
1991, perihal Permohonan Fatwa yang dikeluarkan untuk menjawab Sural Ja.ksa Agung RI Nomor 
B-029/A-5/7/1991 tsnggal12 Juli 1991 perihal l>ennohonan Patwa mmgenal pmy!dikan tethadap 
para hakim, baik Hakim Agung, Hakim Pengadilan Umnm maupnn Hakim l>engudilan Aguma. 
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dapat dilangkap dan ditahan paling lama dua kali dua puluh etttpat jam. 

Namun penahanan tersebut hams dilaporkan kepada Jaksa AWJfill untuk 

kemudian dilaporkan kepada Preslden. Penahanan lebih lanjut hanya 

dapat ditaksanakan alas petintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu 

diperoleh persetujuan Presiden. 

5. Kepala Daerah dan Waldl Kopala Daerah (GubemuriWakll 

Gubernur dan Bupallr.Vakll Bupatl, Wallkota!Waldl WaHkota) 

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, pasal 36 ayat (1) tttenyatakan bahwa tindakan 

penyelidikan dan penyidikan terbadap kepala deetah da.n/atau wakil 

kepala daerab dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari 

Presiden alas permintaan penyidik. Namun apabila ijin tersebut tidak 

diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 ( enam puluh) hari 

terbitung sejak diteritnanya permohonan, proses penyelidikan dan 

penyidikan terhadep kepala daerah da.nlatau wakil kepala daerah tetap 

dapat dilakukan. 

Ketentuan terhadap kepala da.nlatau wakil kepala daerah ini lebih luas 

dari keten\uan teriladap pejabat-pejabat negara yang lain, karena dalam 

undang-undang ini disebutkan tindakan penyelidikan dan penyidlkan, 

yang berarti seluruh tindakan yang merupakan bagian dari penyelidikan 

dan penyidikan, yang meliputi antara lain pemanggilan, pemeriksaan, 

penyitaan, penggeledeban, penangkapan, penahanan dan tindakan Jain 

yang termasuk dalam lingkup tindakan penyelidikan dan penyidikan. 

Namun ketentuan diatas tidak berlaku dalam hal Kepala Daerab da.n/atau 

Wakil Kepala Daerah tertangkap Iangan melakukan tindak pidana 

kejahatan, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang 

diancarn dengan pidana mall 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Si 

Untuk mempetjelas pejabat-pejabat negara yang memerlukan ijin 

sebelum dilakukan pemeriksaan dan pejabat yang berwenang 

memberikan ijin dapat dilihat pada label dibawab ini: 

Tabel 3.1. Tabe1 Daftar pejabat-pejabat negara yang memerlukan ijin sebelum 

dilakuk.an pemeriksaan dan pejabat yang berwenang memberikan ijin. 

PIDABATNEGARAYANG PEJABAT YANG 

MEMERLUKAN IJIN MEMBER1KAN JJIN 

PEMER!RSAAN 

Anggota MPR, DPR, DPD Presiden 

Hakim Agung, Presiden 

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Presiden 

Gubernur, Bupat~ Walikota Presiden 

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Ketua Mahkamah Agong dan 

Pengadilan Agama Menteri Agama 

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Ketua Mahkamab Agung 

Pengadilan Negeri 

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Ketua Mahkarnah Agung 

Pengadilan Tala Usaba Negara 

Anggota DPRD Povinsi Menteri Dalam Negeri 

Anggota DPRD Kabupaten/ Gubernur 

Kotarnadya 
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B. Latar Belalamg dlberlakubnnya ketentnan tentang ljln Pemerlkllaan 

bag! !>ejabat Negara 'l'ertentu 

1. Menjaga Kewlbawaan dan Martabat Pejabat Negara 

Menurut Sofyan Sitompul130, Jatar belakang perlunya ijin sebelnm 

melakukan pemeriksaan terbadap pejahat negara tertentu, didasarkan pada 

pertimbangan hahwa pejahat negara merupakan cerminan atau 

representasi dari negara. Pejahat negara merupakan bentuk nyata dari 

negara, sehingga untuk melaknkan pemeriksaan, penangkapan atau 

penahllllllll barns dilaknkan dengan hati-hati dan benar. Hal ini betkaitan 

dengan kedudnkan dan martabat sebagai pejabat negara yang harus 

dibargai dan dijaga kewibawaannya. Mengingat pejabat negara diangkat 

dan diberhentikan oleh Preaiden, maka perlunya prosedur ijin tersebut 

adalab sebagai bentuk kahati-hatian agar pejabat-pejabat tersebut tidak 

diperlakukan secara sembrono dan semena-mena yang pada akhirnya akan 

rnenjatuhkan martabat dan wibewa pejabat negara tersebut 

Dari segi harfiah yang dimaksud dengan martabat adalah tingkatan, 

derajat, pangkat, gengsi131
; wibawa, kewibawaan adalah kekuasaan dan 

hak memberi perintah (yang barns ditaati)m, sedangkan kedndnkan adalah 

tinggi rendahnya pangkat dalam jabatan dan masyarakat1". 

Pejabat-pejabat negara tertentu tersebut adalah pejabat yang 

memegang kekuasaan negara dibidang eksekutif, legisiatif maupun . 
yudikatif Mereka adalah orang-orang terpilih yang diberi amana! dan 

kepercayaan dari negara dan masyarakat untnk melaksanakan tugas-tugas 

negara dalam k:etiga bidang kekuasaan tersebut, sehlngga apabila pejabat

pejabat tersehut diduga terlibat suatu tindak pidana yang berkaitan dengan 

'" So!y.m Sit0111pul, llirelrtur lltigas~ Dkekiorat Jendera! Peraturan Pa1llldang-
1ltl.dl:W.gan Depattew.cn Hukuru dan Hak Asasi Milllusia, basil wawancara tanggal 14 Juni 2009 

m WJ.S. l'oerwodattninto,op cit. hat '634 

'"Ibid hal. I lSI 

"' lbld. hal. 260 
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lt!gas-tugasnya, maka dia harus diperlakukan dengan hatl-hati dan lidak 

semena-mena agar lidak menjaluhkan martabal dan kewibawaan pejabat 

lersebut. 

Hal ini juga dapal dilihal dati dasar normalif peraturan perundang

undangan lerkail yang mengalur lenlang kelentuan ijin pemeriksaan 

lerhadap pejabal lertenlu. Setelab dilakukan penelilian lerhadap undang

undang lerkait, maka dasar normalif alaupun pertimbangan 

diberlakukannya ketenluan lersebul, disebulkan anlara lain sebagai 

berikut: 

a. Untuk menjamln dan menjaga martabat, wlbawa dan poslsl 

pejabat negara yang hams dlhormatl. 

Dasar pertimbangan ini dapat dilihal pada bagian pertimbangan dati 

Undang-undang Nomor 13 tabun 1970 lentang Tala Cara Tindakan 

Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan 

Rakyal Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyal Golong Royong, 

yang menyebutkan bahwa dalam rangka menjamln martabat Majelis 

Hakim Permusyawaratan Rakyat Sementara Dewan Perwakilan Rakyat 

Golong Royong, per1u diadakan ketentuan tentang Tata cara lindakan 

Kepolisian terhadap Anggota/Pirnpinan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Golong Royong. 

Pertimbangan serupa juga dapal dilihal pada Inpres Nomor 9 lahun 

1974 lenlang Tala Cara Tindakan Kepolisian lerhadap 

Pimpinan/Anggola Dewan Perwaltilan Rakyal Daerah/Tingkat I dan 

Tingkal II, yang menyalakan Tala Cara Tindakan Kepolisian terhadap 

pejabat negara lersebul dilakukan untuk menjaga martabat dan 

wlhawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkal I dan Tingkal II. 

Sedangkan unluk pimpinan ataupun anggola haltim pengadilan, 

pemberlakuan kelenluan ijin tersebut menurul Fatwa Mabkarnab Agung 

lU Nomor: kMAII25/lUISNIW1991 tanggal 31 Agustus 1991 

didasarkan pada pertlmbangan poslsl haldm yang harus dlhormatl. 
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Jadi ketentuan tentang adanya ptosedure ijitl tetsebut adal<lh utttuk 

rnenjatnin kewibawaan, martabat dan kedudukan dari pejabat negara 

tersebut yang harus dihonnati oleh masyarakat, termasuk juga oleh 

aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan tethadap pejabat 

tersebut. 

b. Untuk menjamln pelaksanaan tugas darl pejabat negara yang 

bersangkutna. 

t>alam melaksanakan tugas yang dibebankan negata kepadanya, 

pejabat negara memerluksn jatninan agar dapat melaksanakan tugasnya 

dengan balk. Hal inl dapat dUihat dalam penjelasan pasal IS Undang

undang Nomor 15 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

disebutkan bahwa maksud diberlakukannya ketentuan tentang lata cara 

tindakan kepolisian terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan 

adalah agar anggota Badan Pemeriksa Keuangan dapat leluasa dan 

dengan sebaik-baiknya melakukan tugas, deagan mendapat jaminan 

hukum sebagaimana mestinya sebagai anggota lembaga tinggi negara. 

c. Untuk menjamin agar tldak tetjadi keboeoran lnformasl yang 

berkoitan dengan rahasia jabatan yang dipangkunya. 

Bordasarkan jabatannya, seorang pejabat negara terikat kepada 

kewajiban untuk menjaga informasi yeag sifatnya rahasia, baik itu 

informasi rahasia yang berkaitan dengan jabatan yang dipangkunya atau 

informasi yang berkaitan dengan rahasia negara yang sifatnya sangat 

rahasia dan tidak boleh dibocorkan kepada publik. Mardjono 

Rekaodiputro berpendapat bahwa ketentuan ijin untuk melakukan 

pemeriksaan terbadap pejabat negara dimaksudkan agar pejabat atasan 

dati pejabat yang dipen'kaa mengetahui perihal adanya pemeriksaan 

tersebut. 

Pemberitahuan terhadap pejabat atasannya wajib di!akukan karena 

dengan dipangg:il dan dipen'kaanya pejablll negara o!eh pihak penyidik, 

maka besar kemungkinan porneriksaan tetsebut dapal membuka 
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keterangan-keterangan yang sebenamya bukan untnk umum dan 

merupakan bagian dari rabasia jabatan yang diembannya Oleh karena 

itu diperlnkan adanya pemberitabuan terlebih dabulu kepada pejabat 

atasan dari pejabat negara yang akan diperiksa. 134 

Sebaliknya menurut Mardjono Reksodiputro, pejabat atasan dari 

pejabat negara yang akan diperiksa tersebut tanpa alasan yang sah tidak 

boleh secara sewenang-wenang menghalangi pemerik:;aan penyidik. 

2. Latar Belakang Sejarah 

Selain untuk rnenjaga martabat, wibawa dan posisi pejabat negara, 

adanya ketentuan tentang perlunya ijin sebelum melaknkan pemeriksaan 

terhadap pejabat negara, menurut Sofyan Sitompul135 juga tidak terlepas 

dari [alar belakang sejarah. Pada saat era Presiden Soekarno, Jaksa Agung 

Suprapto Ielah melaknkan pemeriksaan kepada dua menterinya tanpa ijin 

dari Presiden, karena pada saat itu memang tidak diatur tentang perlunya 

ijin Presiden sebelum melaknkan pemeriksaan terhadap pejabat negara. 

Jaksa Agung Suprato telah menangkap Menteri Kehakiman dan Menteri 

Luar Negeri tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden atau Perdana 

Menteri. 136 Menteri Luar Negeri, Roeslan Abdulgani dipersalahkan karena 

membawa sejumlah dolar Amerika ke luar negeri sedangkan Menteri 

Kehakiman, Djody Gondokusuma, disangka melakukan tindak pidana 

korupsi. Penangkapan atas kedua menteri tersebut rnendapat reaksi keras 

dari Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo dan Presiden Soekamo, yang 

meminta kepada Jaksa Agung agar kedua kasus tersebut dihentikan, 

bahkan terjadi perdebatan sengi! pada saat sidang kabinet terbatas, ketika 

Perdana Menteri meminta Jaksa Agung untuk mengabaikan kasus tersebut 

tapi Jaksa Agung tetap menolaknya dan memilih meneruskan 

134 Mardjono Reksodiputro, Hasil wawancara pada tangga16 Juni 2009 

135 Sofyan Sitompul, op.cit. 

136 Andi Hamzah, "Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", (Makalah 
disampaikan pada Seminar di Pusal Pmelitian dan Pengembangan , Jakarta, 28 September 2004) 
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penyelesaian kedua kasus tersebut137
• Dari latar belakang sejarah diatas, 

tnaka pada eta otde baru lahirlah berbagai ketenluat! perundaug-undangan 

yang nrensyaratkan perlunya ijin dari pejabat yang betwenang sebelum 

melakukan petnerlksaan terhadap pejabat negara tertentu. 

3. Latar Belakang Budaya Mlliter 

Menurut Satjipto Rahardjo"' kehidupan hukum, khususoya budaya 

hukum tnasyarakat, dari segi normatif sangat dipengaruhi oleh kondisi

kondisi budaya masyarakat secara makro yang sangat dekat dengan 

ultimate reality. Namun pada tingkat mewujudkan budaya hukum dalam 

tatanan riil dalarn suatu tmsyarakat, iofonnasinya akan sangat 

dipeogaruhi oleh tataoan politik dan tataoan ekonomi yang cenderung 

berorlentasi pada hal-hal yang praktis alau cenderung beradaptasi dengan 

tuntutan realitas. 

Setelah pemerintahan Soekarno "jatuh", maka pemegang kekuasaan 

negara adalah orde baru. l'residen, nrenteri-menteri dan pejabat-pejabat 

negara pada saat itu sebagian besar berasal dari kalangan militer. T erkait 

dengan latar belakang sejarah yang telah diuraikan pada angka 2 diatas, 

rezim orde baru sebagai pemegang kekuasaan negara saat itu, merasa 

perlu untuk melakukan kontrol atau pengendalian dalam pemeriksaan 

pejabat-pejabat negara tertentu yang diduga terlibat tindak pidana. Hal ini 

tidak terlepas dari budaya militer yang menganut slstem hirarki dan 

komando da1arn pelaksanaan tugas kemiliteran. Dalarn sistem militer, 

untuk melakukan tindakan terbudap seorang tentara harus sepengetahuan 

dan ijin dari atasan langsung, termasuk untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap yang betsangkutan. 

Hal inilah yang melatar belakangi pola piklr dan pola tindak dari 

penguasa orda baru yang sebagian besar berasal dari militer. Rezim m·de 

m lip 0. Yahya, Mengnadlli Menlerl Memeriksa Perwira, Jaksa Agung Suprapto dan 
Penegaknn Hukum di Indonesia Pen·ade 1950~1959, (Jakarta: Gramedia Pnstaka Utama, 2004), 
disarikan darihal44-54 dan 197-198 

"' Saijlp!o RJ!lulrdjo, Hukum dan Masyaral<at, (lal<arta: Angkasa, 195 1), hal. 25 
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baru identik dengan rezim militer, sehingga betpengaruh terhadap 

tindakan dan kebljakan yang 1ahir pada masa itu yang pada akbimya juga 

betpengaruh terhadap lahitnya ketentuan dalatn peraluran perundang· 

undangan yang memberikan perlakuan khusus betupa perlunya prosedur 

ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat·pejabat negara 

tertentu yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidaua. 

4. PoUtlk dan Hukum 

Dari ketiga hal diatas yang menjadi pertimbangan ataupun latar 

belakang lahimya ketentuan perundang·undangan yang memberikan 

perlakuan khusus kepada pejabat-pejabat negara tertentu, juga didukung 

oleh adanya kebendak politik yang melatarbelakanginya, karena hukum 

rnerupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi 

atau kristalisasi dati kehendak.kehendak politik yang sating barinteraksi 

dan saling bersaingan. "' 

Struktur organisasi pembentukan undang-undang adalah lembaga 

eksekutif dan legislatifyang didalamnya terdiri dari wakil-wakil go Iongan 

politik yang pada dasarnya memperjuangkan aspirasi-aspirasi politik. 

Lembaga eksekutif atau pernerintah pada dasarnya merupakan lembaga 

pelaksana undang.undang, namun dalam kenyataannya ia juga lembaga 

pembentuk undang-undang. Sehingga dilihat dari proses pembentukannya 

merupnkan proses yang penub aspirasi politik dari pemerintah atau 

penguasa yang mengakibatkan undang-undang produk kedua lembaga ini 

pada dasamya tidak lagi bersifat netral. 

Senada dengan pendapat ini adalah pemikiran dari alimn Critical 

Legal Stw:lies atau Gerakan Studi Hukum Kritis yang muncul pada sekitat 

tahun 1970-an di Amerika, dirnana ide dasar getakun ini bertumpu pada 

pemikiran bahwa hukum tidak dapat diplsahkan dari politik dan hukum 

tidak bebas nilai atau netral. Dengan ketn lain hukum deri mulai proses 

m Mohammad Mahi'hd .Ml). Polftik Hukum di Indonesia op.cit, hal 7 
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pembuatan sampai kepada pctnbetlakuannya selalu metlgalldtthg 

petnlhakall, sekalipun dalam liberal legal order, dibentuk akan keyakinan, 

kenetralan, obyektivitas, prediktibilitas dalam hukutn 1"' .l'endapat 

Mochtar Kusumaatmajal<l yang menyatakan politik dan hukum haros 

bekerja dan saling menguatkan melalui ungkapan ''Hukum tanpa 

kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah 

kelaliman", justru dalam prakteknya hukum seringkali menjadi cermin 

dari kehendak pemegang k::kuasaan. 

Penelusuran sejarah dan analisis terhadap hubungan antara knnfigurasi 

politik dan karakter produk hukum yang dilakukan oleh Mahfud 

MD"'menunjukkan bahwa karakter produk hukum senantiasa 

dipengaruhi oleh konfignrasi politik yang melahlrkannya, artinya 

konfignrasi politik tertentu selalu melahirkan karakter peuduk hukum 

tertentu, dimana kelompok dominan (penguasa) dapat membuat undang

undang atau peraturan perundang-undangan menurut visi dan dan sikup 

potitiknya sendiri yang belum tentu sesuai dengan jiwa konstitusi yang 

berlaku. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka 

karakteristiknya produk hukum yang dilahirkannya cenderung 

responsive/populistik, sedangkan konfignrasi politik yang otoriter akan 

melahirkan produkhukum yang konservatif/ortodoks/elitis. 

140 FX Adji Sameldo, Studi Hukum Kritis. K.ritik Terhadap Hukum Mrxiem, (Semarang: 
Badan Peoerbit Universitas Diponegoco, 2003), hal 65 dalam !l.R. Oljc Salman dan Anton F. 
Susanto, Teori Hukum, (Bandong: Refika Aditama. 2004), hal. 126 

141 MQcht.ar Kusumaatmadja. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan 
Nasional. (BandWlgo l.embaga Peoelitian Hukmn dan krlminologi Fakultas Hnlru!n IJ:N1> A!J,tt), 
hal4-5 

141 Moh. Mahfud MD, op, cit. hal376 ~ 381 
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"Produk Hukum yang responsive atau popu/istik adalalr praduk 
hukum yang mencenninkan rosa keadilan dan memenuhi harapan 
masyarakot, dalam proseB pembuatannya memberikan peranan 
besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau 
individu didalam masyarakat, sehingga hasilnya bersifat respansif 
terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam 
masyarakat. Sedangkan praduk hukum kansel1'atif atau ortodpks 
atau elitis ada/ah produk hukum yang isinya lebih mencenninkan 
visi sosial elit politik. lebih mencerminkan keingincn pemerintah. 
bersifat positivis instrumentalis, yakui menjadi a/at pelaksanaan 
Ideology dan program Negara .. 

Hal ini juga tercermin dati Perundang-undangan yang mengatur 

tentang tala cara tindakan kepolisian terbadap pejabat negara tertentu. 

Perat:uran perundang-undangan tersebut kebanyakan lahir pada masa orde 

baru yang bersifut otoriter, sehingga mempengaruhi terbadap produk 

hukum saat itu yang cenderung memberikan "perlakuan kbusus" terbadap 

pejabat negara tertentu, sehingga membutuhkan tala caralprosedur 

ternendiri untuk melakukan perneriksaan terhadap pejabat-pejabat negara 

tertentu yang diduga terlibat tindak pidana dibandingkan perneriksaan 

terhadap warga negara bias a 

Seiring perkembangan Indonesia kearah yang negara yang demokratis, 

sudah banyak dikeluarkan produk hukurn yang bersifat populistik, namun 

ketentuan tentang prosedure ijin sebelurn melakukan pemeriksaan 

terhadap pejabat negara tertentu ini tetap dipertahankan dalarn undang

undang yang lahir setelah lllliSa reformasi. Hal ini dapat dilihat dari UU 

Nomor 22 Tahun 2003 tenlang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, 

DPD, dan DPRD mengatur tentang mengenai lata cara melakukan 

penyidikan terhadap anggota legislatif dan UU Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerab. Meskipun ketiga undang-undang tersebut 

labir setelah masa refonnasi yang menandai pergantian dari lllliSa otoriter 

'" lbl4 hal. 25 
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meuuju keatah domakratls, tapi ketentuan tentang ijiu pemeriksaan 

terhadap pejabal terleutu tnasih tetap dicantutnkan. Kondisi ini menurut 

Karl Macl.eltn (Man and Society in an age of recomtrnction: 1950), 

dalam Soepomo144 hahwa "pun dizaman revalusi, adalah suatu kenyataan 

hahwa hal-hal yang lama dan hal-hal yang barn adalah carnpur baur'' 

("even in socalled revolutionary periods the old and new are blended"). 

Jadi lnellkipun rezim Ielah berganti tidak ser!a merta mengbapuskeu 

peninggalan rezim yang lama secara sekaligus. Peninggalan rezim yang 

lama akan bercarnpur baur dengan produk yang dibasilkan oleb rezim 

yang baru. 

C. I.fbt Pemerlksaan Pejabat Negara Tertentn dltbtjau Darl Perspektlf 

Prluslp Persamaan Kedudulmn dl depan Hukuru 

Sebagaimana telah diuraikan pada bab I, beberapa perundang-undangan 

yang berlaku saat ini telah mengatur tentang perlunya prosedur ijin dari 

pejabat yang berwenang sebelum melakukau pemeriksaan terhadap pejabat 

negara tertentu. Ketentuan tersebut memberikan perlukuan yang berbeda 

antera pejabal-pejabat negara tertentu dengan warga negara biasa, sehingga 

untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga negara biasa, penyidik dapat 

langsung melakukan perneriksaan terhadap yang bersangkutan tanpa melalui 

prosedur ijin, sedangkeu untuk melakukalt pemeriksaan tetbadap pejabat 

negara tertentu, penyidik hams meminla ijin terlebih dahulu kepada pejabat 

yang berwenang memberikan ijin sebe!urn me!akukan tehadap yang 

bersangkutan. 

Narnun disisi lain, dengan diberlakukannya UU Nornor 30 tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan yang 

mensyaratkan adanya ijin sebelum memeriksa pejabat-pejabat tertentu tldak 

bctlakn bagi kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KJ>K). Undang-undang memberikan wewenang kepada KJ>K untuk 

t« Soepottu>, Slstem Hukum Sebelum Perang Dunla Kedua. cet 16 Jakarta: Pradnya 
~aratlli!ll, 2002, hal. 5 
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melakukan tugas penyelidikan, penyldikan, dan penuntutan terhadap 

penyelenggara negara, tanpa ada harnbatan prosedur karena statusnya selaku 

pejabat negara"'. Hal ini dipertegas dalarn ketentuan pasal 46 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa: 

"Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh oleh 
KPK, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus 
yang ber/aku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku 
berdasarkan undang-undang ini" 

Kemudian dalarn penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan "prosedur kbusus" adalah kewajiban memperoleh ijin bagi tersangka 

pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan. 

Dari uraian diatas tergarnbar bahwa ketentuan perundang-undangan selain 

memberikan perlakuan yang berbeda antara warga negara biasa dan pejabat 

negara tertentu, juga memberikan perlakuan yang berbeda diantara pejabat

pejabat negafa itu sendiri, dimana untuk. perkara yang ditangani oleh KPK 

tidak lagi memerlukan ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap yang 

bersangkutan, sedangkan untuk perkara yang ditangani oleh Kejaksaan dan 

Kepolisian maupun Timtas Tipikor tetap mensyaratkan adanya ijin sebelum 

melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat tersebut. 

Perbedaan perlakuan terhadap sesarna pejabat negara antara lain dapat 

dilihat pada kasus korupsi yang melibatkan dua gubemur kepala daerah, yaitu 

Abdullah Puteh, Gubemur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Ali Mazi, 

Gubemur Sulawesi Tenggara. Meskipun keduanya berstatus gubemur, namun 

kedua kasus tersebut ditangani oleh dua institusi yang berbeda. Kasus korupsi 

Ali Mazi ditangani oleh Timtas Tipikor, sedangkan kasus Korupsi Abdullah 

Puteh ditangani oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

145 lihat pmje1asat1 umwn Undang-undatlg Nomor 30 tahun 2002 tentang ko.tnisi 
Pemberantasan tlndak Pidana Korup~ 
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a. Kasus !Cnrupsl Abdullah Puteh"' 

Abdullah Puteh, Guhernur Nangroe Aeeh Darussalam (NAD) 

diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proses petnbelian 

bellkopter Ml-2 PLL ll.ostov Rusia. Tindakan Abdullah Puteb dalatn 

membeli helikopter tersebut dari PT Pu!ta Pobiagan Mandiri (PPM) 

dinilai menyalnbi prosedur sehingga merugikan negara sebesar ll.p. lO,S 

mllyar. Dalarn proses pembelian helikopter tersebut, Puteh secara pribadi 

telah menyorabkan uang sejumlah ll.p. 750 juta kepada PT PPM sebagai 

uaug 'tanda jadi' mesld belum eda sura! atanpun petjanjlan pembelian. 

Tindakan Puteh ini Ielah melanggar ketentuan dalam Keputusan Presiden 

No.l8 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa lnstansi 

Pemerintah, dimana dalarn ketentuan tersebut disebutkan tentang 

laraugan mengadakan pembayaran sebelum ada perjanjian yang pasti. 

Terlebih lagi, proses pembellan helikopter Ml-2 dilakukan tanpa melalui 

proses tender, dimana PT PPM temyata bukan satu-satunya pemasok 

hellloopter. Adanya penunjukan langsung yang dilakukan Puteb juga 

dinilai melanggar Pasal 12 (c) Keppres 1812000. Sebab, penunjukkan 

langsuug hanya dapat dilakukan untuk pengedaan baraug yang harganya 

tidak lebib dari Rp. 50 juta. Itupun harus dibeti dari usaha keeil maupun 

koperaai. Padabal, PT PPM tidak termasuk dalam kategori usaha kecil 

ataupun koperasi. 

Penunjukkan PT PPM tanpa tender oleh Puteh juga menyalahi 

prosedur Pasal 11 (3) Keppres 18/2000, yang secara tegas dikataken 

bahwa penunjukan laugsung oleh gnbemur tidak memerlukan 

persetujnan dari Menter! dalam Negeri. Sedangkan untuk pengedaan 

helikopter senllai Rp. 12 miliar yang dananya bersutnber dari APBD, 

maka seharusnya mendapat persetujuan Mendagri. Puteh diduga Ielah 

melakukan tindak pidana korupsi dan meianggar Pasal 2 ayat I jo Pasal 

18 ayat 1 hurufa,b,c Undang-undang No.3 I tahunl999 jo U1J .No. 20 

145''Kasus Puteh dan Masa Depan K.orupsl", 
online.eo!nldetail.asp?id=l2623 & ci=Berita> 
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Tahun 2001 tentang Pembetantasan Tindak Pidana Korupsl jo Pasal55 

ayat 1 ke 1 jo Pasal64 KUHP. 

Kasus Korupsi Abdullah Puteh ini ditanganl o!eh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak memer!ukan ijin dari 

Presiden dalam melakukan pemeriksaan terhadsp Puteh. 

b. Kasus Korupsi Ali Mazi' 47 

Berbeda dengan Abdullah Puleh, kasus Korupai Ali Mazi ini 

ditangani oleh Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim!as 

Tipikor). Ali Mazi, Guhernur Sulawesi Tenggarn diduga melakukan 

tindak pidana korupsi da1am proses perpanjangan Hak Guna Bangunan 

(HGB) Nomor 26 dan 27 alas tanah Hotel Hilton yang dimi!iki oleh PT 

Indobuilco pads tahun 2002. PeJpa~~jangan HGB alas tanah seluas 13,7 

hektar tersebut dilakukan di luar hak pengelolaan laban (HPL) Nomor 

l/Gelora atas nama Sekretariat Negara cq Badan Pengelo1a Gelora 

Senayan. Nilai jual obyek pajak di kawasan tersebut sekitar Rp 14,095 

juta per meter persegi sehingga kerugian negara diduga mencapai 

Rp1,936 trilhm. Kerugian itu timbul karena HGB terbit dengan 

menghilangkan Hak Pengelolaan (HPL) yang dipegang oleh Setneg, 

Padahal, laban milik negara itu dikelola oleh Setneg melalu Barlan 

Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan (BPGS). 

Saat itu Ali Mazi masih berprofesi sebagai pengacara dan mejadi 

kuasa hukum PT Indobuildco, perusahaan pengelola Hotel Hilton, untuk 

melakukan pengwusan perpanjangan HGB Hotel Hilton tersebut Ali 

Mazi diduga melanggar pasal3 jo pasal 18 UU No. 31/ 1999 yang telah 

diubah menjadi UU No, 20 I 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Sejak ditetapkan sebagai tersangka tanggal 6 Fehtuari 2007, Ali 

Mazi belum dspat diperiksa oleh Tim!as Tipikor, padahal tiga tersangka 

lain Robert l Lumampauw, Ronny Kosuma Judistiro, dan Ponljo 

141 Indo l'os, Selasa 11 April2006, hal30 
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Sutowo sudlili terlebih dliliulu diperiksa. J>enyebab utarna tertundanya 

pernerlksllll!! terhadap tersangka Gubernur Ali Mazi inl, karena 

rnenunggu ijin .Presiden untuk rnelakukan pemeriksaan terhadap yang 

bersangkulan. 

Untuk memperbandingkan kedua kasus diatas, dapat dilihat pada label 

dibawah ini: 

Tabel3.2. Perbandingan kasus Abdullah Puteh dan Ali Mazi 

Abdullah Puteh Ali Mazi 

Jabatan Gubernur NAD Gubernur Sulawesi 

Tenggara 

Kasus Dugaan korupsi dalarn Dugaan korupsi dalam 

pembellan helikopter MI-2 proses perpanjangan Hak 

PLL Rostov Rusla Guna Bangunan (HGB) 

Nomor 26 dan 27 atas 

tanah Hotel Hilton 

Dugaan Rp. 10,8 milyar Rp. 1,936 triliun 

Kerugian 

Negara 

Institusi Yang KPK Timtas Tipikor 

Menangard 

Prosedur Tidak perlu ijin Tertunda karena menunggu 

Pemeriksaan pemen'ksaan dari Presiden turunnya ijin pemeriksaan 

terhadap dari Presiden 

Tersangka 

Unlve,.ltas Indonesia 
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l>ari kedua kasus diatas tetgambat bagaltnana seseota11g yang satna

satna berstatus gubernur, mendapat petlakuan yang berbeda. Meskipun 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan perlakuan kbusus sebelum melakukan pemeriksaan 

terhadap kepada daerah (gubemur), natnun karena institusi yang 

menangani kasus korupsinya berbeda, mengakibatkan perlakuan yang 

berbeda juga terhadap keduanya Sama-satna berstatus sebagai gubernur 

kepala daerah, jumlah kerugian negara bahkan lebih besar pada kasus Ali 

Maz~ namun karena kasus korupsinya ditangani oleh instansi yang 

berbeda, Abdullah Puteh dapat langsung diperiksa tanpa memerlukan ijin 

dari Presiden sedangkan pemeriksaan terhadap Ali Mazi harus 

mcnunggu ijin dari Presiden. 

Apabila hal diatas dikaitkan dengan prinsip persamaan kedudukan 

didepan hukum, maka adanya ketentuan undang-undang yang mengatur 

tentang ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara 

tertentu memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminasi antara 

warga negara dan pejabat negara lertentu, dan apabila dikaitkan dengan 

Undang-undang KPK, maka perbedaan perlakuan juga terjadi diantara 

pejabat-pejabat negara tertentu yang diduga terlibat tindak pidana 

korupsi Hal ini tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan 

didepan hukum (equality before the law) sebagaimana yang terkandung 

dalarn Undang-Undang t>asar 1945, KUHAP maupun lnstrumen 

internasional. Menurut Andi Hamzah14', seseorang yang melakakan 

tindak pidana yang sama berus diperlakukan satna dan diadili dengan 

sistem peradilan yang sama. Prinsip persatnaan didepan hukum 

mensyaratkan adanya jaminan perlakuan yang sama terhadap setiap 

warga negara tanpa mellhat status atau kedudukan seseorang. Menwut 

'"And! llamzalt, basil wawattctJtll tanggal 06 Juni 2009 
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Antonius Sujata"', perlakuan sama didepan hukwn tanpa diskritnlnasl 

mengandung arti bahwa setiap individu memiliki bak-bak dan kewajiban 

yang sama ketika hams berhadapan dengan bakum, tanpa ada perlakuan 

kbusus (forum previlegialum) yang didasatkatt pada status atau 

kedudukan seseorang. Pondapat ini sejalan dengan pendapat PAF 

Lamintang,l" yaitu hukum acara pidana menganut asas perlakuan yang 

sama di depan hukum atau gelijkheid van Ieder voor de ""t. 

Dalam artian, hukum acara tidak mengenal ape yang disebut dengan 

"forum previlegiatum" atau perlakuan khusus bagi pelaku-pelaku 

tertentu dari suatu tindak pidana, karena barns dipandang sebagai 

rnempunyai sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat yang dimiliki takyat pada 

wnumnya, rnisalkan karena jabatan yang dimilikl. 

Pejabat Negara yang akan diperiksa terkait tindak pidana korupsi 

tidak ada bedanya dengan rakyat jelata yang rnenghadapi kasus pidana 

biasa. Mereka bukanlah kelornpok istimewa yang ketika berurusan 

dengan hokum harus rnelalui proses yang rurnit dan berbelit-belit 

sehingga sulit untuk disentuh. Justru sebeliknya, karena mereka adalah 

wakil rakyat maka bila diduga melauggar hokum harus rnenjadi prioritas 

untuk diperiksa, bukan justru pemeriksaan tersebut · dihalang-halangi 

dengan memberikan persyaratan adanya izin pemeriksaan. lSI. 

Konstitusi Negara Indonesia juga menegaskan dianutnya asas 

equality before the law yang tercantum dalarn pasal 27 ayat ( 1) UUD 

1945 yang menyatakau bahwa semua warga Negara itu sama 

t4'il Antonius Sujata, Reformasi dalam Penegakan Hukum, (Jakarta: Ojambalan, 2000), hal 

150 Pendapat ~ AF Lamintang dalam bukunya KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis 
Menurut Yurisprodensi dan nmu Pengetahuan Hukum Pidrma , Bandung Sin.ar Saru. i984, hal. 
31, sebagalmana dikutip dalatn b11kn OC Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Perryidik 
TlndakPidalll) Khusw Dalam Pemberantasan Korupsi • Jakarta, lYt, Aln.tnn:i 2006. 

"
1 Adnan Topllll Husodo, Standar Ganda Pemlreran!asan K<ll1!psi. Oplnl dl IU>tan tetnpo, 

!1 A¢12006. 
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kedudukannya dihadapan hukurn. Selain itu, persamaan di depan hukum 

juga ditegaskan dalam penjelasan urnum KUHAP butir 3a1". 

Hakim Agung Artidjo Alkostar juga berpendapat bahwa aturan 

perizinan yang melanggengkan budaya feodalisme seharusnya 

dihapuskan. Menurutnya, asas equality before the law bagi siapa saja 

entah pejabat atau rakyat harus diterapkan dalam proses penegakkan 

hukum karena adanya pembedaan perlakuan terbadap pejabat itu 

merupakan bentak pelecehan dan penghiuaan pada rnkyat yang dianggap 

berbeda kelas dengan pejabat. Oleh karena itu perlu adanya pencabutan 

hakum yang korup karena merupakan penghambat pemberantasan 

korupsi. "' 

Dalam hal-hal tertentu diskriminasi tidak salah, misalnya prioritas 

yang diherikan kepada mobil Presiden atau pejabat negara saat melintas 

dijalan raya. Hal ini diperlukan mengingat tugas-tugas Presiden atau 

pejabat negara yang padat dan membutuhkan ketepetan waktu, sehingga 

tidak lucu apabila Presiden atau pejabat negara harus terlarnbat 

mengbadiri suatu acara penting karena mobilnya terjebak macet. 

Namun ketika pejabat negara harus berhadapan dengan proses 

hukum, maka dia mernitiki hak-hak dan kewajiban yang sama dan barus 

tetap tnnduk tanpa diskriminasi, dia harus tetap diperlakukan sama 

dengan warga negara yang lain. Persamaan Kedudukan didepan Hukum 

(Equality before the law) mengandung dua tuntutan terhadap jaminan 

penegakan terhadep: 

tsa PcnJdasan Umum Kl.Jlt>\1'" butir 3a: 

Petlak:uan y.mg sama alas diri setiap orang di muka lrukum dengan tidak mmgadakan pembedaan 
perlakuan. 

l.Sl Notulensi diskusi dengan Hakim Agung Artidjo Alk:ostar di ICW, 23 Mei 2007 dan 
Ringl:asm Disatasi Doktor llmu Hukum Semarang d01gan judul "Korelasi Korupsi Politik 
dengall Hukum dan Pe:ml2'intahan di Negara Mod.eren~Te!aah tf;ntang Praktek Kompsi }:'olitik dan 
l'cnanggni!lllgannya", 2007, sebagaimana dikutip dalam. LalJOran Akbir l'melitian Komisi Hukum 
Nasional R.epublik Indonesia (KHN RI), Penyederhanaan Prosedur Penanganan Kasu.; Kornpsi. 
Jaknrta 2007. 

Unlvernltas Indonesia 
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I) pemberian perlindungan yang sama didepan hulrum (equal 

protection on the law) dan 

2) pemberlan perlakUllll yang sama adilnya menurut hukum (equal 

justice under the law)"' 

Asas atau prinsip equality before the law ini menunjukkan 

bagalmana pentingnya atau pengukuan terhadap perlakuan yang sama 

atau bersamaan kedudukanuya dimuka hukwn dalam setiap proses 

peradilan pidana. Setiap orang, saksi, tersangka atau terdakwa 

mempunyai kedudukan: 

sama atau sederajat dihedapan hulrum (equal before the law), 

mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum (equal 

protection on the lal4!}, 

mendapat perlakuan keadllan yang sama dibawah hukum (equal 

justice under the law}' 55
, 

Prinsip Persamaan Kedudukan dihadapan Hukum diakui dan 

diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana dalam ketentuan 

pasal27 ayat(l) UUD 1945 yang meayatakan hahwa: 

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum 

dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 

itu dengan tidak ada kecualinya" 

Ketentuan ini mengisyaraksukan suatu prinsip hukum yang sangat 

fundamental, yaltu petsarnaan kedudukan dalam hukum atau dikenal 

'" Ahmad KllmU dan M Pauzan, Kaldah-Kaldah Hukum Yurlsprudensi, (Jakarut 
Kentaru~, 2004), hal21 

'" Ibid, hal. 36 
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dengan is!Uah Equality Before the Law". yang menurut Blacks Law 

Dlct/onarym adalah 

"Equality Before the Law: the status or condition of heing treated 

fairly according Ia regularly established norms afjustice. " 

Pengekuan alas prinsip tersebut dipertegas dalrun perubahan 

(runandemen) lredua UUD 1945 yang disahkan tanggall8 Agustus 2000, 

pasal28 D ayat (1) dan pasal28layat (2). 

Ketentuan pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa: 

"Setiap orang berhak alas pengakuan, jaminan perlindungan dan 

kapastian hukum yang adit serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum" 

Sedangkan pasa128 I ayat (2)menyatakan bahwa: 

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskrirninatif alas dasar apapun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif' 

Apabila kita bandingkan dengan konstitusi RIS maupun Undang-undang 

Dasar Sementara (UUDS) 1950, maka prinsip persamaan kedudukan 

dalam hukum juga diakui dan atur dalam kedua konstitusi tersebut. 

Dalam pasal 7 ayat (2) Konstitusi RIS dan UUDS !950,disebutkan 

bahwa: 

"Segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang 

sama oleh undang-undang" 

lStl Miw llldanin~ op. cit, hal63 

151 Gamet,~ A. M Black's Law Dictionary, Seventh Edition, (St Patll, Minn.: West 
Group, 1999) ha1.557 
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Penerapan prinsip persamaan kedudukan dihadapan bukum ylll1jj d!atut 

dalam UUD 1945 juga dapat dUihat da!am bebetapa pe!illldang

undangan, antara lain: 

UU Nomor 04 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 5 menyebutkan bahwa 

pengadilan mengadili rnenurut hukum dengan tldak membeda

bedalkan orang. 

Undang-undang Nornor 8 Tahun 1981 teutang KUHAP, dalam 
-

bagian menirnbang huruf a yang menyatakan bahwa Negara 

Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi 

hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara 

bersamaan kedudubnnya dldalam hnkttm dan wajib 

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya, Hal ini kembali dipertergas pada penjelasan umum 

butir 3 huruf a, yang menyatakan bahwa asas-asas yang mengatur 

tentang perlindungan terhadap keluhuran serta martahst manusia 

antara lain adalah perlakuan yang sama atas setlap orang 

dimub hukum dengan tldak mengadakan pembedaan 

perlakuan. 

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

dalam pasal3 ayat (2) disehutkan hshwa setlap orang berhak alas 

pengakuan, jamlnan perllndungan dan perlakuan bukum yang 

adil serta mendapat kepastlan bukum dan perlakuan yang 

santa dldepan hukum. 

Pengaturan tentang prinsip persarnaan kedudukan di depan hukum 

atau Equality before the Law, juga terdapat dalam Universal 

Declaration of Human Right tahun 1948, dirnana dalam pasal 6 

disebutkan bahwa: 
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~·Everyone has the right to recognition everywhere as a person 

bifare the law" 

dalam pasal 7 juga ditegaskan antara lain: 

"All are eJlUal bifore the law and are entitled without any 

discrimination to eJlUal protection of law ... .... " 

Ketentuan ini pada dasamya merupakan s•atu klausul non diskriminasi 

yang meucakup tiga aspek, yaitu persamoan diJnuka hakum, 

perlindungan hukum yang sama dan perlindungan dari diskriminasi"'· 

Selain pada Universal Declaration of Human Righi 1948, 

pengakuan alas prinsip eJlUality before the law juga dicantumkan 

da1am lntemalional O>venant on Civil and Political Rights (!CCPR) 

tahun 1966, dimana da1am pasa116 disebutkan bahwa: 

"Everyone has the right to recognition everywhere as a person 

bifore the law" 

dalam pasa! 17 ayat (2) juga ditegaskan bahwa: 

"Everyone has the right to the protection of the law against such 

interference or attacks" 

Kemudian daiam pasal 26 antara lain disebutkan babwa: 

"All person are equal before the law ..... " 

Jadi dengan diakuinya prinsip persamaan kedudukan dihadapan 

hukum atau equality bifore the law dalarn dokumen internasional 

maupun nasional menimbulkan konsekwensi adanya jarninan babwa 

setiap warga negara mempunyai status sama didepan hukum dan wajib 

menjunjung hukum tanpa ada kecualinya Prinsip ini mengharuskan 

JU Peter Baehr, eL aL, ed., lnstnmren Infernasivnal Polrok HalvHak Asasi Manusla, 
(Jabtia: Yayasan Obor, 200l),hal. 200 
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negara untuk tidak tnetnperlakukan orang dengao tidak adil, balk dalatn 

proses peradilao maupun petnerlntabao. 

Setiap warga negara yaog diduga terlibat tindak pidaoa apapun, 

balk sebagai saksi ataupun sebagai tersangka wajib diperlakukao sama, 

tanpa melihat status ekonomi, kedudukan maupun jabatao seseoraog. 

Ketentuan tentang adanya ijin sebelum melakukan pemeriksaan 

terhadap pejabat negara tertentu telah memberikao perlakuao khusus 

terhadap pejabat-pejabat negara tertentu sehingga menimbulkan 

diskriminasi terhadap sesama warga negara dihadapao hukum sehingga 

bertentangao dengao konstitusi dao peraturao perundang-undangan 

yaog lain. Namun disisi lain ketentuan lni disimpaogi dengan 

diberlakukannya Undaog-undaog tentaog KPK, sehingga kembali 

menimbulkao diskriminasi perlakuao diaotara pejabat negara yang 

tnempunyai kedudukan yang sama. 

Hal ini sejalan dengan basil penelitian Komisi Hukum Nasional 

Republik Indonesia yang berpendapat bahwa, ketentuan ijin untuk 

memeriksa pejabat Negara telah jelas bertentangan dengan azas 

Equality Before The Law yaog tercantum dalann pasal27 ayat (1) UUD 

1945. Bahkao pada tahun 2007, Komisi Hukum Nasiona1 Republik 

Indonesia berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan telah 

mengajukan rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

untuk menghapuskan ketentuan ijin untuk memeriksa pejabat Negara.159 

m Lapotan Akhir Penelitian komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN Rl), 
Penyederhanaan Prosedur Penanganan Kasus Koropsi, Jakarta 2007. 
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lMPLlKASI PROS).;llUR IJlN MEMERlKSA l>EJAliAT NEGARA 

TERTENTU TERHADAP JALANNY A l'ROSBS l>BNYIDIKAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI lll INDONESIA SBRTA PROSES PBMERlKSAAN 

PEJAliATNEGARA m AMERIKA SERlKAT. 

t. Mekan:lsme PengajlllUIIjln Pemerlksaan bagll'ejabat Negara 

Korupsi yang melibatkan Mabat negara tidak hanya terjadi di tingkat 

pusat saja, melainkan juga terjadi ditingkat kabupatenlwalikota dan propinsi. 

Darl data penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung 

dan Kepolisian, maka perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara 

tertentu sebagian besar melibatkan Bupati!Walikota, Gubemur dan Aeggota 

DPRD. 

Untuk itu penulis memfokuskan penelitian pada mekanisme pengajuan 

ijin perneriksaan tadhadap pejabat-pejabat eksekutif dan legis Iatif yang akan 

diuraikan dibawah ini: 

Bupati/Walikota/Gubemur dan Anggota MPR/DPR/DPD 

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa tindakan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah danlatau wakil 

kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari 

Presiden alas permintaan penyidik Sedangkan dalam Undang· 

undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalarn pasal 106 disebutkan bahwa 

Anggota MPR, DPR dan DPD yang diduga melakukan tindak pidana 

maka pemanggilan (termasuk pemanggilan sebagai saksi), 

permintaan keterangan (pemetiksaan) dan penyidikan harus 

mendapat persetujuan tertulis secara langsung dati Presiden (tanpa 

bak substitusi). 
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Keten!uan tetbadap kepala dan!atau waktt kepala daetal:t lebih 

luas dati ketentuan terhadap pejabat-pejabat negara yang lairt, karena 

dalam undang-undang in! disebutkan tindakan penyelidikan dan 

peoyidikan, yang berarti seluruh tindakan yang merupakan bagian 

dati penyelidikan dan penyidikan, yang melipuli antara lain 

pemanggilan, pemetiksaan, penyitaan, penggeledal:tan, penangkapan, 

penal:tanan dan tindakan lain yang termasuk dalam lingkup tindakan 

penyeliclikon dan penyidikan. 

Mekanisme pengajuan ijin pemeriksaan terhadap kepala daerah 

dan anggota MPRIDPRIDPD adalah sebagai berikut16": 

Penyidik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap 

walikotalbupati mengajukan permohonan ijin pemeriksaan terhadap 

yang bersangkntan kepada Presiden secara betjenjang, yaitn dati 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)/Kepala Polres (Kapolres) 

disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tirtggi (Kajati)/Kepala 

Kepolisian Daerah (Kapolda) agar diteruskan kepada Jaksa 

Agung!Kapolri untuk dibuatkan surat permohonan ijin pemeriksaan 

kepada Presiden. Sebelum diajukan permohonan ijin oleh Jaksa 

Agung atau Kapolri, dilakukan gelar perkara alas kasus dugaan 

korupsi tersebut untuk memastikan keterlibatan pejabat tersebut dan 

memang perlu dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. 

Sedangkan untuk gubernur mekanisme pangajuan ijin pada dasamya 

sama dengan walikotalbupati1 namun permohonan ijin pemeriksaan 

tidak perlu melalui Kajari atau Kapolres, karena pada umurnnya 

perkara korupsi yang melibatkan gabernur langsung dltangani oleh 

Kajati atau Kapolda. Untuk kasus yang melibatkan anggota 

'" M.S. Anabcrtha Sembiring Jaksa Penyidik pada !aksa Agung Muda Tindak Pidana 
Kbusus Kejaksa.an Agung RI, hasi1 wawancara dmgan tanggal 02 Juli 2009 dan Komisaris Be:sar 
Polisi Suyanto, Penyidik Utama Direktorat Jl1fl'ipikor dan wee llad1111 Reserse Krlminal Mab"' 
Polri taoggal 02 Juli 2009, serla berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomot: S!!-002/JA/5/1999 
tenlatlg Pedoman Tilldabn Kepolisian terhadnp Pimpinan/Anggota MPll, OPll, DPRO I dan 
DPRD ll tanggal 24 Mei !999, pedoman in! juga dlbctlakubm tcthadap 
Bupati!Walilrota!Oubemur 
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Ml'RIDPRIDPD sebagian besar ditangani langsung oleh Kejaksaan 

Agung atau Mabes Polri, sehingga pertnobonan ijin pemeriksaan 

langsung diajukan oleh Jaksa Agnng/Kapolri. 

Sural permohonan diajukan kepada Presiden, melalui Menteri 

Sekretaris Kabinet untuk diteliti atau dikaji dari segi kelengkapan 

administrasi yang meliputi: 

Resume perkara (kasus posizi siugkat) 

Status dari yang dimintakan ijin (sebagai saksi atau tersangka) 

Kejelasan tindakan yang dimintakan ijin, apakah untuk 

tindakan pemeriksaan, penahanan atau penangkapan1
" 

Apabila pertnohonan tersebut sudah memenuhl syarat administrasi, 

maka dibuatkan konsep sural pemberian ijin Presiden untuk 

ditandatangani oleb Presiden. Tetapi apabila pertnohooan tersebut 

dinilai kurang lengkap (tidak memenuhi kelengkapan adminitrasi), 

maka permohonan tersebut dikembalikan kepada Jaksa 

Agung!Kapolri untuk dilengkapi162
. 

Apabila permohonan ijin telah disetujui atau ditandatangani 

oleh Presiden, maka sural tersebut dikirim kepada Jaksa 

Agung/Kapolri melalui Menteri Sakretaris Kabiner. Kemudian oleh 

Jaksa Agung/Kapolri dikirim kepada kepada penyidik secara 

berjenjang melalui KajatVKapolda untuk diteruskan kepada 

Kajari/Kapolres. 

Aaggota Propinsi (DPRD 1) 

Mekanisme pengajuan pertnohonan ijin pemeriksaaa terhadap 

anggota DPRD Propinsi pada dasarnya sama dengan 

bupatilwalikotalgnbemur. Surat permohonan tersebut diajukan secara 

betjenjang dari Kajari!Kapolres satnpai deagan Jaksa 

151 Widiarto, Tiyas,, Ijin Pemeriksaan Bagi Pejabat Negara Tertentu Dalam Penyidikon 
Tindak Pi dana Korupsi op.cit.hal. 122 

!$?Ibid 
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Agung/Kapolr~ namun untuk anggota DPRD I pennohonan ijin dari 

Jaksa Agung/l<apalri diajukan kepada Menteri Dalam Negeri, dan 

apabi!a permohonan tersebut disetuju~ maka sural tersebut dildrim 

kepada Jaksa Agung/l<apolri untuk selanjutnya secara berjenjang 

diteruskan kepada Kajari!Kapolrcs 

Anggota DPRD n {Dl'RD Kabupaten/Kotamadya) 

Mekanisme pengsjuan permohonan ijin pemeriksaan terhadap 

anggata DPRD Kabupaten/Kotamadya pada dasamya juga sama 

dengan DPRD propinsi, Surat permohonan tersebut diajukan secara 

be!jenjang dati Kajari/l<apolrcs kepada Kajati/Kapolda untuk 

diajubn kepada gubemur, mengingat ijin pemeriksaan terhadap 

pimpinanlanggota DPRD tingkat II diajukan kepada gubemur. 

Apabila permohonan tersebut disetujui, maka surat tersebut dikirim 

kepada Kajati!Kapolda untuk diteruskan kepada Kajari!Kapolres . 

2. Kendala-kendala yang dlhadapl Penyldik dalam Pengajuan ljln 

Pemerlksaan bag! Pejabat Negara 

2.1. Jangka Waktn Keluamya ljln 

Pada sub bab terdahulu telah diuraikan tentang mekanisme 

pengajuan ijin pemeriksaan kepala daerah dan anggota DPRD. Dari 

uraian diatas tergambar bahwa pengajuan ijin pemeriksaan harus 

melalui proses yang panjang, terutarna apabila ijin pemeriksaan tersebut 

diajukan oleb penyidik pada kejaksaan negeri {kejari) atau kepolisian 

resort {polrcs). Masalah waktu merupakan kendala dabun meogajukan 

ijin pemeriksaan kepada Presiden. !jin pemeriksaan yang diajukan oleh 

Kapolri sampai dltandatangani oleh Presiden membutubkan waktu yang 

cukup lama tanpa ada patokan atau limitasi waktu yang jelas, bisa satu 

bulan, dua bulan atau lebih. 
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Sebagal gambaran, akan disajikan dalam beberapa contoh kasus 

korupsi yang diajukan permohonan ijin pemeriksaan oleh Mabes Polri 

kepada l'residen atau Menter! Dalam Negeri periode Januari sampai 

dengan Juli tahun 2009 pada tabel dibawah ini163: 

Tabel 4.1. Oaftar Nama Anggola MPRIDPRIDPRD/Gubemor /Bopati dan 

Walikola Ijin Pemeriksa ke Presiden lU dan Menleri Dalam Negeri Pttiode bulan 

Januari sld Juli 2009. 

Nama Jabatan Status Tanggal Tanggal 

No 
Permohonan/Surat Keluarnya 

Kapolri 
Ijin!No. 

Srt. 

I. MS Bupati TSK* R/334/1/2009 Bel urn 

Tobasa Keluar 
TgL30-I-2009 

(Penyidik Polda SUMUT) 
(Seskab) 

2. ME Bupati TSK R/335/112009 Belum 

Seluma Keluar 
Tgl.30-1-2009 

(Penyidik Polda Bengkulu) 
(Seskab) 

3. RS Walikota TSK R/336/1/2009 Belum 

Perna tang Keluar 

Sian tar 
Tgl.30-l-2009 

(Penyidik Polda SUMUT) 
(Seskab) 

163 Sumber data: kepala Bagian Produk l3iro Analis:ls Badan k.eserse Kriminal 
(BARESKIUM) POLIU, ''llallar Nama Anggota MPRIDPRIDPRD/Gubernur /Bupati dan 
Walikota yang Dimohonkan ljin Pemeriksa ke Presldw IU dan Menteri Dalam Negeri", dalam 
label in! P"'ulis menggnnakan nama singkataniinislal bag! p~abat-pejabat t<>sebut, meug!ugat 
as as praduga tidak bersalah. 
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4. TT Bupati Kep. Saksi R/414/ll2009 Belutn 

Atu. Keluar 
Tgt.ll-2-2009 

(Penyidik Polda Maloku) 
(Seskab) 

5. AW Anggota Saksi R/41511112009 Belum 

DPRD Tk-1 Keluar 

Provinsi 
Tgt.ll-2-2009 

Lampung (Penyidik Polda Lampung) 
(Mendagri) 

6. JB Anggota TSK R/609/ll/2009 Sudah 

dan DPRD Tk-1 dan Keluar 

HH Provinsi 
Tgl20-2-2009 

Saksi X.l6l.l21 
Sumatera (Penyidik Polda SUMUT) 

Utara 
47/Sj, 

Tgl.3-3-

2009 

(Mendagri) 

7. Drs. Bupati TSK R/903/III/2009 Sudah 

sw Sukabumi 
Tgl.17-3-2009 

Keluar 

(Penyidik Polda JABAR) 
R-

20/Pres/0 

412009 

Tgl.B-4-

2009 

(Seskab) 

8. IGW Bupati TSK R/90511tl!2009 Belum 

Jembrana 
Tgl17-3-2009 

Keluar 
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(Penyidik Potda BALl) (Seskab) 

9. Dr. Bupati TSK R/906111If2009 Belum 

HJC, Tolikara Keluar 

MBA 
Tgl.l?-3-2009 

(Fenyidik Polda Papua) 
(Seskab) 

I 
10. Drs. Aoggota TSK R/998/IW2009 Sudab 

AK, DPRRJ Keluar 

M.H. 
Tgl.17-3-2009 

(Penyidik Polda JABAR) 
R-21/Pres 

/04/2009 

Tgl.B-4-

2009 

(Mendagri) 

11. Dr. Aoggota TSK R/999/!1112009 Sudab 

MH. DPRRJ Keluar 
Tgll 7-3-2009 

i 
(Penyidik Polda 

R-22/Pres 

BANfEN) /04/2009 

Tgl.S-4-

2009 

(Mendagri) 

12. TK, Anggota TSK RI1718/Vll2009 Belum 

SB DPRD Tk-1 Keluar 

Provinsi 
Tgl.l?-3-2009 

JATENG (Penyidik Polda JATENG) 
(Mendagri) 

13. ss Waldl Ketua TSK R/1728Nll2009 Belum 

DPRD Keluar 

Provinsi 
Tgl.!?-3-2009 

(Mendagri) 

Universitas Indonesia Pertentangan Pasal..., Ronald Ferdinand Worotikan, FH UI, 2009



110 

JAlnbi (l'enyidik Polda JAMBJ) 

14. lA Anggota TSK Rl1729NII2009 Be tum 

DPRD Tk-1 Keluar 

Provinsi 
Tgl.23-6-2009 

BANTBN (Penyidik Polda BANTEN) 
(Mendagri) 

!5. Drs. Anggota TSK Rli730NI/2009 Belum 

HS. DPRD Tk-I Keluar 

Provinsi 
Tgl.23-6-2009 

SUMUT (Pcnyidik Po!da SUMUT) 
(Mendagri) 

16. lU{, Wakil Bupali TSK RJ173INI/2009 Belum 

SB. Buol Keluar 

Sulawesi 
Tgl.23-6-2009 

Tengah. (Penyidik Polda 
(Seskab) 

SULTENG) 

17. AL, Wakil Bupati TSK R/1732NU2009 Bel urn 

SH. Buton Keluar 

Sulawesi 
Tgl.23-6-2009 

Tenggara (Penyidik Polda SULTRA) 
(Seskab) 

*TSK Tersaugka 

Suml:ler data: Kepala Bagian Produk Biro Analisis Badm Resersc Kriminal 

(BARESKRIM) POLIU 

Dari label diatas, kita rlapat melihat bahwa jangka waktu 

keluamya ijin dari pejabat yang berwenang membntuhkau waktu 

yang cukup lama taspa limitasi waktu yang jelas, ada ljin yang 

diajukan lebih awaL tapi keluarnya ijin lebih lrunbat dati ijin yang 

diajukan belakangan atau sebaliknya ada ijin yang diajukan 

belakaugau malah keluarnya lebih cepat dari permohonan ijin yang 

diajukan lebih awal, misalnya pada ijin pemeriksaan MS, Bupati 

Tobasa Provinsi Sumatera Utara dan MB, Bupati Seluma Provinsi 
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l!engkulu yang sama-sama diajukan pada tattggal 30 Jattuari 2009 

hingga detik inl, belum mendapat persetujuan dari Presiden melalui 

Sektetatis Kabinet (SESKAll), namun ijin pemeriksaan Drs. 

AK,M.H dau Dr. MH selaku anggota DPR RI yang sama-sama 

diajukan permohonan ijinnya pada tanggal 13 Maret 2009 sudah 

disetujui oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 April 2009. 

Sementara Indonesian Corruption Watch (ICW) menjelasksm 

daftat anggota Dewan yang terkendala izin dalarn kasus korupsi 

perlode tahun 2006-2008 sebagai Saksi atau Tersangka sebagai 

barikut:164 

Nama 

s 

M 

s 

Tabe14.2. Oal!ar Anggota Dewan yang terkendala izin dalam kasus korupsi 

periode tahun 2006-2008 sebagai Saksi atau Tm;angka. 

Jabatan Kasus Korupsi Peyidik 

Anggota DPR RI, · MarkUp Polda Metro Jaya 
mantan Sekjen Dephut peogadaan2 

helikopter di 
Departemen 
Kehutanan dan 
perkebunan 

· Penggelapan dana 
klaim asuransi 
Helikopter Bell-412 

Anggota DPR RI, DPRD Kabupaten Polwil Madiun 
mantan Bupati Ponorogo 
Ponorogo 

Anggota DPR RI, DPRD Kabupaten Polwil Madiun 
mantan Po bOre go 

Wakll Ketua DPRD 
Kabupaten Ponorogo 
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4. 45 Anggota DPRD Dugaan suap dati l<ejatl tlt!lltett 
at1ggot Pandeglang Ilu~atl Pandeglang 

a 
DPRD 
Pande 
glang 

5. 45 Anggota DPRD Dana proyek laring Polda Jawa Barat 
anggot l<abupaten Garut Asmara (Jasmara) 

a dari Pas Baotuan 
DPRD Sosial APBD Garut 
Kabup tahun 2007 sebesar 

a ten Rp 76 miliar 
Garut 

6, y Ketua DPRD Mamuju Pencairan kredit di l<ejati Sulawesi 
Utara Ilank Sulawesi Selatan 

Selatan 

7. HA KetuaDPRD Dugaan korupsi dana l<ejati l<altbn 
dkk(6 l<alimantan Tbnur operasional dewan 
orang) 

8. JT mantan ketua DPRD Korupsi dana DPRD Polda Papua 
Jayawijaya yang saat Jayawijaya 1999-
ini menjahat Bupati 2004 
Tolikara 

9. 11 anggota DPRD NTB korupsi APBD NTB KejaliNTB 
anggot 2001, 2002, 2003 dan 

a dana tak tersangka 
DPRD 
NTB 

10. AS, Anggota DPRD Kota dugaan korupsi di Kejari Malang 
AP Malang DPRD Kota Malang 
dan tahun 2004 
AF 

ll. B anggota DPRD Dumai proyek pengadaan air Kejari Dumai 
bersih (P AB) Dumai Riau 

12. F,SE anggota DPRD proyek pengadaan air Kejari Dumai 
Kabupaten Siak bersih (P AB) Dumai ltiau 
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2.2. lllrokrasl Yang Rumlt 

Selain masalah jangka waktu keluamya ijin yang tidak jelas atau 

tanpa ada limitasi waktu yang pasti, kendala lain yang dihadapi 

penyidik tindak pidana korupsi yang melihatkan pejabat negara adalah 

masalah birolcrasi yang panjang dan "hertele-tele''165
• Ijin yang diajukan 

oleb Juksa Agung atau Kapolri banya dapat dilakukan untuk salu 

tindakan kepolisian dan tidak bisa "satu paket" untuk seluruh tindakan 

penyidikau yang melipuii pemeriksaan, penangkapan, ataupun 

penahanan. Misalnya untuk pejabat X dimintakan ijin untuk melakukan 

pemeriksaan saja, temyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 

yang hersangkutan penyidik perlu melakukan tinduksn penahanan, 

maka penyidik harus kembali mengajukan pennohonan ijin penahanan 

terhadap pejabat tersebut kepada pejabat yang berwenang, sehingga 

penyidik tidak dapat segera melakukan penahanan kepada pejabat 

tersebut, karena harus menunggu terlehih dabulu keluarnya ijin 

penahanan dari pejabat yang berwenang. 

Selain itu permohonan ijin yang diajukan oleh penyidik, harus 

dengan jelas menyebutkan status pejabat yang akan diperiksa, apakah 

sebagai saksi atau tersangka. Saat ijin pemeriksaan diajukan untuk 

pejabat dengan status sebegai saksi disetujui oleh pejabat herwenang, 

maka perneriksaan terhadap yang hersangkutan dapat dilakukan. 

Namun ketika dilakukan pemeriksaan, temyata posisi pejabat tersebut 

heruhah menjadi tersangka, maka untuk melakukan pemeriksaan 

terbadap pejahat tersebut, penyidik harus kembali meminta ijin terlebih 

dabulu kepada pejabat yang berwenang, karena ijin pertama yang 

diberikan hanyalab ijin pemeriksaan terbadap pejabat tersebut dengan 

status sebagai suksi1'"'. 

liS$ Hasil wawancara dengan K.Qmisaris Besar Polis! Suyanto, op. cit. 

l61.i Kombes Polisi Suyanto, op. cit. 
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3. l'engaruh prosedur ljln pemerlksaan bag! pejabat-pejabat negara 

tertenln terltadap jalnnnya penyldlkan tlndak pldana lrorupsl 

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa jangka waktu keluamya ijin yang 

diajukan aleh penyidik dari pejabat yang berwenang membutuhkan waktu 

yang cukup lama tanpa patokan alau tenggang waktu yang jelas. Hal ini 

akan mempengarubi jahmnya penyidikan Y,ang dilakukan oleh penyidik, 

terutama penyidik yang ada ada didaerah (kabupatenlkotamadya/propinsi), 

karena dia harus rnengajukan permohonan ijin kepada pejabot yang 

berwenang memberikan ijin secara berjenjang sarnpai kepada Jaksa Agung 

atau l<:apolri, untuk dimintakan ijin kepada pejabat yang berwenang 

memberikan ijin {Presiden atau Mendagri). 

Melihat bagitu panjang alurnya perijinan sebagalmana yang telah 

dijelaskan pada mekanisme pengajuan ijin pemeriksaan dan rumitnya 

pennohonan ijin pemeriksaan karena hanya dapat dimintakan untuk satu 

tindakan kepolisian sebagaimana telaft dijelaskan pada sub bab terdahulu, 

maka penyidikan terhadap pejabat yang dimintakan ijin juga harus 

menunggn turunnya ijin dari pejabat yang berwenang. Sebegai contoh , ijin 

pemeriksaan yang diajukan oleh KAPOLRI kepada Presiden dan Menteri 

Dalarn Negeri periode hulan Januari sarnpai dengan Juni tahun 2009 adalah 

sejumlah 17 ijin dan bam dikeluarkan sebanyak 4 ijin pemeriksaan''"- Hal 

ini sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Komisaris Besar Polisi 

Suyanto bahwa pennohonan ijin pemeriksaan yang disetujui baik oleh 

Presiden maupun Mendagri hanya sebesar 15%-20% saja dari seluruh 

permohonan yang diajukan. 168 

Sampai saal ini belum pernah ada ijin pemeriksaan yang diajukan oleh 

Jaksa Agung atau l<:apolri ditolak secara formal oleh Presiden atau Menteri 

Dalam Negeri Bentuk penolakan terhadap permohonan ijin pemeriksaan 

167 Sllfilb~ data: kepala Bagian Produk Biro Analisis Badan Reserse Krimina1 
(BARESKIUM) POLRI, "Oafuu: Nama Anggota MPRIDPRIDPRD/Gubernur IBupati dan 
Walikota }'llllg Dimohonbn ljin Pemlriksa ke Presiden IU dan Mmtlri Dalam Negeri", op.cil. 

168 Waw!W.ClU'lldengan KombesFot Suyanto. op.cit 
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yang dilakukan l>residen dilakukan dengan tidak mengeluarkan sural ijin 

pemeriksaatL Sarnpai saat lnl l'teslden tidak pemah seoara fotlnlll 

mengeluarkan surat yang berisi penolakan atas permohonan ijin pemeriksaan 

terhadap pojabat-pejabat negara tertentu yang diajukan oleb Jaksa Agung 

atau Kapolri. Bentuk penolukan terhadap ijin pemeriksaan yang diajukan 

oleh kedua instansi tersebul diwujudkan dengan tidak dikeluarkannya sural 

ijin dati pejabat yang berwenang. 

Namun khusus terbadap kepala daerah, pemeriksaan lerhadap yang 

horsangkutan dapat terus dilakukan tanpa menunggu ijin dati Presiden, 

apabila dalam jangka waktu 60 (enam pulub) hari terhitung sejak tanggal 

diterima sural permohonan, Presiden tidak juga memberikan jawaban yang 

horisi persetujuan ataupun panolakan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 

pejabat tersebut. Menurut pasal 36 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 

tentaug Pemerintahan Daerah, proses penyelidikan dan penyidikan terhodap 

kepala daerah dan!atau wakil kepala daerah tetap dapat dilakukan, apabila 

ijin pemeriksaan tersebut tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling 

lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. Tidak 

dikeluarkannya ijin pemeriksaan terhadap kepaia daerah oleh Presiden, 

hanya mengulur waktu untuk memeriksa yang bersangkutau, tapi tidak 

menghentikan proses penyidikan terhadap yang horsangkutan. Berkaitan 

dangan bat ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Sural 

Bdaran (SBMA) Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Petunjuk ljin Penyidikan 

Terhadap Kepala DaerahfWakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD. 

Berdasarkan SBMA ini, maka apabila ijin tidak dikeluarkan dalarn waktu 60 

{ enarn puluh) hari sejak diterimanya permohonan ljin oleh Presiden, Menteri 

Dalam Negeri atau Guhomur, maka persetujuan ijin tersebut menjadi tidak 

relevan lagi sehingga penyeildikan dan penyidikan terhadap kepala daerah 

tetap dapat dilakukan,. 

Namun untuk pejabat negara yang lain (selain kepala daerah) ijin 

pemeriksaan dari pejabat yang berwenang tnemberikan ljin merupakan hal 

yang menentukan untuk dapat lidakoya dilakukan pemeriksaan terhadap 
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pejabat yang bersangkutatt Tet!Ut1dal!ya pembethltl ijlti dati pejabat yang 

berwenang mengakibatkan terlulldanya juga pemetiksaau tethadap yang 

barsangkutan, sehingga pada akhltnya penyele.saian terhadap kasus dugaan 

korupsi yang melibatkan pejabat tersebut juga tertunda. 

Apabila tetap dilakukan pemeriksaan maka penyidikan terbadap yang 

bersangkutan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat fOrmal yang 

ditet.pkan undang-undang, bahwa pemeriksaan terbadap pejabat-pejabat 

negara !ertentu harus alas persetujuan atau ijin dari pejabat yang berwenang. 

Berdasarkan pendapat Friedman"', dabrm sebuah slstem hukum 

terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi, yaitu struktur 

(structure). substansi (substance) dan budaya hukum (legal culture). 

Struktur hukum terdiri dari unsur-unsur juudah dan ukuran pengadilan, 

yurisdiksinya (yuitu jenis kasus yang dipetiksa dan bagaimana setta 

mengapa), serta cara banding dari suatu pengadilan kepengadilan lainnya. 

Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada 

dalam sistem itu atau substansi juga berarti prnduk yang dihasilkan oleh 

orang yang berada didalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka 

keluarkan, aturan baru yuag mereka susun, sedangkan budaya hukum adalah 

sikap rnanusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, 

pemikiran serta harapannya. Singkatnya Budaya hukum adalah suasana 

pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 

digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Cara lain untuk menggambarkan 

ketiga unsur hukum tersebut adalah dengan rnengibaratkau struktur sebagai 

mesin, substansi edalah apa yang dikerjakan atau basil darl kerja mesin 

tersebut sedangkan budaya hukum edalah apa atau siapa yang memutuskan 

untuk menghidupkan dan mematikan rnesin itu sarta memutuskan 

bagaimana mesin tersebut digunakan170• 

169 Lawrmce M. friedman, American Law An Introduction, 211d .Edition (Hukunt Amerlka: 
Sebuah Pengantar, Pen<ljemah: Wisnu l!asuki~ tatanusa, llll:lttt!, hal 6-8 

1711 Ibid, hal. 8 
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Apabila kita terapkan pendapat Friedman diatas, rnalm adanya 

ketentuan undang-undang yang mensyaratkan perlunya prosedur ijin 

sebelum melakukan pemeriksaan terbadap pejabat !lepta tertentu 

merupakan komponen substaru;i yang mempengarubi terhadap bekerjanya 

sistem hukum Ketentuan ini juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengarubi efek:tifitas penegakan hukum. Produk hukum yang dihasilkan 

oleh Pemerintab dan DPR ini, mengakihatkan ja!annya penyidikan kasus 

korupsi menjadi terhamhat dan berjalan dengan "larnbat" atau bahkan 

''mandek", sehingga betpengaruh terhadap bekerjanya sistem hokum dan 

erek:tifitas penegakan hukum Adanya ketentuan tersebut menyebabkan 

sistem hokum bekerja dengan lamhat dan penegakan hokum beljalan kutang 

erek:tif 

Menurut Mardjono Reksodiputro111
, sistem peradilan pidana adalab 

suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah 

kejabatan dan sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari 

laporan maupun keluban masyarakat yang menjadi korban dapat 

diselesaikan dengan diajukannya pclaku kejabatan kesidang pengadilan dan 

diputuskan bersalab serta mendapat pidana. Adanya ketentuan undang

undang yang mensyarakatkan prosedur ijin sebelum melakukan pemeriksaan 

pejabat negara tertentu menyebabkan jalannya pemeriksaan terhadap yang 

bersangkutan menjadi tertunda sehingga menghambat proses penyelesaiau 

kasus korupsi tersebut. 

Meskipun sampal saat ini lidak ada ijin pemeriksaan yang diajukan 

oleh penyidik secara tegas ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan 

ijin, namun dengan tidak segera dikeluarkannya ijin yang diajukan oleh 

penyidik mengakibatkan penyidikan terhadap perkara korupsi tersebut juga 

menjadi terhambat atau babkan mandek, yang pada akhirnya mengakibatkan 

kasus korupsi tersebut tiduk dapst segera diselesaikan dengan diajukannya 

"' Mardjono Reksodiputro, Sist!llll Peradilan Pld;ma Indonesia (!'""'" Panegak Hulrum 
Melawan K~ahatan). da1am Hak Asasi Manusia Daiam Sistem Peradllon Pidana, Kutntm1an 
"-Baku Ketiga (Jakar!ao Posat Pelay.lllan K:eadilan dan Pengabdlan Hul::um Unlvetsltas 
Indonesia, 1994), hal84 
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pelaku tindak pidana korupsi ke sidang pengadilan untuk diadiH dan apabila 

tetbukti diputuskan bersalah serta l!lendapat pidana Dengan tldak dapat 

diajukannya pelaku ke persldangan, rnaka masyarakat sebagai korban dari 

tlndak pidana korupsi ini akan menilai bahwa sistem peradilan pldana ini 

diauggap kuraag berhasil, karena barapan masyarakat adalah agar pelaku 

tindak pidana korupsi segera diadili dan apabila terbukti bersalah mendapat 

pidana. 

4. l'emerlksaan pejabat negara yang terlibat dalam tladak pldana dl 

Amerlka S.rlkat. 

Di Arnerika Serikat, proses penanganan tindak pidana korupsi tidaklah 

menemui harnbatan yang berarti seperti halnya di Indonesia, khususnya 

da1arn hal pemeriksaan pejabat negara yang terUbat dalarn tindak pidana 

korupsi haik itu dilakukan pemeriksaan dengan status sebagai saksi atau 

sebagai tersangka Tanggnng jawab untuk melakukan penyelidikan dan 

penyidikan serta penuntutirn perkarn pidana di Amerika Serikat terletak pada 

badan eksekutif pemerintah. Semua jaksa federal mernpakan bagian dari 

Departemen Kehakiman Amerika Serikat beser!a beberapa petugas penyidik 

dari FBI (Federal Bureau of Investigation), DBA (Drug Enforcement 

Administration) dan ATFE (Bureau of Alcohol, Tobaccoo, Firearms, and 

Explosives) serta USMS (United States Marshals Services) yang semuanya 

dipekerjakan oleh Daparternen Kehakimantn Para jaksa federal (Jaksa 

Amerika Serikat!United States Attomeys) dan asisten jaksa Amerika Serikat 

(Assistant United States Attorney) serta petug!lll penyelidik ditempa!kan di 

selurub Amerika Serikst 

Dcpartemen Kebakiman dipimpin oleh seorang Jaksa Agung (Attorney 

General) yaag ditunjuk oleh Presiden dan dikukuhkan oleh senat dan 

merupakan anggota kabinet presiden. Jaksa Agung merupakan pimpinan 

petugas penegak hukum di Amerika Serikat dan mengawasi seluruh jaksa 

federal dan petugas penyelidik yang dipeketjakan oleh Departemen 

112 Crime Prosecution In Amtrica (United States Department Of Justice: page 4) 
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Kehakiman, tennasok yang betada dibawah FBI dan DBA Jaksa Agung 

dibantu oleh sejumlah pejabat yang juga ditunjok oleh l'residen. 

Dalam sistem hokum adversarial (pertontangan) Amerika Serikat, peran 

para hakim dalam penyidikan pelan,ggaran kriminal memang dibatasi. Tidak 

ada bakim penyidik, dan para hakim terutama berfungsi untuk memutuskan 

masalah-masalah hokum dan secara efektif menjalankan sistem pengadilan. 

Namur tindakan-tindakan tertentu selama suatu penyidikan kejahatan dapat 

dilaksanakan hanya berdasarkan wewenang seorang hakim. Hanya hakim 

yang diperbo!ehkan untuk menerbitkan sural perintah penggeledahan dan 

penyitaan barang bukti, sura! perintah penangkapan dan penahanan, serta 

sural perintah untuk metekam pembicaraan telepon. 

Hanya bakim juga yang diperbolehkan mengambil tindakan untuk 

memaksukan suatu pemanggihm (memerintahkau seotang saksi untuk 

memberikan kesaksian atau menghasilkan barang bukti).173 Apabila seorang 

jaksa atau petugas kepolisian ingin melukukan suatu tindakan yudisial, maks 

ia barus mengujukan permohonan ke pengadilan dan menyampaikan fukta 

atau bukti dalam bentuk sural pernyataan dibawah sumpah (Avidafit) dan 

presentasi lisan, yang secara hukum mencukupi untuk mendukung tindakan 

yang dimohoukan. Apabila hakim menentukan bahwa terdapat dasar faktual 

yang cukup, ia akau menerbitkan sural yang dimohoukan sehingga ukan 

tercapai suatu ''pembuktian yang tanpe ragu-ragu" (beyond reasonable 

doubt) terhadap kesalahan tersangka. 

Berdasarkan prosedur yang betlaku di Amerika Serikat, ljin Presiden, 

Monteri atau Gubernur untuk memeriksa pejabat negara dalam perkara 

pidana tidak diperlukan, namun dalam ptakteknya petugas penegak hukum 

dalam melakukan tindakan yudisial (pemanggilau saksi/tersangka, 

penangkapan, penabanan, penggeladahan, penyitaan barang bukti) tidak 

dapat sewenang-wenang begitu saja, melahakau harus mengajukan 

permohonan kepada Hakim dalarn bentuk pernyalaan dibawah sumpah, 

m Ibid halamali 3. 
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untuk kemudian hakim betdasatkan fakta dan buktl-buktl yang !etcantutn 

dalaru pettnohonan tersebut tnemutuskan untuk di!etbitkan atau tidaknya 

pettnohonan yang diajukan. 
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PENUTUP 

A. Keslmpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa 

ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlunya ijin sebelum 

melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu sebaiknya 

tidak perlu dipertahankan lagi untuk masa yang akan datang, dengan 

pertimbangan: 

1. Ketentuan bertentangan dengan prinsip persarnaan kedudukan didepan 

hukum (equality before the law) yang diatur dalarn Undang-Undang Dasar 

1945 dan ketentuan perundang-undangan lain. Prinsip ini mengharuskan 

negara untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya, 

baik dalam proses peradilan maupun pemerintahan. Setiap warga negara 

yang diduga terlibat tindak pidana apapun, baik sebagai saksi ataupun 

sebagai tersangka wajib diperlakukan sama, tanpa melihat status ekonomi, 

kedudukan maupun jabatan seseorang. Namun ketentuan tentang adanya 

ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu 

telah memberikan perlakuan khusus terhadap pejabat-pejabat negara 

tertentu sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap sesama warga 

negara dihadapan hukum dan bertentangan dengan konstitusi dan 

peraturan perundangan-undangan yang lain. 

2. Prosedur ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara 

juga tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat dan sederhana. 

Seseorang yang diduga terlibat tindak pidana harus segera mendapat 

pemeriksaan guna memberikan kepastian hukum terhadap status yang 

bersangkutan, agar tidak berlarut-larut dan mengganggu konsentrasi 

serta tugas-tugas dari pejabat negara yang bersangkutan. Selain itu agar 
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kasus tersebut dapat segera dis!dangkan gulla memperoleh kepastian 

hukutn, apakah terdakwa bersalah atau t!dak. 

3. Adaoya ketentuan tentang prosednr ijin pemeriksaan menghambat 

jalannya penyidikan tindak pidaoa korupsi yang melibatkan pejabat

pejabat negara tertentu. Tenggang waktu keluamya ijin pemeriksaan 

yang diajukan oleh penyidik sampai dengan ditandalangani oleh pejabat 

yang berwenang membutuhkan waktu yang cukup lama tanpa ada 

patokan atau limitasi waktu yang jelas, bisa satu bulan, dua bulan atau 

lebih. Lamanya tenggang waktu keluamya ijin berpengaruh terhadap 

jalannya penyidikan tindak pidaoa korupsi tersebut, karena ijin 

pemeriksaan merupakan hal yang menentukan untuk dapat tidaknya 

dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang bersangkutan. 

Terhambatnya proses pemeriksaan terhadap pejabat negara, juga 

mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam 

perkara yang yang sama, sehingga penyidikannya tnrut menjadi lamban 

dan terkesan macet. 

4. Berdasarkan prosednr yang berlaku di Amerika Serikat, Ijin Presiden, 

Menteri atau Gubemur untuk memeriksa pejabat negara dalam perkara 

pidaoa tidak diperlukan, namun dalam prakteknya petugas penegak 

hukum dalam melakukan tindakan yudisial (pemanggilan 

saksi/tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan 

barang bukii) tidak dapat sewenang-wenang begitu saja, melainkan harus 

mengajukan permohonan kepada Hakim dalam bentuk pemyataan 

dibawah sumpah (Avidafit), untuk kemudian hakim berdasarkan fakta 

dao bukii-bukii yang tercantum dalam permohonan tersebut memutuskan 

untuk diterbitkan atau tidaknya permohonan yang diajukan. 
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B. s .... m 

Dari uraian kesimpulan diatas, disampaikan satan sebagai betlkut: 

1, Bahwa pennohonan ijin dari penyidik untuk memeriksa pejabat negara yang 

terlibat dalam tindak pidana knrnpsi harus diserahkan kepada hakim. 

Selanjutnya hakim setelah mempertimbangkan permohonan ijln dari penyidik 

yang dilengkapi dellj!Oll uraian tindak pidana yang dilakukan dan ala! bukti 

yang ada, memu~Jskan diterima atau tidaknya ijin tersebut. Hal lni perlu 

dilakukan untuk menciplakan obyektifitas dalam mengeluarkan ijin 

pemeriksaan, karena apabila ijin perneriksaan tersebut masih dikeluarkan oleh 

Presiden, Mendagri dan Guhernur yang mempunyai kekuatan politik maka 

tidak tertutup kemungklnan bahwa ijin tersebut tidak dikeluarkan karena 

alasan ya:ng bersifat subyektif dan dipengaruhi oleh nilai·nilai politis; 

2. Dalarn tahap penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara 

yang berperan dalam memberikan keputusan yang penting bagi hajat hidup 

orang banyak, kiranya perlu dipertimbangkan unluk tidak dilakukan 

penabanan RUTAN (Rumah Tahan Negara) atau setidak-tidaknya sampai 

pejahat penggantinya ditunjuk. Sehingga proses administrasi pemerintaban 

tidak terbarnbat; dan kepentingan umum tidak terganggu. 
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